
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)
 

KONFLIK DALAM PEMBAHASAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2011
 
TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENERTIBAN
 

MINUMAN ALKOHOL
 
(Studi Kasus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur) 

........
 
~..-­
....
 
~
 

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
 
Gelar Magister Sains Dalam IImu Administrasi
 

Bidang Minat Administrasi Publik
 

Disusun Oleh :
 

PUNDING
 

NIM: 018823562
 

PROGRAM PASCASARJANA
 

UNIVERSITAS TERBUKA
 

JAKARTA
 

2013
 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41645.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LENOVO
Stamp



AUSTRAK 

KONFLIK DALAM PEMBAHASAN PERDA
 
NOMOR 2 TAHUN 2011
 

TENTANG
 
PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENERTIBAN
 

MINUMAN BERALKOHOL
 

(Struli Kasus di 1JewtUI Pr:rwalcilan RakyaJ Daerah (DPRD) KabllJlQUlI 
Kotawaringill Timur) 

Kata KUDei : kODDik daJam pembeDtnluaD peratnraD daerab, keknataD politik, 
persepsi aDggota DPRD. 

Penelitian ini bertujuan ootuk menggambarkan bagaimana konflik yang 
teljadi dallllll pembahasan ranc81lgan peraturan daeralt (Perda) Nomor 2 Tahoo ~II 
tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban Minuman Beralkohol; dari proses 
perencanaan, proses persiapan, teknik penyusooan, proses perumusan, pembahasan, 
pengesahan, pengundangan serta penyebarluasan. Disarnping itu dalam penelitian ini 
juga mendeskripsikan bagaimana kekuatan politik yang dimiliki oleh anggota 
DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dapat berfungsi secara efektif dalam 
pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap rancangan Perda No.2 Tahoo 
2011. Penelitian ini menggllnakan metode penelitian lrualitatif dengan teknik 
pengambilan data menggunakan wawancara, angket dan studi dokumen. 

Berdasarkan analisa dan temuan penelitian dapat disimpulkan babwa proses 
pembentukan Perda No.2 Taboo 2011 tentang Pengendalian Peredaran dan 
Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur belum sesuai 
dengan ketentuan peraturan Perundang-oodangan. Kontlik yang teljadi dalam 
pembahasan rancangan Perda No.2 Taboo 2011 adalah konflik yang terjadi akibat 
dari retorika politik di lembaga legislatif. Kekuatan politik DPRD Kabupaten 
Kotawaringin Timur dalam pembentukan Perda belum beljalan seperti yang 
diharapkan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsinya. 

Dari hasil penelitian ini memberikan masukan kepada pimpinan partai politik 
dalam hal rekrutmen kademya yang akan duduk menjadi anggota legislatif agar 
memperhatikan usia, latar belakang pendidikan serta membekali pengetahuan 
tentang tala pemerintahan dan tala cara peRyusunan produk hukum daerah; sehingga 
ketika meraka sudah duduk menjadi anggota DPRD, mereka rnampu mengimbangi 
eksekutif yang sudah berpengalaman. 
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ABSTRACT
 

Conflict on the Discussion of Regional Regulations
 
No.2 year 2011
 

about
 
Circulation Control and Monitoring Alcoholic Beverages
 

(Study ofRegional Representative Council in East 
Kotawaringin District) 

Keywords conflict on the formation of regional regulation, politic power, 
regional representative council perception. 

This research is aim to describe how the conflict happened in the regional 
regulation no.2 year 2011 about Circulation Control and Monitoring Alcoholic 
Beverages fonnation discussion; from the preparation, compilation techniques, 
fonnulation, discussion, validation, enactment and promulgation processes. This 
research also aim to describe how the politic power of regional representative 
council of the East Kotawaringin District able to effectively function in discussion 
and decision-making of the fonning regional regulation no.2 year 20 I I. Qualitative 
method is used on this research, which the primer data collected from interview, 
polling and document analyze results. 

The research result has found that the fonning of regional regulation no.2 year 
201 I about Circulation Control and Monitoring Alcoholic Beverages in East 
Kotawaringin District was not in accordance with the provisions of the legislation. 
The conflict that happened on the fonning regional regulation no. 2 year 201 I 
discussion was arised from the political rhetoric in the legislature. Politic power of 
the council of East Kotawaringin District DPRD in fonning regional regulation were 
not doing accordingly in carrying out the duties, responsibilities and functions. 

From the results of this study provide input to the leaders of political parties on 
cadres recruitment who will became a member of the legislature, to pay more 
attention to age gap, educational background and provide proper knowledge of 
governance and drafting local regulations procedures; so that when they already 
become the regional representative council, they will adjust and compensate the well 
experienced executive. 
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BABII 

KAJIAN PUSTAKA 

Setelah 68 Tahun merdeka, dan selama kurang lebih 40 Tahun terahir 

Indonrsia melaksanakan Pembangunan Nasioanal secara intensif, permasalahan 

mendasar Hukum Nasional yaitu kapastian hukum dan keadilan hukum masih 

dipersoalkan. Sampai dengan saat ini masyarakat bukan saja mempersoalkan 

pelaksanaan kepastian dan keadilan hukum, tetapi lebih dari itu, mereka juga 

mempermasalahkan rumusan substansi dan landasan pemikiran yang dipergunakan 

untuk menciptakan serta menetapkan tujuan hukum. Dengan kala lain masih 

dipersoalkan fungsi atau pengunaan hukum disatu pihak, dan pada pihak lainya 

masih diperdebatkan filosopi atau pandangan Dunia yang berada dibalik produk­

produk hukum. 

Dalam kontek perkembangan atau pembangunan masyarakat, sesungguhfiya 

pertanyaan teknis dan mendasar terhadap hukum Nasional itu adalah wajar, sebab 

perubahan masyarakat antara lain menyengkut perubahan hukum yang dipunyai oleh 

masyarakat yang bersangkutan. Menurut Arbi Samid "Semakin meningkat 

pertanyaan dasar terhadap pembangunan hukum, masalah teknis pembagunan hukum 

cendrung semakin mengundang perdebatan tentang masalah dasarnya". 

Pencapaian pembangunan hukum diartikan sebagai pelaksanaan atau 

pengunaan hukum didalam kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetepkan, karena tujuan dari pembangunan hukum adalah bagian dari 

pembangunan nasional dan sarananya dalah memajukan kehidupan masyarakat, 

maka analisis pancapaian tujuan pembangunan hukum harus menjawab pertanyaan, 

apakah pembangunan hukum memberi manfaat bagi seluruh warga masyarakat?, 

13
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siapa sajakah dari golongan masyarakat yang lebih menikmati dan kurang mendapat 

keuntungan dari pembangunan hukum?, ada ketimpangan sosial jika ditinjau dari 

segi hukum?, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang tentunya bennuara 

kepada tujuan pembangunan hukum. 

Dewasa ini, kenyataan menunjukan bahwa pembagunan hukum lebih 

terarah untuk merealisasikan tujuan merekayasa atau mengendalikan perobahan 

masyarakat di satu pihak, serta lebih diutamakan penggunaannya untuk menunjang 

daJam artian sebagai landasan segala upaya yang dikategorikan sebagai 

pembangunan. Apabila dalam pengunaan atau pelaksanaan hUkum terjadi 

kesenjangan diantara tujuan pembagunan hukum serta ketimpangan-ketimpangan, 

menikmati perlindungan darinya diantara golongan-golongan masyarakat, yang 

berpangkal pada interaksi keseluruhan stuktur kekuasaan dan negara dalam proses 

hukum, maka dalam proses pembangunan hukum yang dalam artian penciptaan atau 

pembuatannya, interaksi segenap struktur kekuatan sosial dan negara itu terpusat 

pada lembaga-lembaga negera yang berfungsi menghasilkan hukum 

(Arbi Samid, 1985), sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga-Iembaga negara 

dan atau Pemerintah yang bertugas menghasilkan hukum adalah : Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Berkenaan dengan pembangunan hukum sebagai sentra dari keseluruhan 

kegiatan negara dan pemerintah, sesuai dengan tujuan pembangunan hukum yang 

sudah ditetepkan yaitu mewujutkan keadilan sosial, mengendalikan perkembangan 

masyarakat, dan menunjang pembangunan, maka lembaga-lembaga yang bertugas 

menghasilkan hukum harus dapat berperen mengakomodasi aspirasi dan keluhan 

masyarakat serta mempertahankanya dalam proses pengambilan keputusan publik. 

Kercna pembentukan hukum harus didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku 
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dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat undang­

undang. Untuk keseragaman metode dan standar pembentukan hukum, maka 

dikcluarkanlah undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang dirubah dengan undang­

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan pereturan perundang-undangan, 

semenlara itu di Kabupaten Kotawaringin Timur telah ditetapkan dan diundangkan 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah 

yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Dalam pembentukan produk hukum, aspirasi rakyat, tata nilai, budaya, 

kondisi sosial masyarakat perlu mendapat pertimbangan, disamping itu juga 

mcmproyeksikan perkembangan-perkembangan ke masa depan untuk memberi arah 

pada dinamika masyarakat yang semakin berkembang, seiring dengan keberhasilan 

pembangunan maupun karena pengaruh globalisasi, ini semua dimaksutkan agar 

hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan cita-cita hukum masyarakat, tetapi 

dapat diterapkan secara efektif. 

Untuk menampung tuntutan dan harapan masyarakat, maka dalam proses 

pembentukan Peraturan Daerah (Perda) disyarakatkan adanya keterbukaan dan 

predictebility serta memberikan peluang yang luas kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi menyampaikankan pemikiran atau saran-saran, selain itu dalam 

pembentukan Peraturan Daerah (Perda) juga perlu diperhatikan azas-azas, bahwa 

kelentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatnya, tidak boleh 

bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya dan 

kepentingan umum, dan seterusnya ketentuan hukum yang setingkat tidak boleh 

tumpang tindih atau saling bertentangan. 

Agar pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah dilakukan 

secara terarah dan terencana dengan skala prioritas, guna mendukung tugas 

pemerintah dan pembangunan Nasional pada umumnya, dan pada hkususnya 
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pembangunan daerah, maka Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyusun 

Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 20 I0 - 2015 

yang tertuang dalam Pereturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur 

Nomor I Tahun 2011. 

Sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah " 

Terwujudnya Masyarakat Yang Madani, Dinamis, Mandiri, dan Berdaya Saing 

Dalam Suasana Riligius, Aman dan Sejahtra disingkat menjadi motto : Manis 

Manasai" maka arah kebijakan dalam Bidang Hukum yang hendak dicapai adalah : 

I.	 Menciptakan hannonisasi penetapan Hukum Adat dengan perturan-peraturan 

undang-undang nasional yang didukung oleh peran peradilan yang mandiri dan 

aparat penegak hukum yang berkualitas, Propesional, memiliki moral yang 

tinggi dan didukung oleh partisipasi masyarakat yang demokratis. 

2.	 Mengmbangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat agar tercipta 

kasadaran dan kepatuhan terhadap hukum dalam karangka penegakan hukum. 

3.	 Menata sistem hukum di daerah yang menguatkan hukum nasional yang 

menyeluruh dan terpadu, dengan mengakui dan menghonnati hukum Agama 

dan hukum Adat. 

4.	 Menegakaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum yang 

berkeadilan, serta menghargai hak azasi manusia. 

Sajalan dengan Renstra tersebut, maka Bagian Hukum pOOa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Timur telah membuat perencanaan pembentukan 

Peraturan Daerah (Perda) secara bertahap yang disesuaikan dengan Rencana 

Tahunan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Kotawaringin Timur, salah satu rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) 

Kabupa/en Kotowaringin Timur untuk Tahun 2011 adalah Pereturan Daerah 

(Perda) tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban Minuman yang 

mengandung Alkohol di Kabupaten Kotowaringin Timur. 
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Sebagai landasan hukum Raparda tersebut adalah Keputusan Presiden 

Republik Indonesi (Kepres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol. Dalam Kepres tersebut dinyatakan bahwa 

produk minuman beralkohol hasil Industri dalam Negeri dan berasal dari Infor, 

dikelompokan dalam golongan-golongan : 

a. Minuman beralkohol golongan " A " adalah minurnan beralkohol dengan kadar 
Etanol (C2H50H) I % (saru persen) sampai dengan 5 % (lima persen). 

b. Minuman beralkohol golongan " B " adalah minuman beralkohol dengan kadar 
Etanol (C2H50H) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua 
puluh persen). 

c. Minuman beralkohol golongan " C " adalah minuman beralkohol dengan kadar 
Etanol (C2H50H) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % 
(lima puluh lima persen). 

Lebih lanjut pada pasal 5 Kepres Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan : 

Diralang mengedar dan atu menjual minuman beralkohol sebagaimana yang 
dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 di tenpat umum, lrecuali di Hotel, Bar, Restoran, 
dan ditempat tertentu lainnya yang ditetepkan oleh BupatiIWa/ikotamadya, 
Kepala Daerah Tingkat II dan atau Gubernur Kepa/a Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta untuk daerah khusus Ibukota Jakarta. 

Berpedoman kepada Kepres dan sesuai dengan kewenangan yang 

dimilikinya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2003 telah 

menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Perubahan Pertama Peraturan 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Tirnur Nomor 30 Tahun 2000 tentang Larangan, 

Pengawasan, dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol. dalam peraturan 

daerah tersebut, hanya minuman yang mengandung Etanol (C2H50H) kurang dari 5 

% (lima persen) yang masih dapat diperjual belikan di wilayak Kabupaten 

Kotawaringin Timur. Namun dalam perjalananya penerapan PERDA tersebut masih 

banyak menuai kendala dan yang lebih patal lagi Perda Nomor 8 Tahun 2003 

tersebut dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri karena dianggap bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan. Maka masyarakat, Tokoh Agama dan 

Lembaga Swadaya Masyaraka (LSM) mengusulkan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 
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supaya segara menyusun kembalai Peraturan Daerah yang mengatur tentang 

Minuman Berlkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur, supaya minuman beralkohal 

ditertipkan, dan dilakukan pengendalian peredarannya, bahkan kalau perlu minurnan 

yang mengandung alkohol dilarang beredar di Kabupaten Kotawaringin Timur, 

berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui organisasi 

kemasyarakatan, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merespon dengan 

menyusun Rencangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Larangan Peredaran 

dan Penertiban Minuman Berallwhol di Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) harus mempunyai kemampuan melakukan kontrol serta 

dapat memberikan saran dan masukan sesuai dengan aspirasi masyarakat, demi 

kepentingan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD), dalam hal perencanaan Peraturan Daerah 

(Perda) dilakukanlah suatu program Legislasi Daerah, sesuai ketentuan pasal 32 

undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang - undangan, mengenai program Legislasi Daerah yang merupakan 

landasan yuridis bagi dibentuknya mekanisme koordinasi baik antara Instansi 

dilingkungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

secara khusus untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maka kedudukan 

Alat Kelengkapan Dewan seperti Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) sangat penting, karena Badan inilah yang diharapkan dapat 

menampung aspirasi baik yang berasal dari Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi, maupun 

dari masyarakat yang berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda). 
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A. TEORI KEBIJAKAN 

1. Kebijakan Publik 

Kebijakan Publik merupakan suatu atauran-atauran yang dibuat oleh 

Pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai 

persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di msyarakat. Kebijakan publik juga 

merupakan keputusan yang dibuat oleh Pemerintah untuk melakukan piIihan 

tindakan tectentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan 

tertentu. Dalam kehidupan masyarakat yang berada di wilayah hukum suatu Negara 

sering terjadi berbagai pennasalahan, sehingga negaralah yang memegang penuh 

tanggungjawab pada kehidupan rakyat, negara hams mampu menyelasaikan 

pennasalahan-pennasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dilakukan 

oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan pennasalaha-pennasalahan 

tersebut. 

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan 

mengatasi suatu pennasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

(Mustopadidjaja, 2002). Maka untuk mengatahui lebih jauh bagai mana kebijakan 

publik, berikut adalah definisi kebijakan publik menurut beberapa ahli : 

2.	 Pengertiao Kebijakao Publik. 

Pengertian kebijakanpublik menurut para ahli : 

1. Anderson (1975)
 

Kebijakan publik adalah, kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat­


pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah : I)
 

Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan­


tindakan yang berorientasi pada tujuan. 2) Kebijakan publik berisi tindakan­


tindakan Pemerintah.
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3) Kebijakan publik merupakan apa yang bener-benar dilakukan oleh pemerintah, 

jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan. 4) 

Kebijakan publik yang diambil bisa Positif dalam arti merupakan keputusan 

pemerintah mengenai segala sesuatu masalab tertentu, atau bersifat negatif dalam 

arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. 5) 

Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa. 

2. Dye (1978) 

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai "whatever govermments choose to do or 

nol 10 do" yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih pemerintah untuk 

melaukan atau tidak melakukan. Dye juga mamaknai kebijakan publik sebagai 

suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh 

pemerintah, mengap[a mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan 

mereka melakukannya secara berbeda-beda. Dia juga mangatakan babwa apabila 

pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut 

harus memiliki tujuan. 

3. Easton (1969) 

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan 

untuk seluruh masyarakal yang keberadaanya mengikat. Dalam pengertian ini 

hanya pemerintahlah yang dapal melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat 

dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah 

yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41645.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



21 

4. Chandler dan Plano (1988) 

Kebijakan publik ialah pemanfaatan yang stratrgis sumberdaya-sumberdaya yang 

ada untuk memeeahkan masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakanya 

bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secam 

terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang 

beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi 

dalam pembagunan seeara luas. 

5. Woll (1966) 

Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memeeahkan masalah 

di masyarakat, baik seeam langsung maupun melalui berbagai lembaga yang 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan kebijakan publik 

terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut 

yaitu: I) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, 

pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan keJruatan 

publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. 2) adanya output kebijakan, 

dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk 

melakukan pengaturam, penganggaran, pembentukan personil dan membuat 

regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

3) adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang akan 

mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

6. Islamy (1997) mengemukakan beberapa definisi atau pengertian mengenai 

kebijakan (Public policy), kebijakan adalah : serangkaian kegiatan yang diusulkan 

seseorang,kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan 

menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempotan terhadap 

pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan. 
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7. Menurut Mostopadidjaja dalam Sudbana (2011) pengertian kebijakan 

publik adalah : Suatau keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi 

permasalahan yang muncu/ da/am suatu kegiatan tertentu yang dilakukan o/eh 

inslansi pemerintah da/am rangka penye/enggaraan pemerintahan. 

8. Menurut James A. Anderson dalam Islamy (1997) mengemukaan bahwa 

"public po/icy are thoose palicies deverloped by govermantal bodies and 

officials ", artinya, Kebijakan negara adalah sebagai kebijakan yang 

dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. 

Dad pendapat para pakar tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, 

kebijakan adalah "sesuatu yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh 

pemerinlah yang memiliki dampak terhadap masyarakat, selain itu kebijakan selalu 

mengandung sesuatu yang bersifat otoritas dalam arti suatu kebijakan, baik 

kebijakan tersebut pasotif maupun negatif wajib dilaksanakan oleh aparat 

pemerinlah ".dad pengertian tersebut maka dapat ditarik suatu benang merah dari 

detinisi kebijakan publik dalam lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparalur Negara Nomor PERl04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman umum 

Formulasi, lmplementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di 

Lingkungan Lembaga Pemerintah pusat dan Daerah. Dalam peraturan menteri 

tersebut dikatakan, Kebijakan publik adalah " keputusan yang dibuat oleh 

pemerinlah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk 

melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan 

dengan kepentingan dan manfaat bagi orang bayak" 

3. Tahap Kebijakan Publik. 

Kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai Sistem, apabila kebijakan 

publik dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen 

pembentukanya. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000) 
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terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan, 

Dye mengambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik 

(public policy), Pelaku kebijakan (policy stalrholders), dan Iingkungan kebijakan 

(policy environment). Ketiga elemen ini saling memiliki andil dan saling 

mempengaruhi, sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam 

kebijakan, namun mereka dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah 

demikian juga dengan Lingkungan kebijakan dapat juga mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Oleh karena itu 

sitem kebijakan berisi proses yang dialeksis, yang berarti bahwa dimensi obyektif 

dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak terpisah di dalam praktekny 

Gambar: 2.1 

Tiga Elemen Sistem Kebijakan. 

PELAKU 
KEBUAKAN 

(polIcy stl1kholden) 

UNGKUNGAN KEBUAKAN I
 
KEBUAKAN PUBUK i 

(policy 

,-,....,.......,.,.----)
Kriminalitas Analisis Kebijakan 

•, J(public policy), 

Penegakan Hukum 
Implikasi Kelompok Waga Negara Ekonomi 
Penganguran Serikat Pekelja Kesejahtraan 
Diskriminasi Petani Personil 
Gelandangan Instansi Perkotaan 

Sumber : William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik eet-III Penrtbit Gajah Mada 
University Press, Yogyakarta, 2000. 
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Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang konpleks, 

karena akan melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji, oleh 

kerena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan 

publik kedalam beberapa tahap, dimana tujuan pembagian seperti ini dimaksudkan 

untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Tahapan-tahapan 

kebijakan publik menurut William Dunn sebagai mana dikutip oleh Budi Winamo 

(2007) adalah sebagai berikut : 

a.	 Tahap penyusunan agenda. 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Dimana sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk 

dapat masuk kedalam agenda kebijakan publik. Yang pada akhimya, beberapa 

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini 

mungkin suatu masalah tidak disentuh sarna sekali, sementara masalah yang 

lain ditetepkan menjadi fokus pembahasan, atau adapula masalah yang karena 

alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 

b.	 Tahap formulasi kebijakan. 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari 

pemecahan masalahnya yang paling terbaik. Pemecahan masalah tersebut 

berasal dari berbagai altematif atau pilihan kebijakan (policy alternatives 

options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing altematif 

bersaing intuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang akan diarnbil untuk 

memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing 

dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 
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c.	 Tahap adopsi kebijakan. 

Dari sekian banyak altematif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus 

kebijakan, namun pada akhimya salah satu dari altematif kebijakan tersebut 

diadopsi dengan dukungan dari menyoritas legislatif, konsensus antara 

direktur lembaga atau putusan peradilan. 

d.	 Tahap implementasi kebijakan. 

Suatu program kegiatan hanya akan menjadi catalan-catalan elit saja jika 

probram tersebut tidak diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan­

badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan 

yang telah diambil dan ditetapkan sebagai program dilaksanakan oleh unit-unit 

administrai yang memobilisasikan sumber daya finansial dan sumber daya 

manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling 

bersaing, beberapa implementasi mendapat dukungan para pelaksana 

(implemanlors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditenlang oleh para 

pelaksana. 

e.	 Tahap evaluasi kebijakan. 

Dalam tahap ini kebijakan yang sudah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, 

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk memperoleh dampak 

yang diinginkan, yaitu memecakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 

Oleh kerena itu harns ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang 

menjadi dasar untuk menilai, apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan 

sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. 
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AcIopsl n 

Gambar2.2 

Tahapan-Tahapan Kebijakan. 

nyu n 

I~ 

Sumber : William N Dunn, Analisis Kebijakan Publik eet-III Penrtbit Gajah Mada 
University Press, Yogyakarta, 2000. 

4. Pengertian dan Tahap Formulasi Kebijakan 

Dalam fase fonnulasi kebijakan publik, reaJitas politik yang melingkupi 

proses pembuatan kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dari fokus kajiannya. 

Sebab bila kita melepaskan kenyataan politik dari proses pembuatan kebijakan 

pubJik, maka jelas kebijakan publik yang dihasilkan itu akan miskin aspek 

lapangannya. Sebuah produk kebijakan publik yang miskin aspek lapangannya itu 

jelas akan menemui banyak persoalan pada tahap penerapan berikutnya. Dan yang 

tidak boleh dilupakan adalah penerapannya dilapangan dimana kebijakan pubJik itu 

hidup tidaklah pernah steriJ dari unsur politik. 
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Formulasi kebijakan publik adaJah langkah yang paling awal dalam proses 

kchijakan publik secara keseluruhan, oleh karena apa yang terjadi pada tahap ini 

aKan sangal mcnentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada 

masa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu adanya kehati-hatian Iebih dari para 

pcmbllat kcbijakan ketika akan melakukan formulasi kebijakan publik ini. Yang 

harlls diingat pula adalah bahwa formulasi kebijakan publik yang baik adalah 

forrnulasi kcbijakan publik yang berorientasi pada implementasi dan evaJuasi. Sebab 

scringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa formulasi kebijakan yang 

baik itu adalah sebuah uraian konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan 

norrnalit: namun tidak membumi. 

I'adahal sesungguhnya formulasi kebijakan publik yang baik itu adalah 

sebuah uraian atas kematangan pembacaan realitas sekaligus altematif solusi yang 

tisibcl terhadap realitas tersebut. Kendati pada akhirnya uraian yang dihasilkan itu 

lidak scpcnuhnya presisi dengan nilai ideal normatif, itu bukanlah masalah asalkan 

uraian atas kebijakan itu presisi dengan realitas masalah kebijakan yang ada 

dilapangan (Fadillah, 2001). 

Solichin menyebutkan. bahwa seorang pakar dari Afrika. Chief J.O. Udoji 

(1981) mcrumuskan secara terperinci pembuatan kebijakan negara dalam hal ini 

adalah formulasi kebijakan sebagai : 

.. The ",hole process of articulating and defining problems, formulating possible 
soilitiolls into political demands, chenelling those demands into the political system, 
seeking sanctions or legitimation ofthe preftrred course ofaction, legitimation and 
implementation, monitoring and review (feedback)" 
(Kcseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, 

perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan­

tuntutan politik, penyaJuran tuntutan-tuntutan tersebut kedalam sistem politik. 

pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, 

pengesahan dan pelaksanaan/implementasi monitoring dan peninjauan kembali 

(umpan balik) (Dalam Solichin. 2002). 
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Menu rut pendapatnya. siapa yang berpartisipasi dan apa peranannya dalam 

proses Lerscbut untuk sebagian besar akan tergantung pada struktur politik 

pengaillbilan keputusan itu sendiri. 

IJnluk kbih jauh memahami bagaimana formulasi kebijakan publik itu, maka ada 

emp"l hal yang dijadikan pendckatan-pendekatan dalam formulasi kebijakan publik 

dilllCiIiCi sudah dikenal secara umum oleh khalayak kebijakan publik yaitu : 

I. I'endekatan Kekuasaan dalam pembuatan Kebijakan Publik
 

~ Pcndckatan Rasionalitas dan Pembuatan Kebijakan publik
 

3.	 Pendckatan Pilihan Publik dalam Pembuatan Kebijakan Publik 

a.	 Pendekatan Pemrosesan Personalitas, Kognisi dan Infonnasi dalam 

Formulasi Kebijakan Publik 

(Fadi Ilah. :20(1). 

Okh sebeb itu dalam proses formulasi kebijakan publik ini Fadillah 

mcngulip pendapat dari Yezhezkhel Dror yang membagi tahap-tahap proses-proses 

kcbijakan publik dalam 18 lallgkah yang merupakan uraian dari tiga tahap besar 

dalalll proses pembllatan kebijakan publik yaitu : 

I.	 Tahap Meta Pembuatan kebijakan Publik (Metapolicy-making stage): 

2.	 Pemrosesan nilai; 

J. Pemrosesan real itas;
 

c/. Pemrosesan masalah;
 

5.	 Slirvei, pemrosesan dan pengembangan sumber daya; 

a.	 Desain, evaluasi, dan redesaill sistem pembuatan kebijakan publik; 

b.	 Pengalokasian masalah, nilai. dan sumber daya; 

c.	 Penentuan strategi pembuatan kebijakan. 

6.	 Tahap Pembuatan Kebijakan Publik (Policy making) 

a. Sub alokasi sumber daya; 

b. Penetapan tujuan operasional, dengan beberapa prioritas; 
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I). Penelapan nilai-bilai yang signifikan, dengan beberapa priorilas; 

2). Penyiapan allernalit~allernalif kebijakan seeara umum; 

(a).Penyiapan prediksi yang realislis alas berbagai allernalif lersebul 

dialas, berikul keunlungan dan kerugiannya; 

(b) Membandingkan masing-masing allernalif yang ada	 ilu sekaligus 

menenlukan allernalif mana yang lerbaik; 

7.	 Melakukan ex-anle evalualion alas allemalif lerbaik yang lelah dipilih lersebul 

dialas. 

a.	 Tahap Pasea Pembualan Kebijakan Publik (Post po/icy-making stage) 

b.	 MemOlivasi kebijakan yang akan diambil; 

c.	 MengambiJ dan memuluskan kebijakan publik; 

I). Mengevaluasi proses pembuatan kebijakan publik yang lelah 

dilakukan; 

2). Komunikasi dan umpan balik atas seluruh fase yang lelah dilakukan. 

(Dalam Fadillah, 2001) 

Analisis kebijakan dilakukan unluk menciplakan, seeara krilis menilai, dan 

mengkomllnikasikan pengelahuan yang relevan dengan kebijakan dalam salu atau 

lebih lahap proses pembualan kebijakan. Tahap tahap lersebul meneenninkan 

aktivilas yang lerus berlangsung yang lerjadi sepanjang waklu. Seliap lahap 

berhubungan dengan lahap yang berikulnya, dan lahap lerakhir (penilaian kebijakan) 

dikailkan dengan lahap pertama (penyusunan agenda), alau lahap dilengah, dalam 

lingkaran aklivitas yang lidak linear. Aplikasi prosedur dapal membuahkan 

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang seeara langsung mempengaruhi 

asumsi, kepulusan, dan aksi dalam salu lahap yang kemudian seeara lidak langsung 

I11cmpcngaruhi kine~ja lahap-lahap berikulnya. Aklivilas yang lennasuk dalam 

apl ikasi prosedllr analisis kebijakan adalah lepal unluk lahap-lahap lerlenlu dari 

proses pembualan kebijakan, seperti dilunjukan dalam segi empal (tahap-tahap 
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pcmbuatan kebijakan) dan oval yang digelapkan (prosedur anal isis kebijakan) dalam 

bagan 2.1. lerdapal sejumlah cara dimana penerapan analisis kebijakan dapal 

mempcrbaiki proses pembualan kebijakan dan kinerjanya (William N. Dunn. 2000). 

TabeI2.1. 

Tahap-tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan 

FASE KARAKTERISTIK 

PENYUSUNAN 

AGENDA 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan 

masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak 

disentuh sarna sekali sementara lainnya ditunda untuk 

waktu lama. 

Para pejabat merumuskan altematif kebijakan untuk 

mengatasi masalah. Altematif kebijakan melihat perlunya 

membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan 

indakan legislatif. 

Altematif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dar' 

mayoritas legislatif, konsesnsus diantara direktur lembaga 

atau keputusan peradilan. 

lKebijakan yang telah diarnbil dilaksanakan oleh unit-uni 

ladministrasi yang memobilisasikan sumber daya finansia 

~an manusia. 

Unit-unit pemeriksanaan dan akuntansi dalarr 

pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif 

Legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-

Iundang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian 

ujuan. 

FORMULASI 

KEBIJAKAN 

ADOPSI KEBIJAKAN 

MPLEMENTASI 

KEBIJAKAN 

PENILAIAN 

KEBIJAKAN 
..

Slimber: William N. Dunn, 2000 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan I kebijakan 

mcllurut Nigro and Nigro dalam buku karya M. Irian Islamy yang berjudul Prinsip­

prillsip pcrumusan Kebijaksanaan Negara adalah sebagai berikut : 

J.	 Adanya pengaruh tekanan dari luar 

2.	 Adanya pengaruh kebiasaan lama (konsevatisme) 

3.	 Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi 

4.	 Adanya pengaruh dari kelompok luar 

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. 

(Dalam Islamy, 1986) 

Hal tersebut se1alu saja terjadi pada setiap usaha perumusan kebijakan 

khususnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat dimana 

temyata pada kenyataannya proses penentuan keputusan atau kebijakan tersebut 

ken tal dcngan berbagai macam pengaruh-pengaruh yang bersifat negatif. 

Sebaliknya kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam proses pembualan 

keputusan menurut Nigro and Nigro adalah sebagai berikut: 

I.	 Cara berfikir yang sempit (Cognitive nearsightedness) 

o	 Adanya asumsi bahwa masa depan akan mengulangi masa lalu (Assumption 

tlwtfillure will repeat past) 

3. Terlampau menyederhanakan sesuatu (Over simplication)
 

~. Tcrlampau menggantungkan pada pengalaman satu orang (Overreliance on
 

one 'sawn experience) 

5.	 Kcputusan-keputusan yang dilandasi oleh prakonsepsi para pembuat 

kcputusan (Preconceived nation.l) 

6.	 Tidak adanya keinginan untuk melakukan percobaan (Unwillingness to 

experiment) 

7. Kccllgganaan untuk membuat keputusan (Reluctance to decide). 

(Dalam Islamy, 1986). 
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Kcsalahan-kesalahan tcrsebut merupakan kesalahan yang sangat fatal sekali 

khususnya didalam pembuatan suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan 

bersama sehingga semaksimal mungkin kesalahan tersebut harus diminimalisir atau 

dihilangkan jika tidak ingin mendapatkan masalah pada tahap pengimplementasian 

dilapangan yang berdampak pada citra buruk para penentu kebijakan tersebut 

sekaligus kebijakan itu sendiri. 

5. Jenis Kebijakan. 

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut 

pandang masing-masing, James Anderson sebagai mana dikutip Suhamo (2010) 

menyampaikan kategori kebijakan publik sebagi berikut : 

a. Kebijakan Substantif versus kebijakan Prosedural. 

Kebijakan substantif yaitu kebijakan menyangkut apa yang akan dilaksanakan 

olch pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagai mana kebijakan 

substantiftersebut bisa atau dapat dijalanklan. 

b. Kebijakan distributifversuas kebujakan regolatori versus kebijakan redistributif. 

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada 

masyarakat atau individu, kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang 

berupa pembatasan atau pelarangan terhadap prilaku individu atau kelompok 

masyarakat, sedangkan kebijakan redestributif merupakan kebijakan yang 

mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikin atau hak-hak diantara 

berbagai kelompok dalam masyarakat. 

c. Kebijakan Materal versus Kebijakan Simbolik. 

Kebijaklan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumberdaya 

komplet pada kelompok sasaran, sedangka kebijakan simbolik adalah adalah 

kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kel;ompok sasaran. 
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d.	 Kebijakan yang berhubungWl dengWl barang umum (public goods) dWl barang 

privat (privat goods). 

Kebijakan public goods adalah kebijakan yWlg mengatur pemberiWl barang atau 

pelayanan publik, sedangkWl kebijakWl privat goods adalah kebijakWl yWlg 

mengatur penyediaan barWlg atau pelayanan untuk pasar bebas. 

Sholihin Abdul Wahab sebagai mana dikutip oleh Suharno (2010) 

mengisaratkan bahwa, hakikat kebijakWl publik sebagai tindakWl yWlg mengarah 

pada tujuan, maka oleh sebab itu kita dapat merinci menjadi beberapa kategori yaitu : 

a.	 Tuntutan kebijakan (poblic demands). 

Yaitu tuntutab atas desakWl kepada pejabat-pejabat pemerintah yang diiakukWl 

oleh aktor-aktor lain, baik suasta maupun kelembagaan pemerintah itu sendiri 

dalam sistem politik untuk melakukWl tindakWl tertentu atau sebaliknya untuk 

tidak melakukan tindakWl pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat 

bervariasi, mulai dari desakWl umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga 

usulan untuk mengambil tindakWl kongret tertentu terhadap suatu masalah yang 

terjad i didalam masyarakat. 

b.	 Keputusan kebijakan (poliS)' decisons}. 

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkWl 

untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan pelaksanaan kebujakan publik. 

Dalam hal ini, maka termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk 

menciptakan stauta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun 

mambuat penafsiran terhadap Undang-undang. 

c.	 Pemyataan kebijakan (policy statements). 

Adalah pemyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakWl publik tertentu, 

misalnya; Ketetapan MPR, Keputusan Presiden, atau Dekrit Presiden, 

Keputusan Peradilan, petmyataan ataupun podato pejabat pemerintah yang 

menuinjukan hasrat, tujuan pemerintah dab apa yang dilaksanakWl untuk 

mencapai tujuan tersebut. 
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d.	 Keluaran kebijakan (policy outputs). 

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, 

karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa 

yang telah digariskan dalan keputusan dan pemyataan kebijakan. Jadi secara 

singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh 

pemerintah. 

e.	 Hasil akhir kebijakan (policy outcams). 

Adalah akibat-akibat atau dampak yang bener-bener dirasakan oleh masyarakat, 

baik yang diharapkan maupun yang tyidak diharapkan sebagai konsekwansi dari 

adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu 

yang ada dalam masyarakat. 

William N. Dunn (2000) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima 

bagian, yaitu : 

a.	 Masalah kebijakan (polisy public). 

Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat 

diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetqahuan apa yang 

hcndak dipecahkan membutuhkan informasi mengenali kondisi-kondisi yang 

mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang 

pencapaiannya menuntut pemecahan masalah. 

b.	 Alternative kebijakan (palisy alternatives). 

Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia dan dapat memberi 

sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. 

Infoemasi mengenai permasalahan yang dapat menimbulkan masalah pada 

dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahan 

masalahnya. 
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c. Tindakan kebijakan (policy actions). 

Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan altematif 

kebijakan yang dipilih, yang dipilih untuk mencapai tujuan yang bemilai. 

d.	 Hasil kebijakan (polisy outcames). 

Adalah akibat-akiabat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang 

telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil, atau 

diketahui sebelun tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut tetjadi 

seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya. 

e.	 Hasil guna kebiujakan. 

Adalat tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada 

pencapaian nilai. Pada kenyataannya belum ada problem yang dapat dipecahkan 

sccara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat 

mcnumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan 

kembali. 

6. Faktor yaog mempeogarubi pembuatao kebijakao 

Menurut Suhamo ( 2010 ) proses pembuatan kebijakan merupakan 

pekerjaan yang rum it dan konpleks dan tidak semudah apa yang dibanyangkan, 

walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi intitusi atau lembaga 

dituntut mcmiliki tanggung jawab, kemauan, dan kemampuan atau keahlian, 

sehingga dapat membuat kebijakan publik dengan resiko yang diharapkan (intended 

risb) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). 

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan hal penting 

yang perlu diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah, dalam pembuatan 

kebujakan sering kali terjadi kesalahan yang sifatnya umum. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah : 
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a.	 Adanya pengaruh atau tekanan dari luar. 

Tidak jarang pembuat kebijakan haru memenuhi tuntutan dari luar atau dalam 

membuat kebijakan ada tekanan-tekanan dari luar atau sering diistilahkan 

mengakomodir kepentingan pihak luar. 

b.	 Adanya pengaruh kebiasaan lama. 

Kebiasaan lama organisasi sebagai mana dikutip oleh Nigro, yang disebutnya 

dengan istilah Sunk Cost, seperti misalnya kebiasaan investasi modal yang hingga 

saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, kecendrungan akan 

mengikuti kebiasaan itu oleh para administrator sering kali terjadi, meskipun 

keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut dikritik sebagai 

sesuatu yang salah dan perlu dilakukan perubahan. Kebiasaan lama itu sering 

seeara terus menerus dan dianggap pantas untuk diikuti, terlebih apOOila suatu 

kebijakan tersebut dianggap dan dipandang menguntungkan (memuaslcan). 

e.	 Adanya pengaruh sifat pribadi. 

Berbagai keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan 

atau kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi 

marupakan faktor yang paling besar dan sangat berpengaruh serta memengang 

paranan besar dalam penentuan keputusan atau kebijakan. 

d.	 Adanya pengaruh dari kelompok luar. 

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan atau kebijakan juga sangat 

berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan atau kebijakan. 

e.	 Adanya pengaruh keadaan masa lalu. 

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah 

pekerjaan terdahulu juga sangat berpengaruh pada pembuat keputusan atau 

kebijakan. Misalnya, orang mengkuatirkan pelimpahan wewenang yang 

dimilikinya kepada orang lain kerena kuatir disalahgunakan, dan sebagainya. 
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B. TEORI KONFLIK. 

Fenomena sosial dalam masyarakat banyal< sekali ragamnya kadangkala 

fen omena sosial tersebut berkembang menjadi suatu masalah sosiaJ yang diakibatkan 

perbedaan cara pandang mengenai fenomena tersebut. Teori tersebut lahir dari 

pcngalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kerena setiap 

individu mengalami pengalaman yang berbeda, mak&, teori yang muncul juga 

tentunya akan berbeda pula, antara satu individu dengan individu lainnya, maka 

dapat dikatakan bahwa tidal< ada teori yang dapat menyaluruh mambahas mengenai 

masalah sosial di masyarakat. 

Di zaman yang sudah modern sekarang ini, dimana setiap orang dengan 

berbagai aktifitas dan kepentingan silih berganti, yang kadang-kadang dapat 

mcmbuat seorang individu atau suatu kelompok mengalami persinggungan 

(disjungsi) dengan individu atau kelompok lain yang dapat mengakibatkan konflik. 

Konllik yang berkepanjangan terkadang dapat memperburuk tatanan sosial 

masyarakat, namun, konflik juga berperan positif dalam memperkuat persatuan dan 

menghilangkan konflik internal dalam suatu kelompok. Konflik bagaimanapun 

bentuknya merupakan sesuatu yang wajar tCljadi, konflik senantiasa ada dalan setiap 

sistem sosial, bahkan dapatlah dikatakan bahwa konflik merupakan suatu ciri diri 

dari suatu sitem sosial, tanpa konflik suatu hubungan tidak al<an hidup, sedangka 

ketiadaan konflik dapat menandakan tetjadinya penekanan masalah yang pads suatu 

saat nanti akan timbul dalam bentuk ledakan yang benar-benar kacau, maka, untuk 

itu dibutuhkan suatu teori yang dapat menekan atau bahkan memusnakan konflik 

yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. 

Menurut Karl Marx dalam Turner (1998) adaJah salah satu dari sekian 

tokoh sosiologi yang menjadikan infrastruktur material sebagai deterninasi sitem 

sosiai yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat. Karl Marx menekankan bahwa 

porposisinya tentang proses konflik, didasarkan atas ketidak setaraan akses terhadap 

sumberdaya. 
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Kctidak jelasan ini kemudian menciptakan kelompok (grup) yang memposisikan 

dirinya sebagai ordinat (dominasi) disatu sisi dan subordinat (termarjinalkan) pada 

sisi lainnya. Mereka yang tersubordinasi akan menjadi peduli terhadap kepentingan 

kolektif mereka atas dominasi kelompok ordinat dengan mempertanyakan pola 

distribusi yang tidak merata tersebut. Akibatnya adalah rusaknya relasi (hubungan) 

antara kelompok ordinat terhadap kelompok subordinat yang disebabkan olek 

disposisi altematif yang diciptakan oleh kelompok ordinat terhadap kelompok 

subordinat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan polarisasi antara kelompok 

ordinat dengan kelompok subordinat yang berkepanjangan. 

Sebagai kesimpulan dari teori Karl Marx, menyatakan bahwa konflik pada 

dasamya muncul dalam upaya memperoleh akses terhadap kekuatan-kekuatan 

produksi, sekali kekutan-kekuatan ini dikembalikan kepada kontrol seluruh 

masyarakat, maka konflik dasar tersebut akan dapat terhapus. Jadi sekali kapitalis 

diganti dengan sosialisme, maka kelas-kelas akan terhapus dan pertentangan kelas 

akan berhenti. 

Menurut Relf Dabrendorf (Class and Class Conflict In industrial 

Society: 1959) dalam (Stephen K Sanderson 1993) berlandaskan pada anggapan 

yang menyatakan bahwa, semua sistem sosial itu dikoordinasikan secara imperatif, 

dalam hal ini koordinasi yang mengharuskan adanya otoritas merupakan sesuatu 

yang sangat esensial sebagai sesuatu yang mendasari semua organisasi sosial. 

Berkenaan dengan hal tersebut maka, dalam suatu sitem sosial mengharuskan 

adanya otoritas, dan relasi-relasi kekuasaan yang menyangkut pihak atasan dan 

bawahan akan menyebabkan timbulnya kelas. Dengan demikian maka tampaklah 

bahwa ada pembagian yang jelas antara pihak yang berkuasa dangan pihak yang 

dukuasai, yang kedua-duanya memiliki kepantingan yang berbeda-beda atau bahkan 

bertentangan. 
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Teori konflik Relf Dahrendor, tidak bermaksud untuk mengganti teori 

konsensus, dasar teori konflik Dahrendolf adalah penolakan dan penerimaan 

sebahagian serta perumusan kembali teori Karl Marx yang menyatakan bahwa, 

kaum berjuis adalah pemilik dan pengelola sistem kapitalis, sedangkan para pekerja 

tergantung pada sistem tersebut. 

Menurut Max Weber dalam (Stephen K Sanderson 1993) menyatakan 

bahwa dalam kadar tertentu bahwa konflik terjadi dengan cara yang jauh lebih dari 

sekedar kondisi-kondisi materil, konflik dalam merebut sumber daya ekonomi 

merupakan ciri dasar kehidupan sosial, tetapi Weber berpandapat bahwa, masih 

banyak tipe-tipe konflik lain yang juga terjadi di antaranya adalah konflik dalam 

erena politik sebagai sesuatu yang sangat fundamental, baginya kehidupan sosial 

dalam kadar tertentu merupakan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan 

dominasi oleh sebagaian individu dan kelompok tertentu terhadap yang lain, dan dia 

tidak menganggap pertentangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sebaliknya 

pertentangan untuk memperoJah kekuasaan tidak terbatas hanya pada organisasi­

organisasi politik formal, tetapi juga terjadi dalam setiap tipe kelompok seperti 

organisasi keagamaan, dan organisasi pendidikan. Selanjutnya Weber menyatakan 

bahwa tipe konflik selanjutnya adalah konflik dalam hal gagasan dan cita-eita. Ia 

berpendapat bahwa orang sering kali tertantang untuk memperoleh dominasi dalam 

hal pandangan dunia, baik itu berupa dokrin keagamaan, Fitsafat sosial, ataupun 

konsepsi tentang bentuk gaya hidup. Lebih dari itu gagasan cita-eita bukan hanya 

dipertentangkan tetapi dijadikan senjata atau alat dalam pertentangan lainya, 

misalnya pertentangan politik. 

Mex Weber memiliki pandangan yang jauh lebih pesimistis, ia percaya 

bahwa, pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan soaial yang sangat 

kokoh dan tidak dapat dihilangkan. Dalam suatu tipa masyarakat masa depan, baik 

kapitalis. sosialis atau tipa lainya, orang - orang akan tetep selalu bertarung 
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memperebutkan berbagai sumber daya, karena itu pembagian atau pembelaan sosial 

adalah ciri permanen dari semua masyarakat yang sudah kompleks, walaupun akan 

mengambil bentuk-bentuk dan juga tingkat kekerasan yang secara substantif 

bervariasi. 

Menurut Lewis A Coser (dalarn Marga M. Poloma, 1992) mengemukakan 

teori konflik dangan mambahas tentang permusuhan dalarn hubungan sosial yang 

intim, fungsionalitas konflik dan kondisi-kondisi yang mempengaruni konflik 

dengan kelompok luar dan struktur kelompok sosial adalah sebagai berikut: 

I. Perumusan dalarn nubungan sosial intim. 

Bila konflik berkembang dalan nubungan sosial yang intim, maka pemisahan atara 

konflik realita dan nonrealita lebih sulit untuk dipertahankan. Karana semakain 

dekat suatu nubungan, akan semakin besar rasa kasin sanyang yang sudah 

tertanamkan, makin besar juga kecendrungan untuk menekan ketimbang 

mengungkapkan rasa permusuhan. Sedangka dalan nubungan sekunder, seperti 

misal dengan rekan bisnis rasa permusunan relatif dapat lebin bebas diungkapkan. 

2. Fungsionalisai komflik. 

Bahwa konflik mungkin positif sebab dapat meredakan ketegangan yang terjadi 

dalam suatu kelompok dengan memantapkan keutunan dan keseimbangan. 

Sebagai contok, nasi! pengamatan Simmel terhadap masyarakat Yahudi, bahwa 

peningkatan konflik dalarn kelopok dapat dinubungkan dengan peningkatan 

interasik dengan dan kedalarn masyarakat secara keseluruh.an, karena nomogenitas 

mungkin penting bagi kelangsungan suatu kelompok terisolir yang berarti bahwa 

konflik internal tidak ada, nal ini dapat juga berarti kelemahan interaksi kelompok 

tersebut dengan masyarakat secara keselurunan. 

3.	 Kondisi yang mempengaruhi konflik. 

Konflik dengan kelompok luar dan sruktur kelompok, menurut Coser akan 

membantu memantapkan batas - batas struktural, sebaliknya konflik dengan 
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kelumpok luar juga dapat mempertinggi integrasi didalam kelompok, tingkat 

konsensus kelompok sebelum konflik terjadi merupakan hubungan timbal-balik 

yang paling penting dalam kontek apakah konflik dapat mempertinggi kohesi 

kelompok, apabila konsesnsus dasar suatu kelompok lemah, maka ancaman dari 

luar akan menjurus bukan pada peningkatan kohesi, tetapi pada agati umum dan 

akibatnya kelompok terancam oleh perpecahan. 

1. Pengertian KonDik. 

Ada beberapa pengertian konflik menurut beberapa ahli diantaranya adalah : 

I. Dr.Robert M.Z Lawang. 

Konflik adalah perjuangan untuk memperolah nilai, status, kekuasaan, dimana 

tujuan dari mereka yang berkonflik, tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi 

juga untuk menundukkan saingannya. 

2.	 Berstein. 

Konflik merupakan suatu pertentangan, perbedaan yang tidak dapat dicegah yang 

mempunyai potensi dan yang memberi pengaruh positif dan negatif. 

3.	 Taquiri dalam Newstron dan Davis (1977) 

Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalan berbagai 

keadaan yang akaibat dari pada bangkitnya keadaan ketidak setujuan, kontropersi 

dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara terus menerus. 

4.	 Gibson, at al (1997). 

Hubungan yang selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling 

ketergantungan, dapat pula melahirkan konflik. Hal ini akan terjadi jika, masing­

masing kelompok organisasi memeliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan 

tidak bekerjasama antara yang satu dengan yang lain. 
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5.	 Robbin (1996). 

Mendefinisikan konflik adalah, suatu proses yang mulaim bila suatu pihak marasa 

bahwa, suatu pihak marasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara 

negative, atau akan segera segena mempengaruhi secara negative, sesuatu yang 

diperhatikan pihak pertama. Keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh 

persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik 

dalam organisasi maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada, 

sebaliknya jika mereka mempersepsikan bahwa didalam organisasi telah ada 

konflik, maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan. 

6. Minnery (1985). 

Konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu 

sarna lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan karane 

perbedaan tujuan. Dimana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut 

menyadari perbedaan dan melakukan tindakan. 

7.	 Soerjono Soekarto (1989). 

Pertentanggan atau pertikaian atau konflik adaJah suatu proses yang dilakukan 

orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jaJan menentang 

pihak lawan yang disenai ancaman dan kekerasan, oleh karena itu konflik 

diidentikkan dengan tindakan kekerasan. 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disempaikan konflik dapat 

diartikan sebagai suatu perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti 

nilai, status, kekuasan, otoritas, dan sebagainya guna memperoleh keuntungan. Oleh 

kerena itu, setiap pihak yang berkonflik berusaha menundukan saingannya dengan 

menggunakan segala kemampuan yang dimiliki agar dapat memenangkan konflik 

tersebut. Tindak kekerasan dianggap tindakan yang tepat daJam mendukung individu 

dalam mencapai tujuannya. Maka dalam arti mudah konflik didepinisikan sebagai 

perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara dua atau lebih pihak yang 

mempunyai objek yang sarna dan membawa pada perpecahan. 
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2. Ciri-ciri konflik. 

Ciri-ciri konflik menurut Wijono (1993) adalah : 

I.	 Setidak - tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok 

yang terlibat dalan suatu interaksi yang saling bertentangan. 

2.	 Peling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan 

maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan 

ambigius atau adanya nilai-nilai, atau norma-norma yang saling 

berlawanan. 

3.	 Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala prilaku 

yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan 

terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti : Status, 

Jabatan, Tanggung jawab, Pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik, 

Sandang-pangan, Materi dan kesejahtraan, atau tujangan-tunjangan 

tertentu seperti : mobil, rumah, bonus, atau pemenuhan kebutuhan scsio­

psikologis seperti : rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan dan 

aktualitas diri. 

4.	 Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat 

pertentangan yang berlarut-larut. 

5.	 Munculnya ketidak seimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak 

yang terkait dengan kedudukan, status social, pangkat, golongan, 

kewibawaan, kekuasaan, harga diri prestisa dan sebagainya. 

3. Jenis-jenis konflik. 

Terdapat berbagai macam jenis konflik, tergantung pada dasar yang 

digunakan untuk membuat klasifikasi. Ada yang membagi konflik alas dasar 

fungsinya, ada pembagian atas dasar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan 

sebagainya. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan beberapa jenis konflik 

yang penulis dapat pahami, adalah : 
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a.	 Konflik dilihat dari fungsinya. 

Berdasarkan fungsinya, Robbins (1996) membagi konfilk menjadi dua 

macam, yaitu : Konflik Fungsional (Functional Comjlict) dan Konflik 

Disfungsional (Dysfunctional Conjlict). Konfilk fungsional adalah, konflik 

yang mendukung pencapaian tujuan kelompok, dan memperbaiki kinerja 

kelompok. Sedangkan konflik disfungsional adalah, konflik yang merintangi 

pencapaian tujuan kelompok. 

Menurut Robbins, batas yang menentukan apakah suatu konflik 

fungsional atau disfungsional sering tidak tegas atau jelas (kabur). Suatu 

konfl ik mungkin fungsional bagi suatu kelompok, tetapi tidak fungsional bagi 

kelompok yang lain. Begitu pula. Konflik dapat fungsional pad waktu 

tertentu, tetapi tidak fungsional ketika waktu yang lain. Criteria yang 

membedakan apakah suatu konflik fungsional atau disfungsional adalah 

dampak konflik tersebut terhadap kinerja kelompok. Walaupun kurang 

memuaskan bagi individu, maka konfilk tersebut dikatakan fungsional. 

Demikian sebaliknya, jika konflik tersebut hanya memuaskan individu saja, 

tetapi menurunkan kinerja kelompok, maka konflik tersebut adalah 

disfungsional. 

b.	 Konflik dilihat dari pihak yang terlibat didalamnya. 

Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat didalam konflik, Stoner dan Freeman 

(1989 : 393) membagi konflik menjadi enam macam, yaitu : 

I.	 Konflik dalam diri individu (coriflict within the individual). Konflik ini 

terjadi jika seseomng harus memilih tujuan yang saling bertentangan, atau 

kerena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya. 
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2.	 Konflik Wltar individu (conflict among individuals) konflik ini terjadi 

karena perbedaWl kepribadiWl (personality differences) Wltar individu 

yWlg satu dengWl individu yWlg lain. 

3.	 Konflik Wltar individu dalarn kelompok (conflict among individuals and 

groups) konflik ini terjadi jika individu gagal menyesuaikWl diri dengWl 

norma-norma kelompok tempat ia bekarja. 

4.	 Konflik antar kelompok dalarn orgWlisasi yang sarna (conflict among 

groups in the same organization). Konflik ini terjadi karena masing­

masing kelompok memiliki tujUWl yWlg berbeda dWl masing-masing 

beru8paya untuk mencapainya. 

5.	 Konflik Wltar orgWlisasi (conflict among organizations). Konflik ini 

terjadi jika tindakWl yang diiakukWl oleh orgWlisasi menimbulkWl 

darnpak negatif bagi orgWlisasi lainnya, dalarn perebulWl sumber daya 

yWlg sama. 

6.	 Konflik Wltar individu dalarn orgWlisasi yWlg berbeda (conflict among 

individuals in different organizations). Konflik ini terjadi sebagai akibat 

sikap atau prilaku dari anggota suatu oegWlisasi yWlg berdampak negative 

bagi Wlggota organisasi yang lain. Misalnya seorWlg menejer public 

relations yWlg menyatakWl keberatan atas pemberilaWl yWlg dilWlsir oleh 

seorang jumalis. 

c.	 Konflik dilihat dari posisi seseorWlg dalarn struktur orgWlisasi. 

Bila dilihat dari posisi seseorWlg dalarn orgWlisasi, Winardi (1992) membagi 

konflik menjadi empat macarn, adalah : 

I.	 Konflik vertical, yaitu konplik yWlg terjadi Wltara karyawWl yWlg 

memiliki kedudukWl yWlg tidak sarna dalarn orgWlisasi. Misalnya Wltara 

atasWl dWl bawahWl. 
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2.	 Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara mereka yarng 

memiliki kedudukan yang sarna atau setingkat dalarn organisasi. Misalnya 

konflik antar karyawan, atau konflik antar departemen yang setingkat. 

3.	 Konflik garis-staf, yaitu konflik yang terjadi antara karyawan lini yang 

biasanya memegang posisi komando, dengan pejabat staf yang biasanya 

berfungsi sebagai panasehat dalarn organisasi. 

4.	 Konflik peran, yaitu konflik yang terjadi karena seseorang mengemban 

lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Disarnping klasifikasi 

tersebut diatas, ada juga klasifikasi lain, misalnya seperti yang 

dikemukakan oleh Schermerhorn, et al (1982), yang membagi konflik 

atas : substantive conflict, emotional conflict, constructive conflict, dan 

destructive conflict. 

4. Faktor- Faktor penyebab timbulnya konflik. 

Komflik yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macarn sebab, 

dengan begitu beragarnnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, 

mengakibatkan begitu sulitnya untuk dideskripsikan secara jelas dan terpenncl 

bumber dari konflik. Konflik dilatarbelakangan oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa 

individu dalarn suatu interaksi, perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah, 

menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adatistiadat, keyakinan, dan lain 

sebagainya. Sumber konflik ini sangan beragarn dan kadang-kadang sifatnya tidak 

rasional. Pada umumnya penyebab munculnya konflik sebagai berikut : 

a.	 Perbedaan pendapat. 

Suatu konflik yang terjadi kerana perbedaan pendapat, dimana masing-masing 

pihak merasa dirinya benar, tidak ada yang mau mengaku kesalahan, dan apabila 

perbedaan pendapat tersebut arnat tajarn maka, dapat menimbulkan rasa kurang 

enak, ketegangan dan sebagainya. 
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b. Salah paharn. 

Salah paharn salah satu hal yang dapat rnenirnbulkan konflik, rnisalnya tindakan 

dari seseorang yang tujuan sebenarnya baik, tetap[i diterirna sebaliknya oleh 

individu yang lain. 

c. Ada pihak yang dirugikan. 

Salah satu pihak rnungkin dianggap rnerugikan yang lain atau rnasing-rnasing 

pihak rnerasa dirugikan oleh pohak lain, sehingga seseoran atau pihak yang 

dimgikan rnerasa kurang enak, kurang senang atau bahkan rnernbenci. 

d. Perasaan sensitif. 

Seseorang yang terlalu perasa sehingga sering rnenyalah artikan tindakan orang 

lain, contoh, rnungkin tindakan seseorang wajar-wajar saja, tetapi oleh pihak lain 

dianggarn rnerugikan. 

Selain faktor tersebut diatas, faktor lain yang rnungkinbisa rnenyebabkab 

konfiik adalah: 

a. Perbedaan ind ividu. 

Perbedaan kepribadian atau individu bisa rnenjadi fuktor penyebab konflik. 

Biasanya perbedaan individu yang rnenjadi surnber konflik adalah perbedaan 

pend irian dan perasaan. 

b. Perbedaan latarbelakan kebudanyaan. 

Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga rnernbentuk pribadi-pribadi yang 

berbeda, seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pikir dan 

pend irian kelornpoknya. Pernikiran dan pendirian yang berbeda itu yang pada 

akhirnya akan rnenghasilkan perbedaan individu yang kernudian dapat rnernicu 

konnik. Perbedaan kepentingan antara individu dan kelornpok rnanusia yang 

rnerniliki perasaan, pendirian rnaupun latar belakang kebudayaan yang berbeda, 

dan dalarn waktu yang bersamaan rnasing-rnasing orang atau kelornpok rnerniliki 

kepentingan yang berbeda-beda. 
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c.	 Perubahab nilai dalarn masyarakat. 

Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalarn masyarakat, pada 

umumnya perubahan tersebut adalah sesuatu yang lazim dan wajar tetjadi, tetapi 

j ika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, maka perubahan 

tersebut dapat memicu konflik sosial dalarn masyarakat. 

5. Akibat-akibat KonDik. 

Konflik dapat berakibat Negatif maupun Positif, terhantung pada cara 

mengelola konflik tersebut. Selanjutnya penulis mencoba memberikan garnbaran 

secara ringkas akibat-akibat dari konfli k. 

a.	 Akibat Negatifdari Konflik. 

· Menghambat komonikasi. 

· Mengganggu kohesi (ke-eratan hubungan). 

· Mengganggu ketja sarna" Team work". 

· Mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi. 

· Menumbuhkan ketidak puasan terhadap pekerjaan. 

· Individu atau personil mengalarni tekanan (stress), mengganggu kosentrasi, 

menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustasi, dan apatis. 

b.	 Akibat positif dari konflik. 

· Membiat organisasi tetap hidup dan harmonis. 

· Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

· Melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalarn 

system dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi. 

· Memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. 

· Memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. 
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6. Proses Konflik 

Menurut Stephen P. Robbins, proses konflik dapat dipahami sebagai sebuah 

proses yang terdiri atas lima tahapan : potensi pertentangan atau ketidakselarasan, 

kognisi dan personalisasi, maksud, perilaku, dan akibat. 

Tahap 1 : Potensi Pertentangan atau Ketidakselarasan 

Tahap pertarna dalam proses konflik adalah munculnya kondisi-kondisi 

yang menciptakan peluang bagi pecahnya konflik. Kondisi-kondisi tersebut tidak 

mesti mengarah langsung ke konflik, tetapi salah satu darinya diperlukan jika konflik 

hendak muncul. Kondisi-kondisi tersebut (sebab atau sumber konflik) dapat 

dipadatkan ke dalam tiga kategori umum : komunikasi, struktur, dan variabel­

variabel pribadi. 

Komunikasi, komunikasi dapat menjadi sumber konflik. Komentar dari 

beberapa individu yang sedang berbicara mempresentasikan dua kekuatan 

berlawanan yang muncul skibat kesulitan semantik, kesalahpahaman, dan kegaduhan 

pada saluran komunikasi. 

Struktur, istilah struktur digunakan dalam konteks ini untuk mencakup 

variabel-variabel seperti ukuran, kadar spesialisasi dalam tugas-tugas yang diberikan 

kepada anggota kelompok, kejelasan yuridiksi, keserasian antara anggota dan tujuan, 

gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan kadar ketergantungan antarkelompok. 

Penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan spesialisasi bertindak sebagai daya yang 

merangsang konflik. Semakin besar kelompok dan semakin terspesialisasi kegiatan­

kegiatannya, semakin besar pula kemungkinan terjadinya konflik. Masa kerja dan 

konflik berkorelasi terbalik. Potensi konflik cenderung paling tinggi jika anggota­

anggota kelompok lebih muda dan ketika tingkat perputaran karyawan tinggi 

Kelompok-kelompok dalam organisasi memiliki tujuan yang beragam. Beragarnnya 

tujuan di antara kelompok-kelompok ini merupakan salah satu somber utama konflik. 

Ada indikasi bahwa gaya kepemimpinan yang melekat dapat meningkatkan potensi 

kon tlik, tetapi bukti pendukungnya tidak kuat. 
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Selain itu, terdapat pula indikasi bahwa partisipasi dan kontlik sangat berkorelasi 

karena partisipasi mendorong dipromosikannya perbedaan. Sistem imbalan juga 

diketahui meneiptakan kontlik ketika perolehan salah seorang anggota dipandang 

merugikan anggota lain. Terakhir, jika sebuah kelompok bergantung pada kelompok 

lain atau saling ketergantungan memungkinkan satu kelompok mendapat hasil 

sembari merugikan kelompok lain,daya kontlik pun akan terangsang. 

Variabel-variabel pribadi, meliputi kepribadian, emosi, dan nilai-nilai. 

Tahap 2 : Kognisi dan personalisasi 

Yaitu tahap dimana isu-isu kontlik biasanya didefinisikan dan pada 

gilirannya akan menentukan jalan panjang menuju akhir penyelesaian konflik. 

Sebagai eontoh, emosi yang negatif dapat menyebabkan peremehan persoalan, 

menurunnya tingkat kepercayaan dan interpretasi negatif atas perilaku pihak lain. 

Sebaliknya, perasaan positif dapat meningkatkan kemampuan untuk melihat potensi 

hubungan diantara eJemen-elemen suatu masalah, memandang secara lebih luas 

suatu situasi dan mengembangkan berbagai solusi yang lebih inovatif. Kontlik 

disyaratkan adanya persepsi dengan kala lain bahwa tidak berarti kontlik itu 

personalisasi. Selanjutnya kontlik pada tingkatan perasaan yaitu ketika orang mulai 

terlibat seeara emosional. 

Tahap 3 : Maksud 

Maksud mengintervensi antara persepsi serta emosi orang dan perilaku 

luaran mereka. Maksud adalah keputusan untuk bertindak dengan eara tertentu. 

Banyak kontlik bertambah parah semata-mata karena salah satu pihak salah dalam 

memahami maksud pihak lain. Selain itu, biasanya ada perbedaan yang besar antara 

makslld dan perilaku, sehingga perilaku tidak selalu mencerminkan seeara akurat 

maksud seseorang. muneul karena salah-satu pihak salah dalam memahami maksud 

pihak lain. 
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Dengan menggunakan dua dimensi yaitu pertama, sifat kooperatif (kadar 

sampai mana salah-satu pihak berusaha memuaskan kepentingan pihak !liin). Kedua. 

sifat tegas (kadar sampai mana salah-satu pihak berupaya mempeJjuangkan 

kepentingannya sendiri). Adapun lima maksud penanganan konflik berhasH 

diidentifikasikan, yaitu sebagai berikut: bersaing (tegas dan tidak kooperatit), bekeJja 

sarna (tegas dan kooporatit), menghindar (tidak tegas dan tidak kooperatit), 

akomodatif (tidak tegas dan kooperatit), dan kompromis (tengah-tengah antara tegas 

dan kooperatif). 

•	 Bersaing, hasrat untuk memuaskan kepentingan pribadi seseorang tanpa 

memedulikan dampaknya terhadap orang lain yang berkonflik dengannya. 

•	 Bekerja Sarna, merupakan suatu situasi di mana pihak-pihak yang bericonflik 

ingin sepenuhnya memuaskan kepentingan kedua belah pihak. 

•	 Meoghiodar, merupakan hasrat untuk menarik diri dari atau menekan sebuah 

konflik. 

•	 Akomodatif, kesediaan salah satu pihak yang berkonflik untuk menempatkan 

kepentingan lawannya di atas kepentingannya sendiri. 

•	 Kompromis, suatu situasi di mana masing-masing pihak yang bericonflik 

bersedia mengalah dalam satu atau lain hal. 

Tahap 4 : Perilaku 

Meliputi pernyataan aksi dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang 

berkonflik. Dengan demikian dalam konflik dibutuhkan teknik-teknik manajemen 

konflik sehingga mendorong konflik mencapai tingkat konflik yang diinginkan. 

Untuk meredakan konflik yang ada, diperlukan untuk mempelajari teknik-teknik 

manajernen konflik. Manajemen konflik adalah pemanfaatan teknik-teknik resolusi 

dan dorongan (stimulasi) untuk mencapai tingkat konflik yang diinginkan. 
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Tabel: 2. 2
 
Teknik-teknik manajemen konflik
 

I Teknik-teknik penyelesaian konflik 

Pemecahan masalah 

Tujuan superordinat 

Ekspansi sumber daya 

Penghindaran 

Memperhalus 

Berkompromi 

Perintah otoratif 

Mengubah variabel 

manUSla 

Mcngubah variabel 

struktural 

Pertemuan tatap muka pihak-pihak yang berkonflik 

untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya 

melalui diskusi terbuka 

Menetapkan tujuan bersama yang tidak dapat dicapai 

tanpa kelja sarna dan setiap pihak yang berkonflik 

Ketika sebuah konflik timbul karena kelangkaan sumber 

daya (uang,promosi,kesempatan,ruang kantor) ekspansi 

sumber daya dapat menciptakan solusi yang saling 

menguntungkan 

Penarikan diri dari, atau penyembunyian, konflik 

Meminimalkan perbedaan sembari menekankan 

kepentingan bersama di antara pihak-pihak yang 

berkonflik 

Masih masing-masing pihak yang berkonflik 

menyerahkan sesuatu yang bernilai 

Manajemen menggunakan wewenang formalnya untuk 

menyelesaikan konflik dan kemudian menyampaikan 

keinginannya kepada pihak-pihak yang terlibat 

Menggunakan teknik-teknik perbuahan perilaku seperti 

pelatihan hubungan insani untuk mengubah sikap dan 

perilaku yang menyebabkan konflik 

Mengubah struktur organisasi formal dan pola-pola 

interaksii dari pihak-pihak yang berkonflik melalui 

rancang ulang pekerjaan, pemindahanm penciptaan 

posisi koordinasi, dan sebagainya. 
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Teknik-teknik stimulasi konflik 

Komunikasi Menggunakan pesan-pesan ambigu atau yang sifatnya 

mengancam untuk menaikkan tingkat konflik 

Menambahkan karyawan ke suatu kelompok denganMemasukkan orang 

luar latar belakang, nilai-nilai, sikap, atau gaya 

manajerialnya berbeda dari anggota-anggota yang ada 

sekarang 

Menata ulang kelompok-kelompok kerja, mengubahRestrukturisasi 

organisasi aturan dan ketentuan, meningkatkan 

kesalingketergantungan, dan membuat perubahan 

struktural yang diperlukan untuk menggoyang status 

quo 

Menunjuk seorang pengkritik untuk secara sengaja 

mendebat posisi mayoritas yang digenggam oleh 

kelompok 

1'.1cmbuat kambing 

hilum 

..Sumber: berdasarkan S.P.Robbms, Managmg OrgamzatlOnal Corifllct:A Nontraditional Approach 
(upper Saddle River,NJ:Prentice Hall,1974) 

Tahap 5 : Akibat 

Jalinan aksi reaksi antara pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi. 

Akibat atau konsekuensi ini bisa bersifat fungsional, dalarn arti konflik tersebut 

menghasi Ikan kinerja kelompok, atau juga bersifat disfungsional karena justru 

mcnghambat kinerja kelompok. 

Akibat Fungsional, menjelaskan bahwa konfik dapat menjadi suatu 

penggerak yang meningkatkan kinerja kelompok. Konflik bersifat konstruktif ketika 

hal tersebut memperbaiki kualitas keputusan, merangsang kreativitas dan inovasi, 

mendorong minat dan keingintahuan di antara anggota-anggota kelompok, 

menyediakan media atau sarana untuk mengungkapkan masalah dan menurunkan 

ketegangan, serta menumbuhkan suasana yang mendorong evaluasi diri dan 

perubahan. 
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Selain itu, heterogenitas antaranggota kelompok dan organisasi dapat meningkatkan 

kreativitas, memperbaiki kualitas keputusan dan memfasilitasi perubahan dengan 

eara meningkatkan fleksibiJitas anggota 

Akibat Disfungsional. menjelaskan bahwa konflik dapat menghambat 

kincrja dari sebuah kelompok. Di antara konsekuensi-konsekuensi yang tidak 

diharapkan tersebut, terdapat lambannya komunikasi, menurunnya kekompakan 

kelompok, dan subordinasi tujuan kelompok oleh dominasi perselisihan 

antaranggota. Yang lebih ekstrem, konflik dapat menghentikan kelompok yang 

sedang berjalan dan seeara potensial menganeam kelangsungan hidup kelompok. 

Menciptakan KonOik Fungsional. eara organisasi menciptakan konflik 

fungsional adalah dengan cara memberi penghargaan kepada orang yang berbeda 

pendapat dan menghukum mereka yang suka menghindari konflik. 

I. Negosiasi 

Metode yang banyak dipakai tetapi sering tidak dikenal dalam mengatasi 

konflik antar kelompok adalah proses perundingan. Jika dilakukan dengan efektif, 

proses negosiasi dapat menyebabkan kelanjutan kerjasama untuk meneapai tujuan 

bersama dan usaha keljasama untuk mencapai nilai-nilai tidak terdapat sebelumnya. 

Negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukakan 

pertukaran barang atau jasa untuk menyepakati nilai tukarnya. Dalam negosiasi ada 

proses tawar-menawar yakni tawar-menawar distributif dan tawar menawar 

integratif. 

Tawar-menawar distributif adalah negosiasi yang berusaha membagi 

sumber daya yang jumlahnya tetap; situasi menang-kalah. Sedangkan tawar­

menawar integratif adalah negosiasi yang didasarkan pada asumsi bahwa ada satu 

penyelsaian atau lebih yang dapat menciptakan solusi menang-kalah atau saling 

mcnguntungkan. 
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Tabel: 2.3 
Tawar menawar D·Istn·butI·f versus ntegratl·f 

I, Karakteristik Tawar­

i menawar 

I Tujuan 

Motivasi 

Fokus 

1 

Kcpentingan 

Tingkat berbagi informasi 

Lama hubungan 

Tawar-menawar distributif 

Mendapatkan potogan kue 

sebanyak mungkin 

Menang-kalah 

Posisi ("Saya tidak dapat 

memberi lebih banyak 

daripada ini") 

Berlawanan 

Rendah (berbagi informasi 

hanya akan 

memungkinkan pihak lain 

mengarnbil keuntungan 

dari kita) 

Jangka pendek 

Tawar-menawar integratif 

Memperbesar kue 

sehingga kedua belah 

pihak pUBS 

Menang-menang 

Kepentingan ("Dapatkah 

Anda jelaskan mengapa 

isu ini begitu penting bagi 

Anda?") 

Selaras 

Tinggi (berbagi informasi 

akan memungkinkan 

masing-masing pihak 

untuk menemukan cara 

yang akan memuaskan 

kepentingan kedua belah 

pihak) 

Jangka panjang 

5umbe :Didasarkan pacta R.I.Lewicki dan I.A.Literer, Negoslasl (Homewood,Illionis: 
Irwin, 1985) 
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,.., Proses Negosiasi
 

Mcnurut Robbins proses negosiasi terdiri atas lima tahap, yaitu :
 

Persiapan dan perencanaan 

Dalam bagian ini harus memprediksi altematif terbaik untuk kesepakatan negosiasi 

(BATNA). Altematif inilah yang tebaik bagi sebuah kesepakatan negosiasi; nilai 

terendah yang dapat diterima bagi seorang individu untuk sebuah kesepakatan 

negoslasl. 

o	 Penenluan aluran dasar 

Anda mulai menentukan aturan-aturan dan prosedur dasar dengan pihak lain 

untuk negosiasi itu sendiri. Misalnya: siapa yang melakukan perundingan, dimana 

perundingan berlangsung, persoalan yang akan dinegosiasikan, dB. 

o	 Klarijilwsi dan justijilwsi 

lnilah titik dimana seseorang perlu memberikan segala dokumentasi kepada pihak 

lain, yang kiranya dapat membantu mendukung posisi seseorang tersebut. 

o	 Tawar-menawar dan penyelasaian 

Hal ini dilakukan dalam rangka mencari suatu kesepakatan sehingga perlu dibuat 

o leh kedua belah pihak. 

o	 Penutupan dan implementQsi 

Dalam hal ini kita mengfonnalkan kesepakatan yang telah dibuat serta menyusun 

prosedur yang diperlukan untuk implementasi dan pengawasan pelaksanaan. 

2.1. Isu-isu dalam Negosiasi
 

Ada empat isu kontemporer dan negosiasi, yaitu :
 

•	 Peran suara hati dan sifat kepribadian dalam negosiasi 

Hasil penilaian terhadap hubungan kepribadian - negosiasi menunjukkan bahwa 

memiliki keterkaitan. Contoh : para perunding yang menyenangkan sering gagal 

total ketika harus mlakukan tawar-menawar distributive. Selain dan itu ego yang 

bcsar juga dapat mempengaruhi negosiasi. 
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•	 Perbedaan gender dalam negosiasi 

Stereotip populer mengatakan bahwa kaum perempuan lebih koopratif dan 

menyenangkan dalam negosiasi daripada kaum laki-Iaki 

•	 Perbedaan kultur dalam negosiasi 

Gaya organisasi beragam antar satu kultur dengan kultur lain. Misalnya: orang 

Prancis menyukai konflik sehingga mereka butuh waktu lama untuk negosiasi. 

Orang Cina suka mengulur-ulur perundingan. Orang Amerika dikenal karena 

ketidaksabaran mereka. 

•	 Negosiasi pihak ketiga 

Ada empat peran pokok pihak ketiga, yaitu: 

a.	 Mediator : pihak ketiga yang bersikap netral yang mengfasilitasi 

negosiasi solusi dengan menggunakan penalaran dan persuasi, 

menyodorkan alternatif dan semacamnya. 

b.	 Arbitrator : pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk menentukan 

kespakatan. 

c.	 Konsiliator: pihak ketiga yang dipercaya untuk membangun relasi 

komunikasi informal antara perunding dan lawannya. 

d.	 Konsultan : pihak ketiga yang terlatih dan tidak berpihak yang berupaya 

mengfasilitasi pemecahan masalah melalui komunikasi analisis dengan 

dibantu oleh pengetahuan mereka mengenai manajemen konflik. 

7. Solusi penyelasaian konflik. 

Setelah kita mengatahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya 

konflik, maka kini kita dapat memulai untuk mencoba berbagai alternatif teoritis 

untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Secara umum, untuk menyelesaikan 

konfl ik dikenal babarapa intilah, yang diantaranya adalah : 
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I.	 Model penyelesaian berdasarkan sumber konflik. 

Dalam model ini, untuk bisa menyelasaikan konflik dituntut untuk terlebih 

dahulu harus diketahui apa yang menjadi sumber-sumber konflik, apakah konflik 

data, relasi, nilai, struktur, kepentingan dan lain sebagainya. Setelah kita ketahui 

sumbernya, beru melangkah untuk menyelasaikan konflik. Setiap sumber 

masalah, tentunya memiliki jalan keluar masing-masing, sehingga menurut 

model ini, tidak ada earn penyelasaian konflik yang tunggal. 

2.	 Model Boulding. 

Model boulding menawarkan metode mengahiri konflik dengan tiga earn yaitu ; 

menghindar. menaklukan. dan mengakhiri konflik sesuai prosedur. Menghindari 

konflik adalah menawarkan kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik, akan 

tetapi, harus diperhatikan bahwa, ini hanya bersifat sementara agar kedua pihak 

dapat memilih jalan terbaik mengakhiri konflik. Meneklukan adalah pengarahan 

seluruh kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik. 

Mengahiri konflik melalui prosedur, rekonsiliasi atau kompromi adalah metode 

yang umum, yang terbaik dan paling cepat untuk menakhiri konflik. 

3.	 Model pluralisme budaya. 

Model pluralisme budaya dapat membentu untuk melakukan resolusi konflik. 

misalnya, individu atau kelompok diajak memberikan reaksi tertentu terhadap 

pengaruh Iingkungan sosial dengan mengadopsi kebudayaan yang baru masuk. 

Inilah yang kemudian disebut sebagai asimilasi budaya. Selain asimilasi budaya, 

faktor yang bisa membantu kita menyelasikan konflik adalah akomodasi. dalam 

proses akomodasi, dua kelompok atau lebih yang mengalami konflik harus 

sepakat untuk menerima perbedaan budaya, dan perubahan penerimaan itu harus 

melalui penyatuan penciptaan kepentingan bersama. 
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4.	 Model interpensi pihak ketiga. 

Oalam model ini ada beberapa bentuk yaitu; Coercion, Arbitrasi, dan Mediasi. 

Coercion adalah model penyelasaian kontlik dengan cara paksaan, dimana 

masing-masing pihak dipaksa untuk mengakhiri kontlik. Arbitrasi adaIah 

penyelasaian kontlik dengan cara mengarnbil pihak ketiga untuk memutuskan 

masalah yang teljadi, dan keputusan pihak ketiga hams dipatuhi oleh masing­

masing pihak. Sementara itu madiasi berati pihak ketiga hanya berfungsi 

untukenjebatani penyelesaian kontlik yang teljadi dalarn masyarakal. 

Keempal model penyelasaian kontlik tersebut diatas, hanyalah sebahagian 

kecil dari berbagai model penyelasaian kontlik yang ada. Narnun demikian, hams 

dipaharni dan diingat adalah setiap kontlik memiliki konpelsitas yang berbeda-beda, 

sehingga tidak bisa mengarnbil salah satu model untuk langung diterapkan begitu 

saja untuk menyelasaikan kontlik. Harus dipahammi secara sungguh-sungguh 

kerumitan dan konpleksitas kontlik yang akan dicari jalan keluarnya. Hams diingat 

juga bahwa bangsa Indinesia adalah bangsa yang bersar, yang memiliki keragaman 

budaya, setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalarn menyikapi 

permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk didalarnnya kearifan dalarn 

menyelesaikan kontlik. Kearifan-kearifan seperti inilah yang sering disebut sebagai 

kearifan lokal (local wisdom). 
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C. PEMERINTAH DAERAH. 

1. Pengertian Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah.
 

La. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan
 

Dalam praktek sehari-hari sering ditemui kerancuan pengertian antara 

Pemerintah dan Pemerintahan, dimana masyarakat umum mengartikan Pemerintah 

sebagai penyelenggara Pemerintahan, atau para pelaksana yang mengurusi Negara, 

yang lazim disebut Eksekutif. 

Memeng, tidak salah apabila istilah pemerintah diartikan secara sempit dan 

senng dikaitkan dengan negara, sebab pemerintah merupakan salah satu unsur 

terbentuknya suatu negara, seperti pengertian yang dibrikan oleh Lawson dan Calvert 

yang dikutip oleh AriefBudiman (1997) ; 

" Negara adalah sualu konsep inklusifyang melipu/i semua aspek pembua/an 
kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukumnya, semen/ara pemerin/ah Cuma 
sekedar agen yang melaksanakan kebijakan negara dalam sebuah masyaraka/ 
publik. ", sedangkan Calvert" Negara adalah Komonilas yang diorganlslr 
un/uk sua/u /ujuan polilik, dan Pemerin/ah adalah individu a/au sebuah Tim 
dari individu-individu yang mengambil kepu/usan yang memberikan dampok 
bagi sebuah masyaraka/. " 

Sementara menurut Ermaya Suradina/a yang dimaksud dengan pemerintah adalah 

lembaga atau badan badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk 

mencapai tujuan Negara. 

Pengertian pemerintah menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 

len tang Pemerintah Daerah, dalam pasal I ayat I dirumuskan : 

.. Pemerin/ah Pusa/ selanju/nya disebu/ pemerin/ah adalah Persiden Repoblik 
Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerin/ahan Negara Repoblik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Repoblik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pemerintahan dapat diartikan dalam Arti Luas dan Arti Sempit, Pemerintah dalam 

Art; Luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan 

Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam upaya mencapai tujuan negara, sedangkan 
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pengertian dalam Arti Sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang 

hanya meliputi kekuasaan Eksekutif. 

Apabila diteljemahkan secara bebas pengertian pemerintah dalam arti luas 

adalah mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara 

kedalam dan keluar. oleh kerena itu pemerintah harus memiliki kekuatan militer, atau 

pengendalian angkatan prang, pemerintah harus memiliki kekuatan Legislatifsebagai 

lembaga untuk membuat Undang-undang, pemerintah harus memiliki kekuatan 

finansial yaitu kekuatan untuk mengumpulkan atau menarik uang (pajak) dari 

masyarakat untuk menanggung pembiayaan dalam mempertahankan negara dan 

menegakan hukum yang dibuat atas kepentingan negara. 

Menurut Tjahya Supriatna, pemerintah dalam arti luas (Lembaga Tinggi dan 

Tinggi Negara) dalam arti sempit (Presiden beserta mentri-mentrinya dalam lembaga 

pemerintahan di pusat dan daerah) terbentuk berdasarkan komitmen dan atau lainya 

yang memiliki kredibilitas dan akseptebilitas dari rakyat mempunyai komitmen 

untuk melaksanakan amanat rakyat ( Pancasila, TAP MPR. UU dan kebijakan 

lainya). 

Dari beberapa pendapat tersebut diatas, penulis mencoba untuk 

menyimpulkan tentang pengertian pemerintah adalah "Sekelompok orang / lndividu 

lin/uk melaksanakan kebijakan atau keputusan yang telah disepakati oleh negara 

do/am mencapai tujuan negara agar berdampak terhadap kepentingan masyarakat. .. 

l.b. Pengertian Pemerintahan Daerah 

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, wilayah negara kesetuan repoblik Indonesia 

dibagi dalam daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi. hal ini sesuai 

dengan isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang dasar 1945 beserta penjelasannya, yang 

mewajibkan kepada pemetintah untuk melaksanakan Azas Desentralisasi yaitu 

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam 
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kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Azas Dekonsentrasi 

yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubemur sebagai wakil 

pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah. 

Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dalam pasal 13 menyatakan 

"Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwa/dlan Rakyat 

Daerah. ,. Pengertian ini sangat rancu dalam penyelenggaraan Pemerintahan, kerena 

kedua-duanya menjadi Pemerintah Daerah, yang mana yang menjalakan Fungsi 

Penyelenggaraan dan yang mana yang menjalakan Fungsi Pengawasan jalannya 

pemerintahan, menjadi tidak jelas, semestinya Kepala Daerah itu bertugas 

menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat bertugas Mengawasi jalannya Pemerintahan, 

bila sekenario ini dijalankan maka, Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) akan menjadi lebih Berdayaguna. 

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 1 huruf d, memberikan batasan, sebagai 

berikut .. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah Dtonom, 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 

azas Desentralisasi, .. 

Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal I ayat 2 disebutkan " Pemerintah Daerah 

adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas Dtonami dan Tugas Pembantuan 

dengan prinsip Dtonami seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) sebagai dimaksud dalam Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). .. 
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Dengan demikian maka dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ada 

pembagian tugas yang jelas yaitu Pemerintah Daerah sebagai badan Eksekutif 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badam Legis/ali! 

Daerah, dengan pembagian tugas yang jelas ini memberikan Keleluasaan pOOa 

lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) debagai wakil rakyat untuk 

mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintahan. 

I.e. Sistem Pemerintaban 

Suatu kehidupan ketatanegaraan selalu tidak terlepas dari gagasan-gagasan 

yang hidup dalam masyarakat, yang berarti hidup dalam karangka ketatanegaraan 

atau dalam kehidupan politik negara, dalam kehidupan bemegara banggsa Indonesia 

telah memiliki sistem ketatanegaraan, sebagai mana diatur dalam Undang-undang 

Dasar tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan hukum dasar yang merupakan 

produk gagasan bangsa Indonesia sendiri. Maka sebagai hukum dasar UUD 1945 

menjadi dasar pijakan bagi penyelenggaraan mekenisme ketatanegaraan, UUD 1945 

menjadi landasat bagi usaha mewujutkan cita-cita dan tujuan nasional atau menjadi 

landasan dalam melaksanakan pembangunan nasional. 

Namun demikian dalam sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia sejak 

merdeka tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini, sisten ketatanegaraan 

Republik Indonesia telah mengalami pergeseran, seperti tampak pada sistem 

pemerintahan negara, penyimpangan-penyimpangan ini berakibat menghambat 

upaya peneapaian cita-cita nasional. Untuk memudahkan pembehasan dalam sistem 

pemerintahan alangka baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian dari 

Sistem Pemerintahan itu sendiri' 

Sistem adalah suatu totalitas himpunan bagian-bagian yang satu sarna lainnya 

berinteraksi dan bersama-sarna beroperasi mencapai suatu tujuan tertentu dalam 

suatu lingkungan tertentu. 
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Menurut S. Pamuji, pengertian Sistem dapat dirumuskan sebagai suatu 

kebutuhan atau keseluruhan yang utuh, dimana didalamnya terdapat komponen­

komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai 

fungsi masing-masing, saling berhubungan satu dengan yang lainnya menurut pola, 

tata atau norma tertentu dalam mencapai suatu tujuan (S. Pamuji 1990 :). Berkaitan 

dengan sistem pemerintahan, maka kebulatan yang utuh itu adalah pemerintah, 

sedangkan komponen-komponen itu adalah Legislatif, Eksekutif, Yudikatif yang 

masing-masing sudah mempunyai fungsi, mereka saling berhubungan satu dengan 

yang lain mengikuti suatu pola, tata dan norma tertentu untuk mencapai tujuan 

pemerintahan negara. 

Sistem pemerintahan negara merupakan pedoman dasar dan karangka 

mekanisme bagi penyelenggaraan sistem Administrasi negara, sistem pemerintahan 

negara adalah merupakan sistem ketatanegeraan yaitu suatu sistem tentang 

pengaturan hubungan negara, kedudukan, tugas dan wewenang menurut Undang­

undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945). Dalam teori pembagian kekuasaan dikenal 

bebagai Madhab yang membagi kekuasaan negara da1am bidang-bidang tertentu 

mulai dari : 

Jhon Locke, (dalam bukunya yang berju " Two Treaties on Civil 

Government ") dia memisahkan kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) bidang yaitu. 

Legislalifadalah Bidang yang membuat Undang-undang, Eksekutif adalah bidang 

yang melaksanakan atau yang menjalankan undang - undang, Federatif 

adalah bidang yang melakukan kekuasaan dalam hubungan dengan luar negeri, 

perjanjian atau perserikatan dengan orang-orang, lembaga-1embaga atau negara­

negara lain. 

Montesquleu, dengan ajaran klasik Trias PoUtileo (dalam bukunya yang 

berjudul " Lesprit des lois ") membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) bidang 

yang terpisah satu dengan yang lain, Pouvoir Legislatif, yaitu kekuasaan dalam 
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bidang Perundang - undangan, Pouvoir Eksekitif, Yaitu kekuasaan dalam 

melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Undang-undang, Pouvoir 

Yudikalif, yaitu kekuasaan untuk menjaga agar Undang-undang tersebut dapat 

Jijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan 

Maksud pemisahan kekuasaan tersebut, menurut Soehino adalah untuk 

menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari 

penguasa, atau tegasnya tidak memberikan kemungkinan dilaksanakan sistern 

pemerintahan absulutisme (Soehino, 1980). 

Sedangkan menurut Jennings dalam bukunya " The Law and The Constitusion " 

yang dikutif oleh Ismail Suny mengatakan bahawa pemisahan kekuasaan 

(Seperalion of Powers) dapat dilihat dari sudut Materil dan Fonnil (Ismail 

suny, 1986). Pemisahan kekuasaan dalam arti Materil berarti bahwa pembagian 

kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang 

secara karateristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga 

bagian yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Hal ini dikatakan sebagai 

pelaksanaan Trias politika secara konsekwan, oleh kerenanya disebut Pemisahan 

Kekuasaan. Sebaliknya apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara 

tegas, maka disebut pemisahan kekuasaan secara Formil, maka hal inidinamakan 

Pembagian Kakuasaan (Ismail Suny, 1986 ). 

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, ajaran Trias Politika ini tidak 

sepenuhnya dianut, walaupun ide dasarnya dipengaruhi oleh ajaran ini, sistem 

pemerintahan menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) tidak 

menganut pemisahan kekuasan (Separation of pawers). Melainkan lainkan lebih 

bayak menganut sitem pembagian Fungsi (Distribution offungtion). 
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Menurut Abu Dawud Busrob, prinsip yang dianut UUD 1945 OOalah 

1. Tidak membatasi secara tegas bahwa setiap kakuasaan itu harns dilakukan oleh 

suatu Organ dan atau BOOan tertentu yang tidak boleh saling cwnpur tanggan. 

2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 (tiga) bagian saja dan juga tidang 

mambatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh 3 (tiga) Organ dan atau Badan 

saja. (Abu Bakar Bosroh, 1982 ) 

Menurut B. N. MarbuD, SH, dari kenyataan dan mekanisme kedudukan 

lembaga-Iembaga negara atau bisa disebut alat kelengkapan negara dalam Struktur 

Negara Republik Indonesia, terutama antara Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 

(OPR) dan Mahkamah Agung (MA), maka dalam hal yang menyangkut mekanisme 

kekuasaan dan wewenang pOOa tingkat nasional menurut UUO 1945 jelas menganut 

pembagian kekuasaan, tetepi tidak secara jelas membuat pemisahan mumi, bahkan 

dalam beberapa hal dibuka kemungkinan untuk mencwnpuri urusan antara bOOan 

yang satu dengan badan lainnya (B.N.Marbun,SH, 2004). Lebih lanjut Marbun 

menyebutkan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menganut pembagian 

kekuasaan yang berlandaskan Kebiasaan, ketatanegaraan yang berakar pada 

kebudayaan Indonesia, yaitu untuk saling isi mengisi dan demi menghindarkan 

terjadinya kumulasi kekuasaan dan kesewanang-wenangan, tetapi dianut asas 

kekeluargaan, musyawarah dan kegotongroyonggan serta nilai-nilai keadilan sosial 

sebagai cita-cita kenegaraan. Pemerintah pada hakeketnya adalah pelayan kepOOa 

masyarakat yang juga berarti bahwa pemerintah yang baik OOalah memberi kepOOa 

rakyat apa yang mereka inginkan sebelum mereka minta. 

Menurut Riyaas Raasyid, dalam sistem demokarasi pemerintahan yang 

amanah dan atau baik adalah pemerintah yang semua keputusan-keputusan dan 

kebijakannya diorientasikan kepOOa pemenuhan kebutuhan rakyat atau 

membahagiakan orang banyak, pemerintah yang demokratis pOOa prinsipnya 

mempunyai 3(tiga) dimensi Perlama, Oimensi Kemasyarakatan (Equality), Kedua, 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41645.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



67 

Dimensi Politik atau Pemerintahan (Governing) dan Ketiga, Dimensi Pengaturan 

(Rulling) (Ryaas Rasyid, at.al,). 

Menurut penjelasan Undang-undang Dasar Talmn 1945 (UUD 1945) 

ditegaskan, mengenai sistem pemerintah Negara Republik Indonesia ada 7 (tujuh) 

kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah : 

I.	 Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaat), bukan 

berdasarkan kekuasaan, artinya pemerintah dan lembaga-Iembaga yang lain 

dalam melaksanakan tindakan apapun harus seIalu dilandasi oleh hukum atau 

harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sistem konstitusi (Hukum 

Dasar), tidak bersifat absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas), sistem ini 

memberikan ketegasan cara pengendalian pemerintahan negara yang dibatasi 

oleh ketentuan konsitusi, dengan sendirinya juga ketentuan dalam hukum lain 

yang merupakan produk kunstitusi, seperti Garis-Garis Basar Haluan 

Negara (GBHN), Undang-Undang, dan sebagainya, sehingga dengan demikian 

sistem ini memperkuat dan mempertegas lagi sisten negara hukum. Undang­

Undang, dan sebagainya, sehingga dengan demikian sistem ini memperkuat 

dan mempertegas lagi sisten negara hukum. 

2. Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat (MPR) 

(Die geezamte staatgewelt liegt bel der majelis), kedaulatan rakyat dipegang 

oleh suatu badan, bemama Majelis Perrnusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai 

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan Undang-undang 

Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), majelis ini 

mengangkat kepala negara (presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil 

Presiden), majelis ini yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, 

sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut Garis-gads 

besar yang teIah ditetapkan oleh majelis, karena : 
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3.	 Presiden diangkat oleh majelis maka Presiden adalah mendataris majelis, yang 

berkewajuban menjalankan keputusan-keputusan majelis. 

4.	 Presiden adalah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi dibawah 

mejelis, didalarn menjalankan pemerintahan negara kekuasaan dan 

tanggungjawab berada ditangan presiden, presiden bukan saja diangkat oleh 

majelis tetapi dipercaya dan diberikan tugas untuk melaksanakan 

kebijaksanaan rakyat yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 

atau ketetapan Majelis lainya. 

5.	 Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

karena Presiden diangkat oleh majelis dan menjadi mandatarls majelis maka 

presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyar. 

6.	 Menteri-Menteri Negara ialah pembantu Presiden, Menteri tidak bertanggung 

jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena Menteri Negara 

diangkat oleh Presiden, maka menteri Negara bertanggungjawab kepada 

Presiden, menteri inilah yang pada kenyataanya menjalankan kekuasaan 

pemerintahan di bidang masing-masing, oleh sebab itulah maka menteri negara 

bUkan Pegawai Tinggi biasa. 

7.	 Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas, Artinya bahwa Presiden bukan 

diktator, tindakan Presiden dibatasi oleh adanya pengawasan yang efektif oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

memegang wewenang memberikan persetujuan melalui undang-undang dan 

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan 

adanya fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) dapat mencegah 

kemungkinan kekuasaan Presiden yang absulut. 
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I.d. Sistim Pemerintahan di Daerah. 

Mengingat Negara adalah suatu organisasi raksasa yang juga harus tunduk 

kepada falsafah dan mekanisme organisasi sebagai suatu sistem, maka merupakan 

suatu konsekuen logis apabila penetaan (Menajeman) Organisasi Negara dibagi 

dalam tingkatan-tingkatan sesuai dengan besar kecilnya organisasi tersebut. Para 

penbuat Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dari semula telah sadar 

bahwa demi efesiensi dan efektivitas seta mencapai hasil yang maksimal dari 

pengelolaan Negara, maka daerah Negara Indonesia dibagai dalam Daerah-daerah 

Desar dan keeil, Pemerintah Daerah sebagai subsistem dari sistem pemerintah 

Negara Republik Indonesia sebagai mana diatur dalam pasa! 18 UUD 1945 

menyebutkan : 

.. Pembagaian Daerah Indonesia aras Daerah Besar dan Keeil dengan bentuk 
susunan pemerintahannya diterepkan dengan undang-undang, dengan 
memandang dan mengigat dasar permusyawaratan da/am sistem pemerintahan 
negara, dan hak-hak asa/ usu/ da/am daerah yang bersifat istimewa. " 

Selanjutnya demi menghilangkan keragu-raguan serta demi tercapainya kesamaan 

tafsiran, maka rumusan pasal 18 UUD 1945 diperjelas dan dipertegas lagi dalam 

penjelasan pasal 18 UUD 1945. Menyimak isi dan jiwa dan UUD 1945 beserta 

dangan penjelasannya, dapat disumpulkan bahwa, berdasarkan Desentralisasi, yang 

memberikan kewenangan Kepada Daerah untuk dapat mengelola potensinya secara 

mandiri, dan implementasi dan pasal 18 UUD 1945, memerlukan pengaturan berupa 

suatu undang-undang yang hkusus mengatur pemerintah daerah. 

Undang-undang yang pertama sebagai pelaksanaan dari pasal 18 UUD 1945 

adalah Undang-undang Nomor I Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah dan 

Undand-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah, yang hanya 

mengatur tentang pemerintah daerah yang bersifat otonomi. Akan tetapi sebelum 

Undang-undang tersebut efektif dilaksanakan, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar yaitu berubahnya bentuk 
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Negara dari Negara Kesaluan menjadi Negara Federal dibawah kekuasaan 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), menurut kondisi ini maka wewenang 

pengaturan mengenai pemerintahan di daerah diserahkan kepada negara-negara 

bagian, namun bentuk Negara Federasi itu hanya mampu bertahan 8 (delapan) bulan 

saja, kemudian kembalai ke Negara Kesatuan di bawah kekuasaan Undang-undang 

Dasar Sementara (UUDS), sementara undang-undang yang mengatur tentang 

pemerintah daerah sesuai dengan pasal 131 UUDS, maka diterbitkanlah Undang­

undang Nomor I Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 

Seperti kita ketahuai bersama bahwa pada tanggal 5 Juli 1959 presinden 

mengeluarkan Dekril Presiden Republik Indonasi, sebagai upaya penyelematan 

Negara dan Bangsa dari perpecehan, sehingga hams kembali ke UUD 1945, maka 

Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan Daerah yang bam perlu 

discmpumakan, sehingga dikeluarkanlah Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 

tentang Pemerintah Daerah, dan disempumakan kembalai dalam Penetapan Presiden 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat daerah Gotong Royong 

(DPRDGR), setelah itu ditetepkan lagi dengan Penetapan Presiden Nomor I Tahun 

1965, namun penetapan itu hanya sementara kerena pOOa tanggal 1 September 1%5 

ditetepkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok 

Pemerintah di Daerah. Karena situasi suhu politik pOOa saat itu sangat tinggi, maka 

Undang-undang Nomor 18 Tahung 1965 tersebut tidak dapat dilaksankan, akibatnya 

menimbulkan ketidak pastian dalam penyelenggaraan pemarintah di daerah dan hal 

ini berlangsung hingga tahun 1974, untuk mengatasi pennasalahan tersebut maka 

diterbitkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahung 1974 tentang pokok-pokok 

pemerintahan di daerah yang dijiwai oleh Ketetapan Majelis Pennusyawaratan 

Rakyat (MPR) Nomor : IV/MPRl1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, 

dalam ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat (MPR) ini telah digariskan 

tentang prinsif Pokok pelaksanaan Otonomi Daerah adalah : 
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"Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh 
pelasok negara, dan membina ketertipan paUtik serta kesatuan bangsa, maka 
hubungan yang serasi amara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan 
negara kesatuan, didaerah, pada pelaksanaan Gtanomi Daerah yang nyata dan 
bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah 
dan dilaksanakan bersama-sama dengan Dekonsentrasi" 

Apabila kita pemerhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah sebagainama amanat Undand-undang Nomor 5 Tabun 1974 adalab : 

1.	 Pelaksanaan pemberian Otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi 

yang menunjang aspirasi peljuangan rakyat yaitu memperkokoh Negara 

Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahtraan rakyat Indonesia. 

2.	 Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan 

bertanggungjawab. 

3.	 Asas Desentralisasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan asas 

Dekonsentrasi dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas 

Tugas Pembantuan. 

4.	 Pemberian Otonomi kepada Daerab mengutamakan aspek keserasian, 

disamping aspek pendemokrasian. 

Tujuan pemberian otonomi kepada daerab adalab untuk meningkatkan daya 

guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam 

pelaksanaan pembengunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk 

meningkatkan pembinaan ketertiban politik dan kesatuan bangsa. 

Apabila kita cermati kronologis penerapan pereturan perundang-undangan 

tentang penyeJengaran pemerintahn di daerah, dapa! kita ketahui babwa, semenjak 

lndonesi merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga tumbangnya rezim Orde 

l3aru pada tanggal21 Mei 1998, belum dilaksanakan Otonomi Daerab sebagai mana 

yang di amanatkan oleh peraturan Perundang-undangan yang ada dan 

sebagaimana yang diinginkan oleh UUD 1945, dimana peranan Pemerintah Pusat 
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dalam penyelengaraan Pemerintahan Daerah sangat dominan dan masih carnpur 

tanagan yang besar daripada kewenangan yang diberikan kepada daerah. 

Bola salju refonnasi telah bergulir, tuntutan untuk melakukan Evaluasi dan 

reVISI terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Politik dan 

Pemrtrintahan Daerah semakain gecar, hal ini mengharuskan pemerintah untuk 

bekerja keras untuk merancang dan merumuskan serta membahas undang-undang 

yang mengatur pemerintahan daerah yang sesuai dengan perkembangan situasi 

perkembangan politik, maka pada tanggal 7 Mei 1999 ditetepkan dan diterbitkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Undang-undang 

ini yang dikenal dengan nama Undang-Undang Otonomi Daerah) walaupun 

kemudian diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 

undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. 

2. Jenis dan Susunan Pemerintah Daerah. 

2.a. Jenis pemerintah Daerah. 

Apabila kita mempelajari secara seksama pasal 18 DUD 1945 bahwa 

pemerintatahan daerah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Pemerintah Lokal 

Administratif ( Local State Govemment) dan Pemerintah Lokal yang Mengurus 

Rumah Tangga Sendiri ( Local SelfGovernment). 

1.	 Local State Government. 

Local State Government sering diartikan sebagai Pemerintahan Wilayah, 

menurut Surandajang, 

"terbentuknya locak state government adalah sebagai konsekwensi dari 
penerapan asas dekonsentrasi. adanya pemerintahan wi/ayah administratif 
atau pemerintah lokal adminidtratif dalam penyelenggaraan urosan 
pemerintahan di daerah adalah sebagai wakil dari pemerintah Pusat atau 
National Government. 
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Pemerintahan lokal administratif ini dibentuk kerena penyelenggaraan seluruh 

urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh 

pemerintah pusat, konsekuensi dari pemerintahan lokal administratif, maka 

tugas-tugas pemerintahan daerah hanya terbatas pada tugas-tugas yang 

diberikan oleh pemerintah pusat berupa perintah-perintah atau petunjuk­

petunjuk. 

2.	 Local Stair Government. 

Local salf government ini sering disebut juga sebagai pemerintah daerah loka! 

yang mengurus rumah tangga sendiri. Hal ini sebagai konsekuensi dari 

pelaksanaan asas Desentralisasi dalam ikatan Kesatuan Republik Indonasia, 

pemerintah lokal ini dibentuk dengan undang-undang beserta penetapan 

kewenangannya, dalam undang-undang tersebut diberikan kebebasan untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. 

Ciri-ciri local self government menurut Surandajang adalah : 

I.	 Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah 

dijadikan urusan-urusan rumah tangga sendiri, oleh sebab itu urusan­

urusannya perlu ditegaskan secara terperinci. 

2.	 Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan 

yang seluruhnya bukan terdiri dari para pejabat pusat, tetepi pagawai 

pemerintah daerah. 

3.	 Penangnan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif 

atau kebijakan sendiri. 

4.	 Hubungan pemerintah Pusat dengan pemerintah Derah yang mengurus 

rumahtangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja. 

5.	 Seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keungan 

sendiri. 
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Setelah memperhatikan ciri-ciri local self government yang dikemukankan 

oleh Surandajang tersebut, maka sistem pemerintah daerah di Indonesia termasuk 

pada jenis Local Self Government atau daerah otonom. 

2.b. Susunan Pemerintab Daerab 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 3 ayat 1 

huruf (a) " Pemerinlah Kabupale/Kola yang lerdiri alas pemerinlah doerah 

kabupalen/kola dan Dewan perwakilan Rakyal Daerah (DPRDj kabupalen/kola" 

dalam pasal 40 dirumuskan "Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (DPRDj merupakan 

lembaga perwakilan rakyar daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerinlahan daerah ", secara sepintas rumusan ini mirip dengan isi pasal J3 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang berbinyi " Pemerinlah Daerah adalah 

Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah ( DPRDj ". 

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 120 ayat (2) 

menyebulkan .. Perangkal Daerah Kabupalen/Kola lerdiri alas, Sekrelaris Daerah, 

Sekretaruis Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRDj, Dinas Daerah, Lembaga 

Tehnis Daerah, Kecamalan, dan Kelurahan", selanjutnya dalam Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah "Kecamatan dan Kelurahan 

merupakan perangkat Daerah KabupatenIKota. maka dengan demikian perangkat 

daerah KabupatenlKota terdiri dari; 

• Sekretaris Daerah 

• Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

• Dinas Daerah 

• Lembaga Tehnis Daerah 

• Kecamatan 

• Kelurahan. 
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Sementara jumlah, jenis dan besarnya perangkat daerah disesuaikan dengan 

kebutuhan daerah, ini artinya tidak ada lagi bentuk Organisasi Pemerintah Daerah 

yang seragam diseluruh Indonesia. 

3. Pcngertian Reformasi dan Reformasi Pemerintahan Daerab 

Reforrnasi suat ini sudah meluas dan menjadi isu nasional, tema-tema 

reformasi menghiasi berbagai media cetek dan elektronik serta sangat ramai 

dibicerakan orang di forum - forum seminar, diskusi dan sebagainya, 

nuansanya pun sangat beragam, mulai dari yang bernada harapan, himbauan, maupun 

yang bcrsifat tuntutan, ada semacam keyakian barn bahwa reforrnasi total bidang 

Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya, Hukum, dan Pertahanan Kemanan, merupakan 

keharusan sejarah demi masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih demokratis. 

Reforrnasi pada dasarnya merupakan gerakan moral dan kultur (moral and 

eulfur monvement) untuk mengaktualisasikan kembali seeara konsisten nilai -nilai 

dasar (care values) demokrasi, nila; dasar itu sendiri adalah sikap mental transparan 

dan aspiratif dalam pengambilan kuputusan politik, penguatan asas persamaan 

derajat (equality) bagi semua orang, sistem pemilihan yang jujur, adil dan kredibel, 

pendidikan politik dan umum yang propesional, pemerintahan yang bersih dan 

bcrwibawa (good governence) dan penghonnatan terhadap asas kedaulatan hukum 

(supremacy oflaw) (Muladi, 1998) 

Refonnasi merupakan suatu perubahan untuk menciptakan suatu kondisi 

yang Ieih baik dari pada sebelumnya, mengubah dan menyingkirkan berbagai ketidak 

adilan atau kesewenang-wenanggan, refonnasi cendrung bersifat radileal dan 

revolusioner, jika demikian, tentu refonnasi akan menimbulkan berbagai dampak 

atau konsekuensi dalam prosesnya, dampak tersebut bisa berbentuk gejolak dalam 

masyarakat, baik ditingkat supra stuktur politik maupun dalam infra stuktur 
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politik, maka disini kita dapat melihat bentuk apalcah yang dapat digunakan sebagai 

alat reformasi. Refonnasi pada hakeketnya merupakan bagian dari dinamika suatu 

organisasi, dinamika perkembangan yang teljadi akan meyebabkan tuntutan terhadap 

perubahan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan tersebut. Tuntutan 

reformasi datang dari dua arah yaitu secara internal dari masyarakat Indonesia 

dan seeara eksternal sebagai bagian dari masyarakat global. Secara internal, tuntan 

reformasi muneul akibat teljadinya peningkatan berbagai aspek kehidupan 

masyarakat dengan indikasi meningkamya tingkat pendidikan, terbuka dan 

mudahnya memperoleh infonnasi, hal tersebut membuat masyarakat semakin 

mengerti dan kritis terhadap pengelolaan pemerintahan. 

Seeara eksternal, dengan adanya ere globalisasi antar negara, sehingga 

hanpir tidak ada satu pun negara yang bebas dari pengarus negara lainnya, ini akan 

memberi peluang bagi negara-negara. untuk mengadakan komitmen seeara global 

yaitu dengan muneulnya tata dunia baru dan aspek-aspek yang menjadi perhatian 

adalah demokretisasi dengan meletakan Good Governece dan publik acountability 

dalam pemerintahan. Bennaeam-maeam reformasi yang digulirkan adalah : 

• Reformasi bidang politik 

Perubahan-perubahan sistem politik Indonesia seeara mendasar dan menyeluruh 

yang dilaksanakan secara damai dan konstitusional, tujuan dari refonnasi itu 

adalah terwujudnya tata kedidupan politik yang bener-bener demokretis, 

berkeadilan sosial dan beprikemenusiaan, sehingga tercipta sebuah masyarakat 

Madani dengan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. 

• Reformasi di bidang Ekonomi 

Perubahan mendasar dan luas dalam arah pembinaan sikap priaku dan kebijakan 

di bidang ekonomi dan dunia usaha, baik disektor pemerintahan dan suwasta 

menuju kearah yang lebih baik. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41645.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



77 

•	 Reformasi bidang Hukum 

Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi dan mencakup segala segmen 

dari sistem hukum (/egah system), Struktur hukum (Legal Stucture), Substansi 

Hukum (legal Substance), dan Budaya Hukum (Legal Culture). 

Proses reforrnasi bukanlah proses perubahan yang redikaJ dan berlangsung 

dalam jangka waktu yang relatif singkat, tetapi proses perubahan yang terencana dan 

gradual, reforrnasi yang terjadi di Indonesia adalah merupakan tindakan perubahan 

atau pembaharuan yang berdimensi Restrukturisasi, Revitalisasi, dan 

Refungsionalisasi. Restruklurisasi adalah, tindakan untuk merubah struktur yang 

dipendang sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman dan dianggap tidak efektif lagi 

dalam memejukan organisasi. Refila/isasi adalah, upaya untuk memberi tambahan 

energi atau daya kepada suatu organisasi atau lembaga agar dapat menguptikalkan 

kincrja organisasi. Rejungsiona/isasi adalah, tidakan atau upaya untuk 

mengfungsikan kembali sesuatu yang sebelumnya tidak berfungsi, dalam hal ini 

refungsionalis mengarah pada penajaman propesionalisme organisasi dalam 

mengembang misinya.(Surandajang, 2000 ). 

Salah satu implikasi dari maraknya reforrnasi adalah munculnya tuntutan 

untuk melakukan eveluasi dan revisi terhadap berbagai perundang-undangan, salah 

satu diantaranya adalah tentang Pemerintah Daerah, dalam reformasipemerintah 

dacrah dilakukan untuk membentuk organisasi pemerintah daerah yang bener-bener 

dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan yang lebih 

cepat, murah dan lebih baik. 
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4. Kedudukan, Tubas dan Wewenang DPRD 

1. Komite Nasional Daerab sebagai Cikal Bakal DPRD 

Lahimya Republik Indonesia lewat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 

Agustus 1945 dan pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 menuntut adanya 

alat kelengkapan Negara, disarnping Predisen dan Wakil Presiden, atau dalam hal ini 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Petwakilan 

Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. 

Keadaan yang mengawali kemerdekaan itu tidak memungkinkan 

pembentukan bener-bener sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dalam situasi yang 

demikian, demi berfungsinya Republik Indonesia, maka para pendiri republik 

menempuh langkah-Iangkah darurat yang masih sejalan dengan ketentuan UUD 

1945, atas perkembangan itu perlu adanya badan yang ikut bertanggung jawab 

tentang nasib bangsa dan negara indonesia di sarnping pemerintah. Untuk mengisi 

keperluan tersebut maka, Wakil Presiden Republik Indonesia mengeluarkan suatu 

maklumat Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang Pemberian Kekuasaan 

Legislatif kepada Komite Nasionallndonesia Pusat (KNIP) yang berbunyi : 

"Bahwa Komile NasiolU/l Pusal, sebelum lerbenluk Uaje/is Permusyawaralan 
Rakyal (UPR) dan Dewan Perwakilan Rakyal (DPR) diserahl kekuasaan Legislalif 
dan ikul menelapkan garis-garais besar dari pada haluan negara, serla menyelujul 
bahwa pekerjaan Komila Naslonal Pusal sehari-hari berhubungan dengan 
genlingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipi/ih dianlara 
mereka yang berlanggungjawab kepada Komila Naslonal Pusal". 

Dengan ketentuan pasal IV aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, fungsi 

Komila Nasional Pusat adalah membantu Presiden dalam hal Presiden menjalankan 

kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Petwakilan Rakyat atau dewan 

Pertimbangan Agung sebelum badan-badan tersebut di bentuk, dengan demikian 

maka isi dari Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945 kedudukan Komite 

Nasional Pusat semakin dipertegas dan pada waktu itu dianggap dan berfungsi 

sebagai Dewan Petwakilan Rakyat untuk tingkat Pusat. 
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Mcnurut pcrkembangan selanjutnya dan lahirnya Komita Nasional Daerah yang pada 

mulanya adalah badan yang merupakan duplikasi Komita Nasional Pusat untuk 

daerah-daerah, juga harus mengalami penyesuaian demi kelancaran urusan 

pemerintah di daerah, pembentukan Komisi Nasional Daerah ditetepkan pada tanggal 

19 Agustus 1945 yang tugasnya disebutkan bahwa Komite Nasional Daerah 

membantu Gubernur dan Residen. 

Dengan adanya maklumat nomor X Wakil Presiden, maka kedudukan Komite 

Nasional Pusat berobah menjadi Badan legislatif yang juga membawa konsekuensi 

kepada kedudukan Komita Nasional Dearah, pada tanggal 20 Oktober 1945 oleh 

Badan Komita Nasional Pusat dikeluarkan penjelasan tentang kedudukan, 

Kerwajiban dan kekuasaan badan Pekerja sebagai berikut : 

I.	 Turut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, ini berarti bahwa bOOan 

pekerja bersama-sama presiden menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, 

badan pekerja tidak berhak carnput dalam kebijaksanaan pemerintah sehari-hari. 

2.	 Menetapkan bersama-sama dengan Presiden, undang-undang yang boleh 

mengenai segala macam urusan pemerintahan, yang menjalakan undang-undang 

ini adalah pemerintah, artinya, Presiden dibantu oleh menti-mentri dan pegawai­

pegawai dibawahnya, berhubungan dengan perubahan dalam kedudukan dan 

kewajiban Komita Nasional Pusat, mulai tanggal 17 Oktober 1945 Komita 

Nasional Pusat (dan atasnamanya BOOan Pekerja) tidak berhak lagi mengurus 

hal-hal yang berkenaan dengan tindakan pemerintah (uitvoering), kedudukan 

Komita Nasiona1 Daerah akan lekas diurus oleh Pemerintah (Presiden). 

Dengan adanya penjelasan dan penegasan kedudukan baru Komite Nasional 

Pusat maka, Komita Nasional Daerah otomatis mengikuti keadaan di pusat, dengan 

demikian maka, pekeIjaan Komita Nasional Daerah adalah membatan Pemerintah 

Daerah. 
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2. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerab (DPRD) 

Pergeseran atau perubahan perundang-undangan tentang pemerintah daerah 

juga erat kaitannya dengan pergeseran politik dan perubahan konstitusi, selama 

kurang lebih 68 tahun kemerdekaan, Republik Indonesia mengalami beberapa kali 

pergeseran kedudukan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), yang cukup fundamental adalah : 

I.	 Tanggal 18 Agustus 1945, Penetapan berlakunya Undang-Undang desar 1945 

(UUD 1945). 

2.	 Tanggal 31 Januari 1950, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 

3.	 Tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Republik 

Indonesia (UUDS 1950). 

4.	 Tanggal 5 Juli 1959, pengumuman berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 

1945 (UUD 1945) melalui Dekrlt Presiden. 

5.	 Tahun 1999, (I), 2000 (2), 2001 (3),2002 (4), Amandemen Undang-Undang 

Desar 1945 (UUD 1945) Empat kali amandemen oleh Mejelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR). 

Dalam setiap kali perubahan Undang-Undang yang mengatur tentang 

Pemerintah Derah, selalu otomatis ikut mengatur tentang kedudukan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang menjadi titik sentral ialah tentang peranan 

dan ruang Iingkup tugas serta hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Indonesi yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 lahir dalam suasana 

lingkungan negara-negara yang modem yang menerapka konsep negara hokum yang 

demokratis, para pendiri negara yang terdiri dari para tokoh nasioanal !elah sepakat 

untuk menata kehidupan Indonesia merdeka dalam suatu negara yang berlandaskan 

konstitusi, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia yang kemudia kita kenaI dengan nama UUD 1945. Salah satu 

dari ciri Negara demokrasi adalah kedudukan rakyat sebagai pemilik pemerintahan 
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(People own government), sebagai pemilik pemerintahan, maka kedaulatan berada di 

tangan rakyat, dalam hal ini rakyat ikut aktif dalam pemerintahan dan memiliki 

kewenangan melakukan sosial control terhadap jalannya pemerintahan melalui 

Dewan rakyat dapat menunjukan sikap dan beprestasi dalam urusan pemerintahan 

dan pembangunan. 

Sila kita perhatikan dalarn struktur pemerintah pusat akan tampak bahwa 

kedudukan Dewan PelWakilan Rakyat (DPR) adalah kuat, Presiden sederajat dengan 

Dewan Perwakilan Rekyat (OPR), sehingga Dewan tidak dapat dibubarkan oleh 

Presiden oleh kerena itu Dewan PelWakilan Rakyat (DPR) dapat senantiasa 

mengawasi tindakan-tindakan Presiden, dan jika Dewan menganggap Presiden 

sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapka oleh Mejelis 

Perrnusyawaratan Rakyat (MPR), maka Majelis dapat diundang oleh Dewan untuk 

mengadakan persidangan istimewa untuk dapat meminta pertanggungjawaban 

presiden. Kedudukan Presiden yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyar (OPR) 

tersebut juga dijelmakan di tingkat Daerah sebagai mana dirurnuskan dalarn Undang­

Undang Nomor 22 Tahunh 1999 tentang Pemerintah Daerah, dalarn pasal 14 

dinyatakan bahwa di Daerah Dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

sebagai badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai badan Eksekutif 

Daerah, dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Dewan PelWakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

sebagai badan Legislatif Daerah dan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra 

Pemerintah Daerah dalarn kedudukan sebagai Legislatif daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan merupakan bagaian dari Pemerintah 

Daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, dimana Dewan PelWakilan Rakyat Daerah (OPRD) adaIah 

merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah, tetepi Dewan PelWakiian 

Rakyat Daerah tidak boleh mencampuri bidang Eksekutif, dengan tidak mengurangi 
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hak-haknya sesuai dengan undang-undang, kondisi seperti ini dalam praktek 

ketatanegaraan sering diselewengkan, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) yang berfungsi untuk mengawasi temadap penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah hanya dijOOikan sebagai "Rubber Stemp" yang melegitimasiPemerintah 

Daerah, padahal dalam kontek ini Kepala Daerah diharapkan bisa bekerja sarna 

secara serasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas dasar 

kemitraan, agar tertif pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik guna 

mensejahtrakan rakyat di daerah, perwujudannya adalah pembagian tugas yang jelas 

dan tidak tumpang tindih. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 25 Kepala 

Daerah mepunyai Tugas dan Wewenang, huruf (c) menyatakan "Menetapkan 

Peraturan Daerah (Perda) yang telah mendapatkan persetujuan bersama Dewan 

Pern'akilan Rakyat Daerah (DPRDj", dimana dalam bentuk finalnya Pereturan 

Daerah (Perda) tersebut hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah, dan tidak 

ditandatangani oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kerena 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya menyetujui saja pOOa saat Rapat 

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini karena merupakan 

perwujudan dari fungsi legislatif adalah; Refresentasi. Pembuat /ceputusan. 

Pembentukan Legitimasi. 

Refresentasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki keaneka 

ragaman, sosiologis, ekonomis, kultur dan politik dalam masyarakat. 

Pembuat Keputusan, merupakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah demi tercapainya kesejahtran 

masyarakat. 

Pembentukan Legitimasi, fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) alas 

nama rakyat dalam menghadapi pihak Eksekutif. 
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Secara konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi 

membentuk cirta Pemerintahan Umum, mana pimpinan dan atau kebijaksanaan­

kebijaksanaan yang baik dan yang tidak baik, yang dapat diterima dan didukung oleh 

seluruh rakyat, perwujudan fungsi ini akan berpengaroh terhadap stabilitas politik 

dan iklim kerja kelompok Eksekutifuntuk bekerja secara efektif. 

Aktualisasi dari fungsi legislatif Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

tercerrni dalam Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada 

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang -Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, jonto (jo) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Perrnusyawaratan 

Rakyat (MPR) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

menyebulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menpunyai Tugas dan 

Wewenang: 

a. Memilih Gubemur/Wakil Gubemur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil 

Walikola. 

b. Memilih anggota Majelis Perrnusyawaratan Rakyat dari utusan Daerah. 

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubemur/Wakila Gubemur, 

BupatilWakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. 

d. Bersama dengan Gubemur, Bupati, Walikota menetapkan Peraturan Daerah 

(Perda). 

e. Bersama dengan Gubemur, Bupati, Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). 

f. Melaksanakan pengawasan terhadap : 

I.) Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan pereturan Perundang-undangan 

lainnya. 

2.) Pelaksanaan keputusan Gubemur, Bupati, Walikota. 
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3.) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

4.) Kebijakan Pemerintah Daerah 

5.) Pelaksanaan keljasama Intemasional di daerah. 

g. Memberi pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah teritadap rencana 

perjanjian Intemasional yang menyangkut kepentingan dearah. 

h. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat. 

Untuk melaksankan tugas dan Wewenang tersebut maka Dewan Perwakilan 

Rakyal Daerah (DPRD) mempunyai Hak sebagai mana pasal 18 ayat 3 Undang­

Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah : 

a. Meminta pertanggungjawaban Gubemur, Bupati, Walikota. 

b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah. 

c. Mengadakan penyelidikan. 

d. Mengadakan perobahan alas rancangan Peraturan Daerah (Perda). 

e. Mengajukan pemyataan Pendapat. 

f. Mengajukan rencangan Peraturan Daerah (perda). 

g. Menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dalam melaksanakan tugasnya dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

juga berhak meminta keterangan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah atau warga 

masyarakat, demi kepentingan negara dan bangsa, pelaksanaan dari Hak-hak 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu diatur dalam suatu Peraturan Tata 

Tcrtib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibuat berdasarkan 

inisialif dan sesuai dengan pedoman yang ditetepkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

Didalam menjalankan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) sebagai unsur Staf, dimana susunan organisasinya diatur dengan Peraturan 

Daerah (Perda). 
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Menghadapi pennasalahan Otonomi Daerah yang semakin gencar 

dikumandangkan oleh seluroh lapisan masyarakat, juga menuntut adanya perobahan 

dalam tata pemerintahan di daerah, maka sejak tahun 2002 telah beredar kampanye 

untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yang di anggap sudah 

tidak sesuai lagi dengan tuntutan refonnasi, maka pada akhirnya pada Bulan 

September 2004 barulah proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 

Tahun J999 tuntas dibahas sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah. Rumusan dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "Dewan Perwaki/an 

Rakyaf Daerah (DPRD) berlcedudukan sebagai unsur penye/enggara Pemerintah 

Daerah", berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa "Dewan Perwaki/an Rakyat Daerah 

(DPRD) berlcedudukan sejajar dan menjadi mitra", tapi dalam fungsinya tetep sarna 

yaitu Legis/asi, Anggaran dan Pengawasan. 

Ada pun Tugas dan Wewenang sesuai dengan pasal 42 Undang -

Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRDj Mempunyai Tugas dan Wewenang : 

a. Membentuk Pereturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan kepala Daerah untuk 

mendapatkan persetujuan bersarna. 

b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan Kepala 

Daerah. 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan 

peraturan Perondang-undangan lainya, Peraturan Kepala Daerah, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Pemerintah Daerah daJam 

melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sarna internasional di 

daerah. 
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d.	 Mengusulkan pemberhentiWl Kepala DaerahlWakil Kepala Daerah kepada 

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DewWl Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Provinsi dWl kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur bagi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota. 

e.	 Memilih Wakila Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongWl jabatan Wakil 

Kepala Daerah. 

f.	 MemberikWl pendapat dan pertimbangWl kepada Pemerintah Daerah terhadap 

rencana perjanjian intemasional di daerah. 

g.	 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama intemasional yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

h.	 Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

I.	 Membentuk panitia pengawas pemilihWl kepala daerah. 

J.	 Melakukan pengawasan dan meminta laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah 

(KPUD) dalam penyelenggaraan pemilihan kepaJa daerah. 

k.	 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Wltar daerah dWl dengWl 

pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban Dewan PerwakilWl Rakyat Daerah 

(DPRD) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 43 adalah ; 

a.	 Hak Interplasi. 

b.	 I-1ak Angket. 

c. Hak Menyatakan Pendapat. 

Sementara menurut pasal 44 menyebutkan Hak Anggota DewWl Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) adalah ; 

a.	 Mengajukan rWlcangan Pereturan Daerah (Perda) 

b.	 Mengajukan pertWlyaan. 

c. Menyampaikan usulan dan pendapat. 
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d. Memilih dan dipilih 

e. Membela diri 

f. Imunitas 

g. ProlOkoler 

h. Keuangan dan administrasi. 

Mekanisme pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Dewan PerwakiJan 

Rakyat Daerah lebih terperinci diatur dalam pereturan tata tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing dengan 

berpedoman kepada Pereturan Pemerintah. 

5. Pembentukan Peraturan Daerab. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam meJaksanakan tugas, 

wewenang, kewajiban, dan tanggunggjawabnya serta atas kuasa pereturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah, yang 

dirumuskan dalam Peraturan Daerah, Peraturan KepaJa Daerah dan ketentun daerah 

lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang Jebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah 

lainnya. 

Pereturan Daerah (perda) dibuat oJeh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa pembuatan Peraturan 

Daerah (Perda) dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

maupun dari Pemerintah Daerah. Yang menjadi payung hukum kewenangan daerah 

dalam membuat peraturan daerah adalah pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 (UUD 1945) "Pemerintah Daerah berhak menetapkan pereturan 

Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan ". 
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Dalam praktek di lapangan temyata kebijakan pemerintah daerah tersebut 

ban yak kebablasan, sehingga banya peraturan - peraturan daerah yang dibuat oleh 

pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

berdasarkan kajian dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 

pcrlu direvisi bahkan dibatalkan, !<arena tidak sesuai dengan peraturan perundang­

undangan lainya atau juga kerena menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi 

kcgialan ekonomi. Untuk itu pemerintah telah menerbitkan dan memberlakukan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lenlang Pembenlukan Peraluran 

Perundang-undangan, yang lermasuk didalamnya Peraluran Daerah. 

Undang-undang ini mengantikan ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan 

paraluran perundang-undangan termasuk tehknik penyusunan yang ada selama ini, 

kelentun-ketentun sebelumnya diantaranya adalah : 

I.	 Akgemene Bepelinge van Welgeving voor Indonesia, yang disingkat AB 

(Stb.1847) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang­

undangan, sepanjang mengenai pembentukan pereturan perundang-undangan, 

ketenluan AB tersebut tidak lagi berlaku secara utuh karena telah diatur dalam 

pereturan perundang-undangan Nasional. 

2.	 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 

3.	 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang 

Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan 

tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan mulai berlakunya Undang-undang 

Federal dan peraturan pemerintah sebagai undang-undang federal. 

Kemudian sebagai pedoman penyusunan Peraturan Daerah (Perda) adalah 

Undang-Undang Nonor 12 Tahun 2011, maka dengan dikeluarkanya undang-undang 

lersebut mengakibatkan beberapa peraturan dinyatakan tidak ber1aku, peraturan 

lersebut diantaranya adalah : 
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I.	 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik penyusunan pereturan 

perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan 

Pcraturan Pemerintah dan Rancangan Pereturan Presiden. 

2.	 Kcputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah. 

3.	 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 

tentang Bentuk produk-produk Hukum Daerah. 

4.	 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. 

5.	 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 

tentang Lembara Daerah dan Berita Daerah. 

Dengan adanya Undang-Undang ini maka telah ada landasan yuridis dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dari tingkat pusat sampai ke 

daerah, sekaligus telah ada aturan secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, 

azas, jen is dan materi muatan pereturan perundang-undangan. 

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) pada dasarnya dimuali dari 

Perencanaan. Persiapan, Teknik Penyususnan, Perumusan, Pembahasan, 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan. 

Menurut Dadang Solihin, (dalam malcalahnya tentang Feran dan Fungsi 

DPRD dalam Pembentulcan Perda dan Pengawasan, Batam, 2010) mengatakan 

bahwa Pembentukan sebuah Peraturan Daerah.dimulai dari mengindentifikasi isu dan 

masalah, apa yang sebenrnya yang menjadi pennasalahan, selanjutnya 

mengindentifikasi landasan hukum alas pennasalahan tersebut sehingga dapat 

memecahkan permasalahan yang sedang dihadapai, selanjutnya dari hasH identifikasi 

tersebut baru akan menyusun naskah akademik ini dimaksudkan untuk: dapat 

memestikan kebutuhan yang sebenarnya dari pada para pemengku kepentingan maka 

dilakukan kajian akademis dengan menekankan pertimbangan I1miah, Sosial, 
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Ekonomi, dan budaya daerah, setelah tahapan tersebut kesemuanya selasi 

baru Peraturan daerah tersebut disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) untuk dibahas bersama. Tehapan-tahapan penyusunan Peraturan Daerah 

akan terlihat pada gambar berikut : 

Gambar: 2.3
 

Tahapan Penyusunan Penla
 

Sumber: Dadand Solihin, Peran danfungsi DPRD dalam Pembuatan Perda 
dan Pengawasan, Makalah dalam capacity Building DPRD Kota 
Prabumuli, Batam,2010. 
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5.1. Pcrcncanaan 

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan dalam suatu 

progran Legislasi Daerah atau yang biasa disebut Prolegda, ini sesuai dengan 

ketenluan pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 .. Program legislasi 

daerah (prolegda) merupakan landasan yuridis bagai dibentuknya mekanisme 

koordinasi baik antara instansi di lingkungan Pemerintah Daerah maupu antara 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwalcilan Rakyat Daerah (DPRD) ". Progaram 

legislasi daerah (prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan 

Peraturan Daerah (Perda) yang disusun secara terencana, terpadu dan sistimatis. 

Menurut Rusdianto. S (dalam makalahnya tentang Program Legislasi Daerah dan 

mekanisme Pembentukan peraturan Daerah. Jatim, 2011) mengatakan, program 

legislasi daerah memuat tentang program pembentukan peraturan daerah baik 

Provinsi mallpun KabupatenIKota dengan judul rancangan peraturan daerah, materi 

yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-llndangan lainnya. 

Penyusunan program legislasi daerah Provinsi dan KabupatenIKota antara 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah Propinsi dan 

Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang 

khusus menangani bidang legislasi. 

Hasil penyusunan yang telah disepakati menjadi program legislasi daerah 

dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

serta ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 

Gubemur/Bupai/Walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar dari 

progaram legislasi daerah. 

Adapun keadaan tertenlu lersebul adalah : 
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l.	 Unluk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, akibat 

kerjasama dengan pihak lain, dan 

2.	 Keadaan tertentu lain yang memestikan adanya urgensi alas suatu rancangan 

peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang khusus menengani bidang legislasi dan 

Biro/Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 

Perencanaan pembentukan peraturan daerah ini sangat erat kaitannya 

dengan Visi dan Misi serta Rencana Strategis Daerah (Renstrada), perencanaan 

pembentukan peraturan daerah disusun pada awal tahun dan dituangkan dalam 

rencana tahunan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

5.2. Persiapan 

Menurut pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Rancangan 

Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) atau Gubemur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala 

Pemerintahan di daerah. Rencangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah 

dipersiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disampaikan kepada 

Gubemur, Bupati, Walikota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

sedangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dipersiapkan oleh Gubemur, 

Bupati, Walikota disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

oleh Gubemur, Bupati, Walikota. Tatacara mempersiapkan Rancangan Peraturan 

Daerah (Raperda) yang berasal dari Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) diatur dalam Pereturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dan tatacara mempersiapkan Rencangan Pereturan Daerah (Raperda) yang 

berasal dari Gubemur, Bupati, Walikota diatur dengan peraturan Presiden (peraturan 

Pemerintah). Dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah 
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(Raperda) juga harus memperhatikan amanat dari pasal 139 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatakan " Masyarakal berhak memberikan masukan 

secara lisan alau lulisan dalam rangka menyiapkan alau pembahasan Rancangan 

Peraluran Daerah (Raperda) ", dari penjelasan undang-undang tersebut 

mengisaratkan adanya partisifasi dari masyarakat untuk ikut terlibat baik labgsung 

atau tidak langsung dalam pembangunan, 

Menurut R Tanenbaum dick (1992) mendefinisikan partisifasi sebagai 

berikut "kelerlibalan menIal dan emosi individu dalam siluasi kelompok yang 

mendorongnya memberi sumbangan lerhadap lujuan kelompok serla membagi 

langgung jawab bersama ", Salah satu ciri masyarakat yang sedang berkembang 

iatah adanya kesadara berbangsa dan bemegara yang lebih meningkat, indikator yang 

dapat dilihat dari kesadaran tersebut adalah partisipasi masyarakat dalam proses 

pembangunan atau pemerintahan, pembangunan sebagai proses peningkatan 

kemampuan manusia untuk menentukan masa depanya, mengandung arti bahwa 

masyarakat sangat perlu dilibatkan dalam proses tersebut. 

Petrus Djawabani dkk (2001) menjelaskan partisipasi adalah sebagai berikut 

"perlisipasi melipuli keseluruhan kontinunya sualu keikulserlaan sejak dari 

imaijenasi dan perencanaan sampai ke implemanlasinya ", Pertisipasi dalam arti ini 

menghormati harkat dan martabat partisifasinya melibatkan mulai dari tingkat 

perencanaan sampai dengan tingkat implementasinya, selain itu secara tradisional 

partisifasi lebih diidentifikasikan dengan prilaku yang bersifat partisan atau politis, 

Tentunya supaya masyarakat mengetahui lebih dini bahwa Pemerintah 

Daerah sedang menyusun Rancangan Pereturan Daerah (Raperda), dengan harapan 

masyarakat ikut berpartisifasi maka, hams dilakukan penyebarluasan Rancangan 

Peraiuran Daerah (Raperda) tersebut kepada masyarakat. 
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l3erdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nonor 12 Tahun 2011 menyatakan : 

I.	 Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang khusus menangani bidang 

Legislasi. 

2.	 Penyebar luasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari 

Gubemur, Bupati, Walikota dilaksankan oleh Sekretariat Daerah. 

5.3. Pembabasan 

Menurut Rusdianto S, (dalam makalahnya tentang Program Legislasi 

Daerah dan mekanisme Pembentukan peraturan Daerah. Jatim. 2011) mengalakan 

pembahasan Rancangan Pereturan Daerah (Raperda) di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama 

Gubemur, Bupati, Walikota, pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui 

tingkatan-tingkatan pembicaraan yang dilakukan dalam Rapat 

Komisi/PanitiaIBadanlAlat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), yang khusus menangani bidang Legislasi dalam Rapat Paripuma, tingkatan 

pembicaraan tersebut adalah : 

i.	 Pembicaraan tingkat Pertama. 

Pembicaraan tingkat pertama ini meliputi, Penjelasan Kepala Daerah dalam 

Rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari Kepala Daerah, 

Penjelasan dalam Rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

oleh Pimpinan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

Pimpinan Komisi, Gabungan Komisi, atau pimpinan Panitia Kbusus terbadap 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) 
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j.	 Pembicaraan tingkat kedua 

Dalam pembiearaan tingkat kedua ini berupa, penyampaian pemandangan umum 

oleh fraksi-fraksi, pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD). 

k.	 Pembicaraan tingkat ketiga 

Dalam pembiearaan tinggkat ketiga ini berupa, pembahasan seeara mendatail 

terhadap pasal demi pasal Raneangan Peraturan Daerah (Raperda) pembicaraan 

lahap ini dilakukan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dan atau Panitia Khusus, dan atau Gabungan Komisi dengan tim 

Asistensi Eksekutif. 

I.	 Pembicaraan tingkat keempat 

DaJam pembiearaan tingkat keempat ini berupa, penyampaian hasil kerja Badan 

Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan atau Panitia Khusus, 

dan atau Gabungan komisi, dan penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi 

atau sikap fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang 

telah dibahas bersama, dan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan 

keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

5.4. Penetapan 

Menurut Dadang Solihin. (da/am maka/ahnya tentang Feran dan Fungsi 

DPRD dalam Pembentukan Perda dan Pengawasan, Batam, 2010) mengatakan 

dalam penetapan peraturan daerah harus memenuhi prinsip-prinsip dasar penetapan 

produk hukum diantaranya adakah : 
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a. Akuntabilitas yang artinya : 

Adanya kesesuaian antara Pelaksanaan dengan standar prusedur pelaksanaan, 

adanya sanksi yang ditetepkan atas kesalahan atau kelalaian dalarn pelaksanaan 

kegiatan, dan adanya output dan outcame yang terukur. 

b.	 Kepastian Hukum artinya: 

Adanya pereturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten, adanya 

penegakan hukum yang adail dan tidak diskriminatif, adanya penindakan terhadap 

setiap pelanggaran hukum, dan adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum. 

c.	 Keleluasaan Administratif artinya : 

Tidak ada satu pun peraturan yang dapat secara efektif memprediksikan semua 

kegiatan, fakta, dan situasi yang dibutuhkan, sehingga keleluasaan dapat 

dituangkan secara eksplisit dan implisit dalarn suatu peraturan. 

d.	 Keadilan artinya : 

Setiap, warga negara memiliki kedudukan yang sarna didepan hukum dan berhak 

mendapatkan keadilan. Hukum ditegakan bukan alas dasar kepentingan 

kekuasaan atau golongan kepentingan tertentu, melainkan demi tegaknya 

keadilan. Keadilan hams didukung oleh keberadaan institusi hukum dan aparat 

pencgak hukum yang jujur, profesional dan tidak terpengaruh oleh golongan 

rnanapun. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 78 dan 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

20 II, Rancangan Pereturan Daerah (Raperda) yang telah desetujui bersama oleh 

Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) dan kepala Daerah, disarnpaikan oleh 

Pirnpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada kepala daerah untuk 

ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyarnpaian rancangan pereturan daerah 

tersebut dilakukan paling larnbar 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 

bcrsarna, rancangan peraturan daerah yang telah disepati bersama itu ditetapkan oleh 

Kepala Daerah paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 
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bersama, hal ini dimaksudkan agar segera mendapatkan kepastian hukum. 

Berdasarkan pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pasal 144 

ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan " da/am hal Rancangan 

Pereluran Daerah (Raperda) lidak dilelaplwn/lidak dilandalangani o/eh Kepa/a 

Daerah da/am waktu 30 (Iiga pu/uh) hari sejak Rancangan Peraluran Daerah 

(Raperda) lersebul diselujui bersama, malw Rancangan Peraluran Daerah 

(Raperda) lersebul sah menjadi Peraluran Daerah (Perda) dan wajib 

diundangkan ". 

8.6.5. Pengundangan dan penyebarlullSlln 

Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah agar 

memiliki kekuatan hukum dan mengikat masyarakat harns diundangkan dalan 

Lembaran Daerah, yang pelaksanaanya dilakukan oleh Sekretaris Daerah, dengan 

diundangkanya Peraturan Daerah (Perda) dalam Lembaran Daerah, maka setiap 

orang dianggap telah mengetahui. Akan tetapi penyebarluasan Pereturan Daerah 

(Perda) harus dilakukan, sesuai dengan ketentuan pasal 94 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 dan pasal 147 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

menatakan "Pemerinlah wajib menyebar /uaslwn Pereluran Daerah yang Ielah 

diundanglwn da/am Lembaran Daerah dan Peraluran Kepa/a Daerah yang le/ah 

diundangkan da/am Berila Daerah ", penyebarluasan tersebut dimaksudkan agar 

khalayak ramai mengetahui isi serta maksud yang terkandung dalam Peraturan 

Daerah tersebut. 
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Menurut Dadang Solihin, (dolam makalahnya tentang Feran dan Fungsi 

DPRD da/am Pembentukan Perda dan Pengawasan, Batam, 2010) mengatakan 

bahwa salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaaan sebuah Peraturan Daerah 

baru adalah masalah transisinya, yaitu tanggal mulai berlakunya peraturan daerah 

baru tersebut. Sebuah perda barn sebaiknya ada tenggang waktu antara disyahkannya 

sebuah perda dengan tanggal mulai diberlakukanya, hal ini dimaksedkan agar 

lembaga/instansi pemerintah terkait dan masyarakat dapat melakukan persiapan­

persiapan yang memedai untuk pelaksanaan seeara epektif. Adapun yang merupakan 

persiapan-persiapan pelaksanaan meliputi, pembentukan kesadaran masyarakat 

tentang ketentuan-ketentuan hukum yang barn, serta penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan bagi instansi pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai 

kdentuan-ketentuan spesifik dari peraturan daerah yang barn tersebut. 

C. KERANGKA BERPIKIR. 

1. Definisi Konsep. 

1.1. Konflik Pembabasan Perda. 

Konflik adalah sebagai interaksi antara dua atau lebih pihak, yang satu sarna 

lain saling bergantung namun terpisah oleh perbedaan tujuan, dimana setidaknya 

salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan tersebut dan berusaha 

melakukan tindakan terhadap perbedaan tersebut (Minnery 1985). 

Konflik kalau kita kaitkan dengan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) maka pengertiannya adalah, interaksi yang terjadi diantara para 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) anggota yang satu dengan yang 

lain sesungguhnya saling ketergantungan, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan, 

perbcdaan eara pandang, perbedaan latar belakang Partai politik, sesungguhnya 

mercka (Anggota DPRD) telah menyadari dan memahami akan perbedaan tersebut, 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41645.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



99 

dan berupaya untuk melakukan tindakan supaya perbedaan tersebut tidak menjadi 

pcrtikaian atau pertentangan, yang akan mengakibatkan perpecahan. 

Perbedaan dan persamaan itulah yang sesunguhnya menjadi suatu kekuatan 

yang dimiliki oleh Dewan PelWakiian Rakyat Daerah (DPRD), pada umumnya 

pcrbedaan dan persamaan tersebut adalah: 

I . Perbcdaan. 

Setiap induvidu Anggota Dewan PelWakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang duduk 

di lembaga Dewan atau Legislatif adalah berlatar belakang Partai Politik yang 

lentunya berbeda-beda, sehingga dengan demikian ideologinyapun tentu tidak 

sama, bahkan sampai kepada visi dan misi dari pertai politik pasti tidak sarna. 

2. Persamaan. 

Kcberadaan seorang Anggota Dewan PelWakilan Rakyat Daerah (DPRD) di 

lembaga Dewan atau Legeslatif adalah merupakan amanal dari rakyat yang sudah 

memilih mereka, jadi dengan demikian keberadaan anggola Dewan PelWakilan 

Rakyal Daerah (DPRD) di lembaga legeslatif merupakan pelWakilan dari 

masyarakal, dengan maksud memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka 

melewati pelWakilannya kepada Pemerintah atau Eksekutuf. 

Perbedaan dan persamaan inilah yang selalu melekat dalam diri setiap 

anggota Dewan PelWakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimanapun mereka berada, 

apapun yang mereka kerjakan. Tennasuk didalamnya ketika mereka akan 

melaksanakan amanat rakyat dalam hal menyusun dan memetapkan peraturan 

daerah. Jadi lidaklah mengherankan apabila dalam pembahasan sebuah Rancangan 

Peraturan Daerah (Raperda) untuk dapat ditetapkan bersama dengan Pemerintah 

Dacrah (Eksekutif) teIjadi kontlik, yang disebabkan adanya perbedaan pandangan 

dan pemahaman, seta masing-masing mempertahankan pendapat dan argumennya. 
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Demikian halnya dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten 

Kotawaringin Timur nomor 2 Tahun 20 II tentang Pengendalian Peredaran dan 

Penertiban Minuman Beralkohol. 

1.2. Minuman beralkohol. 

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol, Etanol 

adalah bahan psikoaktif dan bila dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran. 

Bila dikonsumsi secara berlebihan minuman beralkohol dapat menimbulkan efek 

samping berupa gengguan mental organik (GMO),yaitu gangguan dalam fungsi 

berpikir, merasakan, dan berprilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan oleh reaksi 

langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, maka 

orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran atau 

dosis, sampai kepada dosis keracunan atau mabuk. 

Orang yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan prilaku, seperti 

misalnya ingin berkelahi, atau melakukan tindakan kekerasan lainya, tidak mampu 

menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaanya. Perubahan 

fisiologis juga terjadi, seperti, cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau 

mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah 

tersinggung, bicara ngawur, atau kehilangan konsentrasi. Mereka yang sudah 

ketagihan (ketergantungan) minuman bera/kohol biasanya mengalami suatu gejala 

yang disebut Sindrom Putus Alkohol, yaitu rasa tekut diberhentikan menim meniman 

beralkohol, mereka akan sering gemetar, jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, 

murung, dan banyak berhalusinasi (Dannawan, 20 10). 

Akibat yang ditimbulkan mengkosumsi meniman beralkohol sebagai mana 

telah diuraikan tersebut diatas, harns menjadi perhatian dari Pemerintah maka, 

Pemerintah Daerah (Elcsekulij) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
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scbagai Icmbaga yang bertugas untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah 

(Raperda) harus cepat tanggap dan mengambil tindakan jangan sampai kejadin 

seperti apa yang diuraikan tersebut diatas akan dialami oleh masyarakat. 

Sebagi respon dari perrnasalahan yang kemungkinan akan teJjadi terhadap 

masyarakay Kabupaten Kotawaringin Timur, secara khusus masalah minuman 

beralkohol, maka Pemerintah Daerah (eksekutif) berinisiatif menyusun dan 

pempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kotawaringin 

Timur nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban 

Minuman Beralkohol, yang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dapat dibahas 

bersama. 

Proses pembentukan Raperda adalah kegiatan-kegiatan dalam pembentukan 

peraturan daerah, dimulai dari identifikasi isu atau polemic perrnasalahan yang 

terjadi di masyarakat, tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dengan melibatkan stekeholder yang dianggap ada kaitannya dengan 

permasalahan yang sedang dibahas, untuk bersarna-sama mencari solusi, selanjutnya 

proses pembentukan peraturan daerah tersebut harus memenuhi beberapa asas antara 

lain adalah, asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan, asas dapat dilaksanakan, asas 

kejclasan rumusan, dan asas keterbukaan. 

1.3. Faktor yang mempengaruhi KonDik. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti selama ini faktor-faktor 

yang mempengaruhi sehingga teJjadi konflik dalam pembahasan Rancangan 

Pcraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 2 Tahun 20II 

tentang Pengendalian Pcredaran dan Penertiban Minuman Beralkohol adaIah ; 
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I.	 Kekuatan Politik. 

Kekuatan politik yang ada dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) pada umumnya ada dua kekuatan berdasarkan pada : 

a.	 Kekuatan politik karena jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) terpilih dari salah satu partai politik lebih banyak dari anggota partai 

politik lainnya (Par/ai Politik Pemenang) hal ini akan efektif apabila jumlah 

anggotanya mutlah. 

b.	 Kekuatan politik karena Kualisi, kekuatan ini akan terjadi apabila jumlah 

anggota dari salah satu partai politik pemenang tidak terlaJu banyak (tidak. 

mutlak), maka untuk dapat menguasasi situasi pada lembaga Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibutuhkan dukungan dari partai politik 

lainya yang sejalan dan sepaham. 

2.	 Pemerintah Daerah. 

Tujuan utama pembentukan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmi (2002) 

adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian 

daerah. Pada dasamya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah 

yaitu: (I) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. 

Selanjutnya Pemerintah Daerah diberikan Kewenangan dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah, Menurut Doody S.B. & Dadang Solihin (2004) adalah, 

peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan 

penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah. 
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Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan 

publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam proses pembangunan. 

3.	 Masyarakat Umum. 

Dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) juga harus 

memperhatikan amanat dari pasal 139 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 yang mengatakan " Masyarakal berhak memberikan masukan secara lisan 

alau lulisan dalam rangka menyiapkan alau pembahasan Rilncangan Peraturan 

Daerah (Raperda) ", dari penjelasan undang-undang tersebut mengisaratkan 

adanya partisifasi dari masyarakat untuk ikut terlibat baik langsung atau tidak 

langsung dalam pembangunan. Tentunya supaya masyarakat mengetahui lebih 

dini bahwa Pemerintah Daerah sedang menyusun Rancangan Pereturan Daerah 

(Raperda), dengan harapan masyarakat ikut berpartisifasi maka, harus dilakukan 

penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut kepada 

masyarakat. Masyarakat umum yang peneliti maksutkan disini adalah, para 

tokuh-tokoh masyarakal, para cedikiawan, Alim ulama, dan Akademisi. 

4.	 Pengusaha. 

Pengusaha yang peneliti maksudkan disini adalah mesyarakat Kabupaten 

Kotawaringin Timur yang melakukan kegiatan usahanya dalam bidang tertentu. 

Apabila berkaitan dengan minuman beralkohol maka pengusaha tersebut terdiri 

dari, Pengusaha Perhotelan, Pengusaha Parawisata, Pengusaha Tempat Hiburan 

(keffe), Distributor dan Pedagang minuman beralkohol. 
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2. Model Berpikir. 

Pembentukan peraturan daerah adalah fungsi utama yang harus 

dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah 

Daerah. Perda merupakan salah satu sumber hukum dalam tata urutan perundang­

undangan Indonesia, namun sering kali Perda ditempatkan sebagai peraturan yang 

menjabarkan pengaturan-pengaturan lanjutan terhadap kebijakan pemerintah 

Nasional. Kenyataan seperti ini sesungguhnya perlu diluruskan agar Perda mendapat 

posisi sebagaimana amanat konstitusional. Sehingga Peraturan Daerah merupakan 

penentu arah pembangunan daerah dan pemerintahan di daerah sehingga dapat 

terlaksanan dengan baik dan berfungsi secara efektif dan efesian. 

Konflik yang terjadi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

(Raperda) Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pengendalian Peredaran dan Penertiban Minuman Beralkohol, itu adaIah sesuatu 

yang wajar saja terjadi dalam proses demokrasi. Perbedaan pendangan, pertentangan, 

dimana masing-masing orang atau kelompok ingin agar apa yang menjadi tujuan 

mereka bisa tercapai, semantara itu dari semua apa yang menjadi keinginan oleh 

masing-masing orang alau kelompok adalah tidak mungkin dapat diakomodir secara 

bersama-sama dan tertarnpung semua. Maka untuk itu salah satu dan pihak-pihak 

yang berkonflik tersebut harus menyadari bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang 

wajar, dan oleh sebab itu untuk mencapai suatu kesepakatan maka masing-masing 

pihak harus saling mengalah dan saling membuka diri dengan etikat baik sehingga 

dapal diambil suatu kesepakatan. 

Untuk lebih jelasnya model berpikir dalam penelitin ini secara visual dapat 

diirustrasikan seperti skema berikut : 
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Gambar: 2.3 

Kerangka berpikir 

RANCANGAN
 
PERDA
 

DPRD 
(BADAN LEGISlASI) 
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BAB III
 

METODOLOGI PENELITIAN
 

A. Desain Penelitian. 

Desain penelitian merupakan kerangka acuan melaksanakan peneJitian, 

didalam penelitian kualitatif desain penelitian dapat berubah-ubah untuk 

menyesuaikan dengan kondisi realitas lapangan yang dihadapi. Acuan pelaksanaan 

penelitian tidak sepenuhnya tergantung pads desain yang telah disusun sebelumnya, 

tetapi lebih memperhatikan kondisi realitas yang dihadapi. Seperti dikatakan oleh Siti 

Nurhayati (2012) : "Rancangan Penelitian ( Research Design ) atau desain riset 

adalah suatu pengaturan (a"angement) dari pada syarat-syarat yang diperlukan 

untuk mengontrol pengumpulan data sedemikian rupa dengan tujuan untuk 

mengkombinasikan segala informasi yang relevan, sesuai dengan tujuan 

dilaksanakannya penelitian". Selanjutnya Prastya Irawan (2010:) mengemukakan, 

bahwa : "Desain penelitian adalah rancangan (rencana) penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Disain penelitian mempunyai tiga komponen besar, yaitu 

permasalahan penelitian, kerangka teoritik dan metode penelitian." 

Desain penelitian terhadap Konflik yang tetjadi dalam Pembahasan Perda 

Nomor 2 Tabun 2011 Tentang Pengandalan Peredaran dan Penertiban Minuman 

Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan prosedur dan logika 

penelitian kualitatif, dan didukung dengan mengedarkan kuisioner (angkel) untuk 

memperkuat dan mempertajam hasil penelitian, sebagaimana dikatakan oleh Lexi J. 

Moleong (20 II), yaitu: "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, 

misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pads suatu kontek khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiab". 
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Selanjutnya John W. Creswell (2010), juga memberikan pengertian 

penelilian kualitatif, sebagai berikut : "Penelitian kualitalif merupakan metode­

metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang (oleb sejumlah individu 

atau sekelompok orang) dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. 

Proses penelilian kualitatif melibatkan upaya-upaya penling, seperti mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang sfesifIk dari 

para parlisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari lema-tema yang khusus 

ke tema yang umum dan menaksirkan makna data. Laporan akhir dari penelitian ini 

memiliki struktur yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini 

barus menerapkan cam pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus lerhadap 

makna individual, dan meneJjemahkan kompleksilas suatu persoalan" 

Dari defInisi yang diungkapkan oleb Moleong dan Creswell maka dapat 

dicermati bahwa desain penelitian kualitatif memiliki eiri khusus dan unsur yang 

terkandung dalam pengertian dimaksud adalah : 

I.	 Perelraman, pemahoman (penajaman / pendalaman), pemaknaan fenomena­

fenomena yang dilelili baik visual, tekstual maupun audio (gambar, tulisan 

maupun rekaman suam), 

2.	 Penyajian data dari basil penelilian bersifat deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan kala-kata dan bahasa, 

3.	 Penyimpulan dilakukan secara induktif yaitu suatu proses yang dimulai dari 

perekaman, pemahaman, pemaknaan dan penyimpulan dari khusus menjadi 

umum, 

4.	 Subyek data dan informasi berupa fenomena individual maupun kelompok dan 

Iingkungan sosialnya. 
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Berdasarkan beberapa pengertian desain penelitian dan pengertian penelitian 

kualitatif, maka desain penelitian atau rancangan penelitian adalah cetak biru 

(blue print) penelitian yang dibuat oleh seorang peneliti sebelum melakukan 

penelitian, yaitu sebagaimana dibuatkan model desain penelitian oleh Prasetya 

Irawan (2010), seperti gambar 3.1 sebagai berikut : 

Gambar: 3.1
 

Desain Penelitian
 

PermasalaUD PeDelitiaD 
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Desain penelitian dalam penelitian kualitatif memegang peranan penting, 

karena kebenaran ilmiah yang ditemukan dalam penelitian kualitatif adalah hasil 

pemaknaan dan suatu proses penelitian sesuai logika penelitian yang dibangun, 

dalam penelitian kualitatif, proses penelitian merupakan sesuatu yang lebih penting 

dibanding dengan hasil yang diperoleh. Karena itu peneliti sebagai instrumen 

pengumpul data merupakan satu prinsip utama. Hanya dengan keterlibatan peneliti 

dalam proses pengumpulan data, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 

Dengan demikian penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis dan gambar-gambar atau rekaman Iisan dan orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati yang outputnya adalah makna dibalik realitas. 

Karakteristik penelitian kualitatif adalah mendasarkan diri pada analisis 

induktif yaitu fenomena khusus kepada konsep umum yang didasarkan minat 

peneliti, seperti dikatakan Prasetya Irawan (2010), bahwa : "Fokus adalah obyek 

yang menurut peneliti paling menarik, paling bermanfaat, paling menantang untuk 

diteliti (the object of interest dan peneliti). Fokus juga mengandung makna sesuatu 

yang unik dan terbatas. Peneliti tidak meneliti segalanya tetapi peneliti memilih 

sesuatu dan sesuatu yang lebih besar". 

Fokus merupakan ketertarikan terhadap sebuah objek yang akan diteliti, 

kemudian juga fokus ada1ah untuk kepentingan dan kelengkapan proses dan prosedur 

penelitian kualitatif, maka perlu lebih mengkonsentrasikan terhadap fenomena 

khusus sebagai bagian integral fenomena yang diteliti. Untuk itu fokus dapat 

diartikan sebagai sebuah batasan masalah, yang berisi pokok masalah yang bersifat 

khusus. Fokus masalah atau pembawsan masalah dalam penelitian kua1itatif 

menurut Lexi J Moleong (20 II) adalah sebagai berikut : 

"Pertama Penelitian tidak dimulai dan suatu yang vakum atau kosong, implikasinya 

bahwa peneliti harus bertumpu pada fokus. Hal ini memungkinkan adanya acuan 

teori dan suatu penelitian, 
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Kedua Fokus pada dasamya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman 

peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah 

ataupun kepustakaan lainnya, apabila peneliti merasakan ada masalah, seyogyanya ia 

mendalami kepustakaan yang relevan sebelum terjun ke lapangan. Dengan fokus 

peneliti akan tahu persis data yang perlu dikumpulkan dan yang tidak perlu 

dikurnpulkan. Ketiga ,Tujuan penelitian pada dasarnya adalah memecahkan masalah 

yang telah dirumusknan. Implikasinya masalah perlu dirumuskan terlibih dahulu, 

keempat, Masalah yang berturnpu pada fokus yang ditetapkan bersifat tentatif, dapat 

dirubah sesuai dengan situasi latar penelitian..." 

Untuk itu, penelitian ini berfokus pada Konflik yang terjadi dalam 

Pembahasan Peraturan Daerah (perda) Nomor 2 Tahun 201 I Tentang Pengendalian 

Peredaran dan Penertiban Minurnan Beralkohol. Untuk itu penelitian dimulai dari 

gejala-gejala yang terjadi sejak dari Perencanaan, Persiapan, Penyusunan, 

Perumusan, Pembahasan, Penelapan, Pengundangan dan Penyebarluasan. Bagai 

mana konflik tersebut terjadi, Apakah konfliks yang terjadi tersebut termasuk jenis 

konfliks yang fungsional ataukah konfliks yang disfungsional (Robbins), selanjutnya 

apabila dilihat dari pihak yang terlibat dalam konflik tersebut maka termasuk konflik 

yang bagaimana, Apakah konflik yang bersifat pribadi, apakah konflik antar 

individu, apakah konflik antar individu dalam kelompok, apakah konflik antar 

kelompok dalam organisasi yang sarna, apakah konflik antar organisasi, ataukah 

konflik antar individu antar organisasi yang berbeda (Stoner dan Freemen). Peneli 

juga akan melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konfliks tersebut 

(Robbins) dan selanjutnya penelitian juga dilakukan terhadap Bagaimanakah 

tangapan fraksi-fraksi yang merupakan suatu kekuatan politik Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur, apakah dapat berfungsi 

secara maksimal pada saat pembahasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20Il 

Tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban Minurnan Beralkohol di Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 
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B. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Amirin (1986) merupakan seseorang atau sesuatu 

mengenai yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Menurut Suharsimi 

Arikonto (1989) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang 

tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam 

sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada 

subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang peneliti akan amati. Kesimpulan 

dari kedua pengertian diatas subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme 

yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data 

penelitian. 

Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan 

istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan 

peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Subyek dalam 

penelitian ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Kotawaringin Timur dan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Timur. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah sebagai berikut : 

I. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

a. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. 

b. Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. 

c. Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. 

d. Sekretaris DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. 

2. Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (30 orang. sebagai responden) 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 

a. Kepala Dinas Perindutrian dan Perdagangan. 

b. Kapala Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 

c. Kapala Sub Bagian Perundang-undang Sekratariat Daerah. 

Dengan demikian maka jumlah subjek dalam penelitin ini sebanyak 38 orang yang 

terdiri dari 30 orang responden dan 8 orang narasumber. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41645.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



112 

C. Iostrumeo Peoelitiao. 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan data sekunder. Data sekunder 

diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dari basil wawancara, 

mengedarkan angket dan studi dokumentasi pada Dewan PelWakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Timur. Wawancara dilakukan dengan informan yang benar-benar 

mengetahui bagai mana terjadinya konflik dalam pembahasan Peraturan Daerah 

(perda) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban 

Minuman Beralkohol dan Bagaimanakah kekuatan politik Dewan PelWakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Fraksi-fraksi dapat 

berfungsi seeara maksimal. 

D. Prosedur Peollumpulao Data 

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah 

ditetapkan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan 

didukung dengan mengedarkan kuisioner, menurut Moleong (2011) bahwa, 

"wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

telWawancara (interviev) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu." 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dengan 

mengunakan pedoman wawancara. 
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1. Wswsocara 

Peneliti akan melakukan wawaneara seeara mendalam dengan narasumber 

(key information) untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan key 

inforrnan dipilihkan orang-orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai 

serta terlibat langsoog dengan permasalahan yang diteliti. Key informan yang 

bersinggoogan langsoog dengan Konflik yang terjadi dalam Pembahasan 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahoo 2011 Tentang Pengendalian 

Peredaran dan Peneniban Minuman Beralkohol adalah, Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 

orang yang memimpin rapat pembahasan Raneangan Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2011 Tentang Pengendalian Peredaran dan Penenihan Minuman 

Beralkohol, Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur adalah orang yang memimpin 

pembahasan awal Raneangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahoo 20 II Tentang 

Pengendalian Peredaran dan Peneniban Minuman Beralkohol sebelurn 

Rencangan Perda tersebut diserahkan kepada Badan Musyawaran untuk 

dilakukan penjadwalan pembahasan, Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan adalah orang atau Instansi yang menjadi inisiator penyusooan 

Rancangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengendalian 

Peredaran dan Peneniban Minuman Beralkohol, Kepala Bagian Hukum 

Sekrataris Daerah adalah orang atau bagian yang bertanggoogjawab alas 

kesesuaian antara produk hukum daerah dengan peraturan yang diatasnya, 

Kepala Sub. Bagian Perundang-oodangan Sekretaris Daerah adalah orang atau 

bagin yang seeara tehknis mengatahui tetaurutan peraturan perundang­

oodangan. Pemberian pertanyaan dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai 

dengan perkembangan keadaan di lapangan. 
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2. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mengunakan dan 

mempelajari dokumentasi dan arsip-arsip atau catatan, foto, tabel maupun peta, 

tempat dijadikan penelitian, dimana dengan dokumentasi yang ada dapat 

memberikan gambaran tentang keadaan daerah penelitian. Penulis dalam 

melakukan penelitian dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian, Bagaimanakah kekuatan politik Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Fraksi-fraksi 

dapat berfungsi secara maksimal dalam pembahasan Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahoo 2011 Tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban Minurnan 

Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur, selain itu dokumentasi juga 

penulis lakukan dengan mengedarkan angket (kuisioner) guna memperJruat data 

primer, kepada 30 Orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Kotawaringin Timur, yang adalah orang yang mengalami secara 

langsung bagai mana kekuatan politik yang ada di lembaga Dewan mampu 

merubah sebuah keputusan. 

E. Analisis Data 

Dalam melakukan penelitian deskriptif, melakukan analisis hanya sampai 

pada tahap deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan falda secara sistematik, 

sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Tampa melakukan pengujian 

antar variahle melalui pengujian hipotesa karena dalam penelitian ini tidak 

mengunakan hipotesa. Data yang telah diambil atau dikumpulkan dari hasil 

wawancara dan angket atau kuesioner, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan 

ruang lingkup penelitian. Setelah itu data akan dilakukan analisis dengan 

memberikan penjelasan, dan tahap terakhir atau bersamaan dengan uraian data 

akan dilakukan analisis dengan memberikan deskripsi pemaparan dan bentuk 

penafsiran data. 
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Analisis data dilakukan selama maupun sesudah kegiatan lapangan, artinya 

selama peneliti berada dilapangan tidak hanya mengumpulkan data, isi intisari dari 

setiap fokus tetapi juga melakukan analisis, mengolah dan menulis laporan 

penelitian sementara. Analisis data dimulai dengan meneIaah seluruh data yang 

berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber. Setelah itu langkah berikutnya 

membuat reduksi data yang dilakukan dengan jalan menyusun abstraksi yang berisi 

intisari dari setiap fokus yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya 

dalam bentuk satuan-satuan untuk kemudian dibuat kategorisasi. Tahap berikutnya 

adalah memeriksa keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, Peneliti kemudian 

melangkah ke tahap interpretasi data dan mengolahnya menjadi laporan. 

Proses Analisis data tersebut mengikuti model analisis data Interaktif dari 

Miles dan Hubennan (1984 ) Seperti pada gambar : 

Gambar: 3.2 

Analisis Data Interaktif menurut Miles dan Hubennan 

Pengumpalan I 
Data 

I 1
Il 

PenyajiaD DataJI 

• Redab~Dam I 

J
PellJlriun 

Kesfmpalan 
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Pada penelitian ini, proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu, wawancara, angket dan 

dokumentasi yang menunjang fokus penelitian. Analisis data model interaktif 

memcangkup beberapa kegiatan, yaitu : menelaah data, pengelompokan data, 

menemukan apa yang penting sesuai dengan fokus penelitian dan mempelajari serta 

memutuskan apa yang telah dilaporkan. Penjelasan dari langkah-Iangkah dalam 

analisis adalah sebagai berikut: 

I. Pengumpulan Data 

Untuk menunjang keberhasilan dan kelancara penelitian yang dilaksanakan, maka 

sangat penting digunakan metode pengumpulan data yang baik. Maka dalam 

melakukan penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahap, adalah : 

a. Getting in (persiapan memasuki kancah penelitian) 

dalam tahapan ini peneliti terlebih dahulu menyiapkan berbagai hal yang 

diperlukan dalam proses pengumpulan data, baik kelengkapan administrai, dan 

melakukan pendekatan formal dengan bertemu Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyampaikan rencana 

penelitian. 

b.	 Getting aUang (ketika berada di lokasi penelitian) 

peneliti berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan subyek 

penelitian, karena peneliti berupaya untuk memperoleh informasi yang 

sebanyak-banyaknya. Maka dalam hal ini peneliti tidak boleh mengarahkan 

atau melakukan intervensi terhadap subyek penelitian. 
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c.	 Logging data (saat pengumpulan data) 

POOa tahap ini dilakukan Wawancara dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disusun dengan menggunakan tape recorder, karnera dan 

juga mengedarkan angket (kuesioner) serta melakukan kajian pustaka terhOOap 

teori pendukung lainnya, dokumen, dan arsip. 

2. Reduksi Data 

Dalam proses ini data dipilah-pilah dan disederhanakan, sedangkan data yang 

tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam menampilkan, 

menyajikanya dan menarik kesimpulan sementara. Dalam prakteknya, peneliti 

mengelompokan data sesuai dengan fokus penelitian, misalnya tentang data 

profil kabupaten, profil kantor Sekretariat DPRD dan sebagainya. 

3. Penyajian Data. 

Data yang telah dipilah dan disisihkan diatur rnenurut kelompok data serta 

disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan selaras dengan 

kerangka yang digunakan, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh pada 

saat data direduksi. Dalam penyajian data peneliti mengelompokan secara 

sistematis sesuai dengan urutan fokus penelitian. 

4. Menarik Kesimpulan 

Proses untuk menyusun suatu deskripsi mendalam dari kategori-kategori data 

yang akan dan disajikan untuk menuju pOOa kesimpulan akhir yang mampu 

menjawab permasalahan penelitian. 

Keseluruhan langkah tersebut diarahkan untuk membangun teori 

berdasarkan data (grounded Theory), yaitu suatu teori yang diperoleh melalui suatu 

studi terhOOap fenomena yang mewakilinya. Karena itu teori ini lalu diketemukan 

(discovered), dikembangkan (developed), dan di uji secara profesional 

(provisionally verified) melalui pengumpulan data yang sistematik dan analis data 

yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti (Strauss dan corbin,l997 ) 
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Pengumpulan data, analisis dan leori yang dibangun saling berkaitan erat satu sarna 

lain dalam hubungan limbal balik. 

Berdasarkan hal ini, maka dalam penelitian ini langkah-Iangkah penelitian 

dimulai dengan mengumpulkan infonnasi terlebih dahulu sebelum 

mengembangkan suatu teori atau membandingkan pola-pola yang ditemukan 

dengan teori-teori yang ada sebelumnya. HasH penelitian ini kemudian 

disempumakan dengan penyusunan proposisi sebagai bagian akhir dari kegiatan 

penelitian. Proposisi dibangun berdasarkan data dan analisis data. 
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BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dari keseluruhan pembahasan dan uraian yang sangat sederhana mengenai 

Kontlik Dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengendalian 

Peredaran dan Penertiban Minuman Beralkohol (studi Kasus di Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten kotawaringin Timur), maka pada bagian akhir ini 

penulis akan menyampaikan Simpulan dan Saran. 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan 

dalam Bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

I.	 Konflik yang terjadi dalam pembabasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahoo 

20 II tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban Minuman Beralkohol, 

pada awalnya merupakan konflik antar individu dalam organisasi yang 

berbeda, namun harus dipahami bahwa, individu yang berbeda pendangan dan 

pemeharnan tersebut berada dalam organisasi, jadi secara organisatoris individu 

tersebut adalah bagian dari organisasi, maka dapatlah kita katakan bahwa apa 

yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh individu tersebut merupakan 

kepanjangan tangan atau mewakili dari apa dan bagai mana pendapat organisasi 

dimana individu tersebut bewmaoog. Oleh sebab itu tidak bisa kita pungkiri 

bahwa sesungguhnya konflik yang terjadi dalam pembahasan perda nomor 

2 tahun 20II tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban Minuman 

Beralkohol, adalah merupakan konflih antar organisasi. Dalam dooia politik 

konflik dalam organisasi politik itu merupakan retorika politik saja, justru 

dengan adanya konflik tersebut maka organisasi politik tersebut menjadi hidup, 

hal tersebut wajar terjadi di dalam lembaga politik, dimana masing-masing 
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pihak mempertahankan pendapat dan pemahamannya baik itu secara individu 

maupun secara organisasi. Dimana masing-masing individu dalam wadah 

organisasi partai politik ingin menujukan bahwa mereja "sangat gigih" 

rnemperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang diamanahkan 

kepada mereka sebagai wakil rakyat, yang pada intinya mereka telah beljuang 

secara maksimal membela kepentingan masyarakat. Konflik yang terjadi dalam 

pembahasa perda perda nomor 2 tahun 2011 tentang Pengendalian Peredaran 

dan Peneniban Minuman Beralkohol, apabila kita Iihat dari hasil yang dicapai 

oleh konflik tersebut, maka konflik yang terjadi tersebut adalah jimgsional, 

hal ini dapat kita buktikan dengan dampak konflik tersebut terhadap kinelja, 

walaupun kurang memuaskan bagi individu namun membawa manfaat bagi 

kelompoh atau organisasi (Robbins). Tentu untuk menyelesaikan konfil sepeni 

ini seorang pimpinan rapat hams mampunyai kemampuan dan kepiawaian sena 

rnempu melakukan komonikasi politik yang baik untuk rnenyelasaikannya, 

apakah melalui mekanisme penyelasaian dengan musyawarah mufakat atau 

dengan menggunakan kekuatan-kekuatan politik yang ada di lembaga Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau melalui lobi-lobi politik sena dengan 

jalan terahir adalah Voting. 

2. Kekuatan pilotik yang dimiliki oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) adalah berada pada tataran ; 

a.	 Seberapa banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari 

penai politik pesena pemilihan umum yang berhasil duduk manjadi anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pertai politik pemenang. 

b.	 Apabila tidak ada panai politik yang dominan (anggotanya banyak) maka 

mereka akan melakukan kualisi untuk dapat memenangi penarung, sehingga 

dengan demikian rnereka mempunyai kekuatan. 
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c. Setiap orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah pasti 

memiliki masa (pendukung) yang barasal dari berbagai elemen masyarakat, 

dan kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berada di 

lembaga legislatif itu karena dukungan masyarakat, ini juga merupakan 

kekutan yang hams diperhitungkan dalam pengambilan keputusan politik. 

Dengan jumlah anggota yang bayak mereka bisa dan mampu bersaing dalam 

pengambilan keputusan, sementara kekuatan yang mereka miliki yang berasal 

dari organisasi partai politik juga sangat bepengaruh, semakin besar partai 

politik yang mendukung mereka, maka semakin besar pula kekuatan yang 

mereka genggam, tidak cukup sampai disutu, kekuatan setiap anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tidak kalah hebatnya adalah berasal 

dari dukungan masyarakat yang sudah menghantarkan mereka sampai ke 

lembaga legislatif. Namun sangat disayangkan, masih banyak anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur yang 

kurang menyadari akan kekutan yang mereka miliki tersebut, mereka lebih 

terbelanggu dengan kepentingan-kepentingan sesat, a1ih-alih membela 

kepentingan masyarakat, namun dibalik kesemuanya itu mareka mempunyai 

maksud dan tujuan tertentu, jadi dapat kami katakan bahwa, kekuatan politik 

yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur yang sangat besar tersebut masih 

belum mampu digunakan secara maksimal, maka dengan demikian kekutan 

politik tersebut belum mampu dijalankan oleh fraksi-fraksi secara maksimal 

dalam setiap pengambilan keputusan. 
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2. Saran. 

Dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Badan Legeslatif 

Daerah, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

I. Kepada	 Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, guna 

meminimalisir terjadinya perdebatan-perdebatan panjang dan konflik pada 

waktu pembahasan rancangan peraturan daerah, maka dalam proses 

pembentukannya diharapkan henar-benar memperhatikan amanat dari 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 20 II tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan tahapan-tahapan proses 

pembentukannya, yang dimulai dari Perencanaan dan diahkhiri dengan 

pengundangan dan penyebarluasan peraturan daerah tersebut, serta dengan 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakay untuk dapat 

ikut terlibat secara langsung dalam penyusunan sebuah peraturan daerah. 

2.	 Kepada Pimpinan Partai Politik paserta Pemilihan Umum, diharapkan terlebih 

dahulu mempersiapkan kader-kader Partainya dengan I1mu Pengetahuan di 

bidang Kepemerintahan, Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

dan pendidikan politik hal ini semestinya dilaksanakan secara terus menerus 

dan berkesinambungan, sehingga ketika para kader pertai politik ini bisa duduk 

menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mereka sudah 

mengerti dan memahami apa yang menjadi tugas, tanggungjawan dan 

wewenang mereka selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

sehingga ketika akan dilaksanakan Pembahasan terhadap sebuah Rancangan 

Peraturan Daerah atau sebuah Kebijakan Daerah dengan Tim Eksekutif yang 

mernang sudah siap dan berpengalaman, mereka mampu untuk 

mengimbanginya. 
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3. Kepada Pimpinan	 Dewan PelWakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Kotawaringin Timur, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada 

seluruh anggota Dewan PelWakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Kotawaringin Timur, untuk dapat melaksanakan hak-haknya sebagai lembaga 

legislasi daerah, terutama dalam hak untuk mengusulkan Rancangan Pereturan 

Daerah, dimana selama ini hampir belum pemah dilakukan, maka untuk 

maksud tersebut perlu didukung dengan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 

Anggran yang memadai serta perlu dibekali dengan Bimbingan Teknis tentang 

bagai mana merancang sebuah Produk Hukum Daerah, (legal dmfting). 
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PEDOMAN WAWANCARA
 

Infonnasi yang ingin diketahui dari Ketua dan Wakil - Wakil Ketua, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timnr sebapi 

penanggungjawan Proses Pembabasan Raneangan Peraturan Daerah tentang 

Minuman Beralkohol. 

I. Dengan Pimpinan DPRD. 

1. Dalam Pidato Pengantar Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur didalam Rapar 

Paripurna ke-13 Masa persidang I tanggall8 April 2011, menyampaikan ada 

13 buah Rancangan Peraturan Daerah, yang salah satu diantaranya adalah 

tentang Minuman Beralkohol, bagaimana tanggapan Fraksi-fraksi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

2. Dalam PelDllDdangan Umum Fraksi,	 rata-rata meminta dari 13 Rancangan 

Peraturan Daerah yang disarnpaikan oleh Bupai, maksimal 6 (enam) saja yang 

akan dibahas. Yang menjadi a1asan Fraksi, sehingga kurang mernberikan 

respon terhadap 13 Rancangan Peraturan Daerah yang disarnpaikan Bupati 

untuk mernbahasnya. 

3. Sepertinya terjadi Konflik yang sangan hebat dalam pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah, dari 5 (lima) hari waktu yang disiapkan oleh Badan 

Musyawarah, hanya mampu menghasilkan I (satu) buah Rancangan Peraturan 

Daerah yang dibahas dan yang pada akhirnya disepakati. Konflik sepeti apa 

yang terjadi. 

4.	 Kalau terjadi konflik, yang merupakan perbedaan pendangan, perbedaan 

pemahaman, bahkan perbedaan kepentingan, di internal DPRD maupun dengan 

pihak lain (eksternal) DPRD, cara penyelasaiannya. 

5.	 Kekuatan politik adalah, Kemampuan yang dirniliki olah seseorang sebagai 

politisi, maupun kelompoknya dalam wadah Partai politk untuk mernpengaruhi 

pengambilan keputusan, apakah kekutan politik mampu menyelesaikan 

konflik tersebut. 

6. Kalau terjadi konflik seperti ini, bagai mana Pimpinan Menyelesaikanya. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41645.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Informui yang ingin diketahui dari Ketua dan Sekretaris Hadan Legislasi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai alat 

Kelengkapan Dewan yang bertanggung jawab atas Pembahuan Raneangan 

Peraturan Daerah tentang Minuman BeralkohoL 

1.	 Fasilitas yang dimiliki oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. 

2. Kemampuan Anggota	 Badan Legislasi dalam menyusun dan membahas draft 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 

3. Mekanisme	 dan proses kerja Badan Legislasi dalam pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah. 

4. Kemampuan	 Badan Legislasi mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya 

5. Kemampuan Anggota Badan Legilai dalam memenuhi target pembentukan	 dan 

pembahasn Peraturan Daerah (Perda) seperti yang sudah dibahas dan ditetapkan 

dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk tahun 201 I. (kalau ada Prolegda) 

6. Kemampuan	 Badan Legislasi dalam mengelola terjadinya konflik pada saat 

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. 

7. Peda	 saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol 

bagai mana Badan Legeslasi mengatasi konflik yang terjadi. UNIV
ERSITAS TERBUKA
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PEDOMAN WAWANCARA
 

Informasi yang ingin diketahui dari Kepala Din.. Perindusterian dan 

Penlagangan Kebupaten Kotawaringin Timur, sebgai iDilliator pembentukan 

Penla Nomor 2 Tahun 2011 tentang PengendaJin Peredaran dan Penertiban 

Minuman BeralkohoL 

1.	 Alasan yang mendasari mengapa Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

menyusun dan membuat DrafRancangan Peraturan Daerah t
 

entang Minuman Beralkohol.
 

2.	 Yang menjadai dasar Hukum atau rujukan menyusun dan membuat Oraf 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol. 

3. Bagaimana dengan tahapan Penusunan Reperda tersebut.
 

Identifikasi isu dan masalah.
 

Landasan Hukun
 

Penyusunan Naskah Akademiknya.
 

Penulisan Perda Tersebut.
 

Penyelenggaraan Konsultasi publuk.
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PEDOMAN WAWANCARA
 

Informasi yang ingin diketahni dari Kepala Bagian Hnkum dan Kepala Snb 

Bagian Perundang-undang Sekreatariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, 

sebgai Penanggungjawab Proses pembentukan Perda Nomor 2 Tabun 2011 

tentang Pengendalin Peredaran dan Penertiban Minuman BeralkohoL 

I.	 Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah memiliki 

Program Legislasi Daerah (prolekda) 

2. Dalam	 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Minuman 

Beralkohol, yang merupakan inisiatif dari Dinas Perinduterian dan 

Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur, apa sudah sesuai dengan 

kaidah-kaidah pembentukan sebuah Produk Hukum Daerah. 

3.	 Bagaimana dengan Naskah Akademik yang merupakan kajian keilmuan 

terhadap pembentukan sebuah Peraturan Daerah sudah seuai dengan standar 

penyusunannya. 

4. Sebelun disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 

Legeslalif apa sudah dibahas dan dikaji oleh Tim Pemerintah Daerah 

(Ekse/culif) . 

5.	 Dalam pembahasan oleh Pemerintah Daerah, apa melibatkan Badan Legislasi 

Daerah. 

6.	 Rancangan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol, apa memeng 

merupakan program prioritas dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). 

7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Minuman Bera1kohol, ketika disampaikan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) apa sudah siap untuk 

dibahas. 
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PEDOMAN TELAAH DOKUMEN
 

1.	 Undang-Undang Nomor 5 Taboo 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah. 

2. Undang-Undang Nomor 32 Taboo 2004 tentang Pemerintah Daerah. 

3. Undang-Undang Nomor	 12 Taboo 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan. 

4. Undang-Undang Nomor	 25 Taboo 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom. 

5.	 Undang-Undang nomor 27 Taboo 2009 tentang Mejelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Taboo 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Taboo 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

8.	 Pereaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Taboo 2011 Tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah 

9.	 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 

Nomor 13/ KPTS - DPRD / X / 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. 

10. Data tentang daftar draft Rancangan Peraturan Daerah Taboo 2010 dan 2011. 

I1.Laporan rapat dan	 dokumen rapat (Risalab) pembahasan Rancangan Peraturan 

Daerah No.2 Taboo 2011 tentang Pengendalian Peredaran dan Penertiban minuman 

beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur. 
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KODING DATA
 
BASIL WAWANCARA.
 

1. Yang menjadi alasan pembentukan perda Nomor 2 Taboo 2011 : 
- Merupakan kewenangan daerah ootuk mengatur. 
- Perda sebelumnya sudah tidak sesuai lagi. 
- Peredaran minuman beralkohol sudah meresahkan masyarakat. 
- Berakibat pada meningkatnya angka kriminaliras. 
- Peredaran minuman beralkohol harus ditertipkan. 
- Diatur dengan zona-zona penjualan. 
• Untuk penertiban harus memiliki payung hukum. 

2. Yang menjadi dasar hukum pemhentukan perda nomor 2 taboo 20II : 
- UU nomor 32 taboo 2004. (pemerintab Daerah). 
- UU nomor 6 taboo 2009. (Kepariwisataan) 
- UU nomor 36 taboo 2009 (Kesehatan) 
- Permendagri nomor 43/M-DAGIPER/9/2009 (Minuman beralkohol). 

3. Yang berkaitan dengan persiapan pembentukan perda nomor 2 taboo 20 II: 
• Tidak ada disusoo Naskah Akademik.
 
- Tidak dilakukan konsultasi publik.
 
- Tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.
 
- Untuk mengganti perda yang dibatalkan Kemendagri.
 
- Sudah dibahas di internal Eksekutuf.
 
- Perda yang prioritas.
 
- Disampaikan ke DPRD ootuk dibahas.
 

4. Yang menjadi tanggapan fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati : 
- Memang beragam. 
- Adanya keresahan di masyarakat terhadap peredaran minuman beralkohoI. 
- Pembatasan berdamya minuman beralkohol. 
- Minuman Beralkohol ada kelasnya ( A, B, C ) 
- A, dan B dilarang beredar titangan masyarakat. 
- C, tidak beredar di sembarang tempat. 
- Peredaran moouman beralkohol bisa diawasi. 
- Produksi rumahan dilarang beredar. 
- Kesehatan dan kadar alkoholnya tidak teljamin. 
- Mengurangi kriminalitas. 
- Mendatangkan manfaat bagi Daerah. 

5. Mesalab mengapa dari 13 perda yang disampaikan, disepakati dibahas 6 (enam) saja 
• Ada beberapa perbaikan
 
- Keterbatasan waktu.
 
- Melihat orgensinya.
 
- Berbarengan dengan pembahaS"n RAPBD.
 
- Kesiapan dari Badan Legislasi
 
- Raperda yang dibahasa (6 buah tersebut) perlu secepatnya disyahkan.
 
- Raperda yang sisa supaya diajukan lagi
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6. Mesalah mengapa dari 6 perda yang disepakati dibahas cuma selesai I (satu) saja 
- Tidak dilampirkan Naskah Alcademik 
- Tidak ada kesiapan Eksekutif. 
- TeJjadi konflik dalam pembabasan , 

- Masih ada hal-hal yang belum rampoog. 
- Pembahasan menjadi tidak efektif. 
- Bila dipaksakan dikuatirkan berdampak kepada masyarakat. 
- Menyesuaikan dengan kebutuhan Daerah. 
- Pada akhirnya yang dibahas adaIah raperda minuman beralkohol. 

7. Fasilitas yang dimiliki oleh Badan Legislasi : 
- Fasilitas Fisik dan Nonfisik. 
- Fasilitas fisik sudah memadai. 
- Fasilitas Nonfisik masih sangat kurang (minim). 
- Tenaga ahli belum ada 

8. Kemampuan Badan Legislasi : 
- Sangat baik (yang sekarang baru 2 tahoo) 
- Baik pemikiran dan kesediaan ootuk menghadiri setiap rapat pembahasan. 
- Memanfaatkan kondisi (sumber daya dan dana yang ada). 
- Selama 2 tahunini bisa menghasilkan 8 buah Perda InisiatifDPRD. 
- Perdebatan dalam pembahaS8D raperda itu wajar. 

9. Yang berlcaitan dengan konflik pembahaS8D perda Minuman Beralkohol 
- Memang terjadi konflik dalam pembahasan reperda tersebut. 
- Raperda tersebut adaIah prioritas. 
- TeJjadi perdebatan hebat terhadap judul dari perda tersebut. 
- TeJjadi perubahan pada judul raparda. 
- Dari Pelarangan menjadi Pengendalian. 
- Berkaitan dangan adat dan budaya daerah. 
- Mewajibkan minum baram pada acara adat tertentu. 
- Terjadi perdebatan dalam pembahasan. 
- Konflik antara fraksi dengan anggota baleg. 
- Konflik dengan pemahaman masyarakat yang hadir dalam pembahasan. 
- Mesyarakat meminta agar baram diperbolehkan beredar. 
- Hanya pada saat acara itu berlangsoog. 
- Mengakibatkan pembahasan menjadi panjang. 
- Menandakan ada perhatian yang serius ootuk membahasnya 
- Konflik pada redaksional dari raperda tersebut. 
- Dimaksudkan tidak terjadi multi tafsir. 
- Perda tersebut benar-benar tepat sasaran. 
- Pada akhirnya keinginan masyarakat adat dapat diakomodir. 

10. Yang berkaitan dengan Kekuatan politik ootuk menyelesaikan konflik : 
- Sudah pasti itu. 
- Sangat berpengaruh sekali. 
- Bisa ia, bisa tidak. 
- Ia (kalau mekanisme voting). 
- Tidak (kalau mekanisme mufakat). 
- Kemampuan ootuk menyelesaikan sendiri. 
- Kemam uan seseoran berkomonikasi Iitik. 
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• DPRD adalah lembaga politik.
 
- Kerena DPRD adalah wakil rakyat.
 
- Dalarn rangka memenuhi keinginan dan harapan rakyat.
 
- Menjaring aspirasi masyarakat.
 
• Disinilah kekuatan politik itu. 

II. Yang berkaitan dengan cara atau makanisme menyelasaikan konflik oleh Pimpinan : 
- Rapat diskor (dihentikan beberapa lama). 
- Rapat setengah kamar. 
- Rapst Unsur pimpinan (Pimpinan Faksi, Komisi dan Badan) 
• Memberikan pengertian dan pemehaman atas perbedaan tersebut. 
• Untuk menyepakati perbedaan pandangan (musyawarah).
 
- Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar saja
 
- Adajuga kekutan politik.
 
• Rapat kembali ( mekanisme lobi-lobi antar Fraksi).
 
- lalan terahir adalah Voting.
 

12. Yang berkaitan dengan Penyebarluasan dan Sosialisasi perda nomir 2 taboo 2011: 
- Setelah ditetapkan oleh Legislatifdan Eksekutif. 
- Dilakukan Evaluasi dan sinkronisasi ke Biro Hukum Provinsi. 
- Ditetapkan dan dioodangkan dalam lembaran daerah. 
- Sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. 
- Dengan memanfaatkan sumber dana dari Bagian Hukum Setda Kotim. 
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PEDOMAN KUISIONER
 

Pertanyaan ini diajukan kepada Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(OPRD) Kabupaten Kotawaringin Tirnur. kecuali Ketua dan Wakil Ketua serta Ketua 

Badan Legislasi. 

1.	 Yang Terhormat Angggota DPRD Kotirn barapa usia / umur bapak/ibu, 

A. Kurang dari 30 Taboo. C. Antara 40 sid 50 Taboo. 

B. Antara 35 sid 40 Taboo. D. Diatas 50 Taboo. 

2.	 Yang Terhormat Anggota DPRD Kotirn pendidikan bapak/ibu. 

A. SMA Sederajat.	 C. Sarjana (Sl) 

B. Akedemi (03).	 D. Pasca Sarjana (S2). 

3.	 Berapa periode bapak/ibu menjabat sebagai anggota DPRD. 

A. Satu Periode.	 C. Tiga Periode. 

B. Dua Periode.	 D. Lebih dari tiga Periode. 

4. Yang Terhormat Anggota DPRD kedudukan bapak/ibu dalam partai politik. 

A. Ketua DPC.	 C. Anggota. 

B. Pengurus.	 D. Sirnpatisan. 

5.	 Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa UU Nomor 32 Taboo 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah sudah ditetepkan, yang menjadi landasan pelaksanaan 

fungsi dan tugas DPRD. 

A. Sangat Mengetahui. 

B. Mengetahui. 

6.	 Apakah bapak/ibu mengetahui 

bapak/ibu sebagai anggota DPRD. 

A. Sangat Mengetahui 

B. Sudah Mengetahui 

C. Kurang Mengatahui. 

D. Tidak Mengetahui. 

atau mengerti tugas dan tanggungjawab 

C. Cukup Mengetahui. 

D. Kurang Mengetahui. 

7.	 Kalau sudah mengetahui, dari mana bapak/ibu mengetahuinya. 

A. Dati Kursus dan Diklat.	 C. Dati Anggota Partai Politik 

B. Membaca Buku-buku.	 D. Dati Pendidikan Politik. 
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8.	 Kapan BapakJibu mengatahui dan memahami tugas dan tanggungjawab anggota 

DPRD. 

A. Ketika sudah Menjadi Anggota DPRD. C. Ketika masih sekolah. 

B. Ketika masih menjadi anggota ParpoI. D. Ketika menjadi Celeg. 

9.	 Apakan bapakJibu mengetahui dan mengerti tentang UU Nomor 10 Tahoo 2004 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-oodangan. 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui	 D. Kurang Mengetahui. 

10. Apakah bapak/ibu mengerti dan mengetahui bahwa telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahoo 2011 Tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah. 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui.	 D. Kurang Mengetahui. 

11. Salah satu tugas DPRD adalah Legislasi, apakah bapakJibu mengetahui apa yang 

dimaksud dengan Legeslai. 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui.	 D. Kurang Mengetahui. 

12. Apakah bapakJibu mengetahui bagai mana proses penoojukan anggota Badan 

Legislasi pada DPRD. 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui.	 D. Kurang Mengetahui. 

13. Apakah bapakJibu mengetahui apa tugas dan tanggungjawab Badan Legislasi 

DPRD. 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui.	 D. Kurang Mengetahui. 

14. Tugas dan tanggungjawan Badan legislasi adalah, membentuk Peraturan Daerah 

(perda), apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana Tehnik pembentukan Perda. 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui.	 D. Kurang Mengetahui. 
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15.	 Darimana Bapak/ibu mengetahui Tehnik pembentukan penta. 

A. Dari Kursus dan Diklat.	 C. Dari Anggota Partai Politik 

B. Membaca Buku-buku.	 D. Dari Pendidikan Politik. 

16.	 Apakah bapak/ibu mengetahui dan memehami bagaimana proses pembahasan 

Perda oleh Badan Legislasi. 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Sudah mengetahui	 D. Kurang Mengetahui. 

17.	 Apabila bapak/ibu sebagai anggota Badan Legislasi, apakah bap/ibu pernah ikut 

dalam pembabasan Perda. 

A. Pernah lebih dari 5 Kali.	 C. Pernah I sid 2 Kali. 

B. Pernah 3 sid 5 Kali.	 D. Tidak Pernah. 

18.	 Apakah bapak/ibu mengetahui kalau Pemerintah Daerah (Eksekutif) pernah 

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran dan 

Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur. 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Sudah mengetahui	 D. Kurang Mengetahui. 

19.	 Apabila bapak/ibu mengetahui, dari mana bapak/ibu mengetahuinya. 

A. Pada Saat Rapat Paripurna.	 C. Dikasih tau Faksi. 

B. Dari anggota Baleg.	 D. Dari Sekretaiat DPRD. 

20. Apakah bapak/ibu pernah membaca dan mempelajari, rancangan Perda yang 

diajukan oleh pihak Pemerintah Daerah (Eksekutif) tersebut. 

A. Pernah lebih dari 5 Kali.	 C. Pernah I sid 2 Kali. 

B. Pernah 3 sid 5 Kali.	 D. Belum Pernah. 

2\.	 Kalau bapak/ibu pernah mambaca dan mempelajarinya, menurut bapak/ibu 

bagaimana dengan rancangan penta tersebut. 

A. Sangat Baik.	 C. Cukup Baik. 

B. Baik.	 D. Kurang Baik. 
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22. Menurut	 bapak/ibu apakah Rancangan Peraturan Daerah tersebut memeng 

diperlukan oleh masyarakat. 

A. Sangat Diperlukan.	 C. Cukup Diperlukan. 

B. Diperlukan.	 D. Kurang Diperlukan. 

23. Sebelum	 Fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umumnya, apakah 

Rencangan Perda tersebut sudah dibahas di tingkat intemal Partai. 

A. Dibahas oleh anggota Partai Politik 

B. Dibagas oleh Pimpinan dan Sekretaris Partai saja 

C. Tidak pernah dibahas oleh anggota Partai Politik. 

D. Diserahkan kepada Staf ahU Partai Politik saja. 

24. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana pendapat fraksi atas	 Raperda yang 

diajukan oleh Pemerintah Daerah (Eksekuti) tersebut. 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui	 D. Kurang Mengetahui 

23. Apabila bapak/ibu mengetahui. Bagai mana pendapat fraksi-fraksi. 

A. Semua Fraksi menerima.	 C. Ada Fraksi yang menolak. 

B. Semua Fraksi menerima dengan catatan. D. Semua Fraksi menolak. 

24.	 Pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, apakah bapak/ibu 

mengetahui bagaimana proses pembahasannya 

A. Sangat Alot.	 C. Cukup alot. 

B. Alot	 D. Tidak alot. 

25. Apabila bapak/ibu sebagai anggota Badan Legislasi, apakah bapak/ibu	 aktif 

daiam pernahasan perlJa tersebut. 

A. Aktif Sekali.	 C. Cukup Aktif 

B. Aktif.	 D. Kurang Aktif. 

26.	 Apakah bapak/ibu pernah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan dan 

penyempumaan Raperda tersebut. 

A. Pemah lebih dari 5 kali. C. Pemah I sid 2 kali. 

B. Pemah 3 sid 5 kali. D. Tidak Pemah. 
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27. Dalam penyampaian	 saran dan pendapat tersebut, apakan bapak!ibu merasa 

menyalurkan aspirasi dari masyarakat. 

A. Selalu menyalurkan aspirasi masyarakat. 

B. Sudah menyalurkan aspirasi masyarakat. 

C. Belum menyalurkan Aspirasi masyarakat. 

D. Tidak menyalurkan aspirasi masyarakat. 

28.	 Sebagai Angota DPRD apakag bapak/ibu sudah melakukan tetap muka baik 

dengan masyarakat dan para tokoh masyarakat serta Pemerintah Daerah guma 

menampung aspirasi mereka 

A. Sangat sering lebih dari 5 kali. C. Coop sering antara I sid 2 kali 

B. Sering antara 3 sid 5 kali. D. Tidak Pemah. 

29. Disamping	 herdialok dengan masnyarakat dan para tokoh dan Pemerintah 

Daerah, apakah bapak!ibu pemah melakukan dialoh dengan Lembaga Suadaya 

Masnyarakat (LSM). 

A. Sangat sering lebih dari 5 kali. C. Coop sering antara 1 sid 2 kali 

B. Sering antara 3 sid 5 kali. D. Tidak Pemah. 

30.	 Pada Rapat paripurna ke 13 masa persidangan I tanggal 18 April 2011 Bupati 

Kotawaringin Timur menyampaikan pidato pengantar terhadap 13 buah 

rancangan peraturan Daerah, apakah bapak!ibu mengetahuinya. 

A. Sangat mengetahui.	 C. Coop mengetahui. 

B. Mengetahui	 D. Kurang Mengetahui. 

31. Bagaimana dengan	 faraksi-fraksi pendukung Dewan, dalam pemandangan 

umumnya. 

A. Menerima.	 C. Ditunda pemahasannya 

B. Menerima dengan syrat.	 D. Menolak pembahasannya. 

32. Apakah bapak/ibu ingat, ada herapa fraksi yang menerima. 

A.I~2	 C3~4 

a2~3	 n5~~ 
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33. apakah bapalibu ingat, ada berapa fraksi yang meno/ak 

A. 1 sid 2	 C. 3 sid 4 

a2~3	 D.5~6. 

34. Apakah alasan penolakan tersebut barsifat i/miah dan rasiona/. 

A. Urniah dan Rasional	 C. Tidsak Rasional 

B. Tidak Ilmiah	 D. Kabur/tidakjeas 

35.	 Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana pembahasan Raperda tentang 

menuman beralkohoI. 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui	 D. Kurang Mengetahui. 

36. Kalau bapak/ibu mengetaui, barapa lama pembahasannya di DPRD. 

A.	 2 Han C. 4 Han 

B.	 3 Han D. 5 Han 

37.Apakah	 menurut bapak/ibu waktu yang disediakan oleh badan musyawarah 

tersebut sudah cukup. 

A. Sangat Cukup	 C. Kurang Cukup 

B. Cukup	 D. Tidak Cukup 

38.	 Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa dalam pembahasan Raperda tentang 

minuman beralkohol tersebut telah terjadi konflik. 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui	 D. Kurang Mengetahui. 

39. Apakah bapalibu mengetahui apa yang dimaksud dengan konflik. 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui	 D. Kurang Mengetahui. 

40. Apakah	 bapak/ibu mengetahui pokoh permasalahan yang menyebabkan 

terjadinya konflik tersebut 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui	 D. Kurang Mengetahui. 
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41. Kalau bapaklibu mengetahui konflik yang terjadi dalam pembahasan Raperda 

tantang Minuman Beralkohol tersebut, bagaimana pandangan bapak/ibu. 

A. Sangat Wajar C. Kurang wajar. 

B. Wajar saja D. Tidak Wajar. 

42. Apakah bapak/ibu mengatahui, bagai mana mengatasi konflik. 

A. Sangat mengetahui. C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui D. Kurang Mengetahui. 

43. Fonnulasi apa yang diambil dalam penyelesaian konflik terhadap pembahasan 

rancangan Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol tersebut. 

A. Musyawarah mufakat. C. Kekuatan politik. 

B. Voting D. Kesadaran. 

44. Dari fonnulasi tersebut diatas, menurut bapak/ibu, fonnulasi mana yang paling 

sering digunakan di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. 

A. Musyawarah mufakat. C. Kekuatan politik. 

B. Voting D. Kesadaran. 

45. Setelah Rancangan Peraturan Daerah dibahas bersama antara DPRD dengan 

Pemerintah Daerah (Eksekutif), apakah bapk/ibu mengetahui tahapan 

selanjutnya. 

A. Sangat mengetahui. C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui D. Kurang Mengetahui. 

46. Dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan basil rapat kerja Badan Legeslasi 

dengan pihak Pemerintah Daerah (Eksekutif), apakah bapak/ibu mengerti dan 

mengetahui tentang poin-poin apa saja yang menjadi perhatian dan perlu 

diadakan perbaikan. 

A. Sangat mengetahui. C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui D. Kurang Mengetahui 
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47. Pada saat fraksi-fraksi akan mempersiapkan pendapat atau pandangannya 

terhadap hasil kelja Badan legislasi dengan Pemerintah Daerah (Eksekutif) 

apakah ada perbabasan lagi di internal partai politik. 

A. Dibahas oleh anggota Partai Politik 

B. Dibagas oleh Pimpinan dan Sekretaris Partai saja. 

C. Tidak pernah dibahas oleh anggota Partai Politik. 

D. Diserahkan kepada Staf ahIi Partai Politik saja. 

48. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana pendapat dan pandangan Fraksi-fraksi 

terhadap hasil keJja Badan Legislasi dengan pemerintah Daerah (Eksekutif) atas 

rancangan peraturan Daerah yang sudah dibahas tersebut. 

A. Semua Fraksi menerima.	 C. Ada Fraksi yang menolak. 

B. Semua Fraksi menerima dengan catatan. D. Semua Fraksi menolak. 

34. Apakah bapak/ibu mengerti dan mengetahui bagai	 mana proses pengesahan 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui	 D. Kurang Mengetahui. 

49. Kekuatan Politik, adalah: Kemampuan yang dimiliki oleh Lembaga Politik untuk 

mempengruhi pengambilan Keputusan. Apakah, bapakfibu mengetahui bahwa 

bapakfibu mempunyai kekuatan politik. 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui	 D. Kurang Mengetahui. 

50. Kalau bapak/ibu mengetahuinya, darimanakah bapak/ibu mengetahuinya. 

A. Dari Kursus dan Diklat.	 C. Dari Anggota Partai Politik 

B. Membaca Buku-buku.	 D. Dari Pendidikan Politik. 

51. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Kotawaringin Timur punya Kekuatan Politik. 

A. Sangat mengetahui.	 C. Cukup mengetahui. 

B. Mengetahui	 D. Kurang Mengetahui. 
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52. Menunrt bapakJibu apakah kekuatan politik tersebut berpengaruh pada saat akan 

dilakukan pengarnbilan keputusan dalarn Lermbaga Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). 

A. Sangat Berpengaroh.	 C. Cukup berpengaroh. 

B. Berpengaruh	 D. Kurang berpengaroh. 

53. Menurut bapak/ibu apakah Kekutan Politik tersebut dipengaruhi oleh jumlah 

Anggota salah satu Partai Politik peserta Pemilu yang duduk dalarn lembaga 

Dewan lebih banyak dari pada yang lainnya (parta; Pemenang) 

A. Ya	 C. Tidak Tahu. 

B. Tidak.	 D. Tidak Mengetaui. 

54. Menurut bapak/ibu	 apakah Kekuatan politik tersebut juga dipengaruhi oleh 

adanya kekuatan Kualisi beberapa Partai politik. 

A. Ya.	 C. Tidak Tahu. 

B. Tidak.	 D. Tidak Mengetaui. 

55. Menurut bapak/ibu apakah setiap pengarnbilan keputusan dalarn lembaga Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kekuatan 

politik tersebut ada pengarohnya 

A. Sangat Berpengaroh.	 C. Cukup berpengaroh. 

B. Berpengaruh	 D. Kurang berpengaroh. 

56.	 Menurut bapakJibu apakah setiap pembentukan Peraturan Daerah (Perda) 

Kekuatan Politik tersebut, berpengaroh. 

A. Sangat Berpengaroh.	 C. Cukup berpengaroh. 

B. Berpengaruh	 D. Kurang berpengaroh. 

57.	 Menurut bapakJibu apakah dalarn pembentukan Perda No.2 Tahun 2011 

Kekuatan politik tersebut juga berpengaroh. 

A. Sangat Berpengaroh.	 C. Cukup berpengaroh. 

B. Berpengaroh	 D. Kurang berpengaroh. 
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58. Menurut bapaklibu apalcah daIam tahapan-tahapan pembentukan Perda nomor 2 

Tahun 2011 Kekuatan Politik tersebut ada pengaruhnya. 

A. Sangat Berpengaruh.	 C. Cukup berpengaruh. 

B. Berpengaruh	 D. Kurang berpengaruh. 

59.	 Menurut bapaklibu apalcah Kekuatan politik yang dimiliki oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan daIam pengawasn pelaksanaan Perda. 

A. Sangat Berpengaruh.	 C. Cukup berpengaruh. 

B. Berpengaruh	 D. Kurang berpengaruh. 

60. Apakah bapaklibu sutuju dengan Kekuatan politik tersebut. 

A. Sangat Setuju.	 C. Setuju-setuju saja. 

B. Setuju	 D. Kurang Setuju. 
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DAFfAR KODE DATA KOESIONER 

(KODING DATA) 

No Data Kode Kolom Keterangan 

J. Jenis Kelamin : 
J. Laki-Iald. 
2. Perempuan 

I 
2 

2 

2 Pendidikan Terakhir: 
J. SD. 
2.SMP. 
3.SMU. 
4. D.3. 
5. S.1. 
6. S.2. 
7. S.3. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

3 

I 

3 Usia: 
I. Kurang dati 35 Taboo 
2. Antara 35 sid 40 Tabun 
3. Antara 40 sid 50 Taboo 
4. Lebih dari 50 Taboo 

I 
2 
3 
4 

4 

4 Kedudukan Dalam Partai 
I. Ketua. 
2. Pengurus. 
3. Anggota. 
4. Simoatisan. 

I 
2 
3 
4 

5 

5 Periode menjadi Anggota 
DPRD: 
I. Satu Kali. 
2. DuaKaIi 
3. Tiga Kali. 
4. EmDat Kali 

I 
2 
3 
4 

6 

6 Persepsi Anggota DPRD Kotim 
terhadap Kekutan Politik yang 
mereka miliki dalam: 
I. Proses Perencanaan . 
2. Proses Persiapan 

I 
2 

7 
Persepsi diukur 
dengan skala Likert : 

3. Teknik Penyusooan 
4. Proses Perumusan 
5. Proses Pembabasan 

3 
4 
5 

5 = Sangat Baik. 
4 = Baik. 

6. Proses Pengesahan 
7. Proses Pengundangan 
8. Penyebar luasan 

6 
7 
8 

3 = Cukup Baik. 
2 = Kurang Baik 
I = Tidak Baik 
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PEDOMAN MENGHITUNG SKOR
 

DAR! DATA KUESIONER
 

CARA MENENTUKAN BASIL KESELURUBAN 

NY 

HK = --X 100 0/0 

SM Jawaban: Baill. Sew 5 

: Baill. 4 
Keterangan : : KurangBaill. 3 

HK = Hasil keseluruhan · T!dak Baik · 2 
NY = Skor Nyata : Buruk 1 
SM = SkorMaksUnaL 

Skor MiDUnal = 30 

Skor MaksUnal = 270 

CARA MENENTUKAN SKOR MASING-MASING VARIABEL 

Nita! Skor: 

Q Jawaban: A Nita! 4 
X = · B· Nita! 3 

R : C Nilai 2 

· D Nitai 1·
 
Keterangan : 

X = Skor pada Variabel. 

R = Jumlah Soal yang sejenis 

Q = Jumlah Nilai Jawaban. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41645.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



METRIK TABULASI DATA KOESIONER
 -
Nomor Jenls Penclldlk Urnur/ Kedudu Persepsl Angota DPRD Kotim terhadap Kekutan Polltlk yang 
~ 
nden 

Kelllmln Terokhlr uslo kin 
DI 

Portel 

AnaotI 

PeNI~ .. 
1ft 

..........n Teknlk 
Mereu mlllkl, Terhadllll : __n -­ ...--. ,........ 

1ft In 1ft 

PenyBw- kanIIIk JUMIAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
01 1 5 2 3 2 3,5 3,6 3,5 3,3 3 3,1 3,6 3,4 3,4 43,3 
02 1 3 1 3 1 3,8 3,2 3,5 3,5 2,9 2,9 3,4 3,7 3,4 39,4 
03 1 6 3 3 1 4 3,6 3,6 3,1 3 3,1 3,4 3,7 3,5 45 
04­ 1 3 3 3 1 3,5 3,6 2,8 2,5 2,6 3,1 2,7 3 3,1 37,9 
05 1 3 1 3 1 3,6 3,5 2,8 2,5 3,3 3 3,1 2,7 3,3 36,8 
06 2 5 1 3 1 3.5 3 3 3,1 2,6 3 3,1 3,3 3,3 39,9 
07 1 5 4 3 1 2,4 3 3,1 2,6 2,8 2,7 2,9 3 2,8 39,3 
08 1 5 3 2 1 3,2 3,6 3,6 3,8 3,1 3,6 3,6 3,1 3,5 43,5 
09 1 5 3 2 1 3,2 3,6 3,6 3,8 3,1 3,6 3,6 3,1 3,5 43,1 
10 1 1 3 3 1 3,5 2,3 2,5 2,7 3 3,1 2,6 2,6 3 37,9 
11 1 3 3 3 1 3,5 4 3,3 2,8 2,9 3 3,1 '1.,7 3,4 39,7 
12 1 6 4 2 1 3,2 4 3,9 3,3 3 3,3 3 3,1 3,4 44,2 
13 1 3 4 2 3 3,5 3,4 3,1 2,6 3 3,1 3,4 3 3,4 41,5 
14 1 3 1 2 1 3 3,2 2,3 2,3 2,6 2,7 3 2,6 3 33,1 
15 1 5 1 3 1 3,2 3,6 3,3 3 3 3,1 3,1 2,4 3,3 39 
16 1 6 3 3 1 3,3 3 3,6 3,1 3,3 3 2,9 3 3,4 42,6 
17 1 3 3 2 1 3,8 3,6 2,5 2,4 '1.,3 2,9 2,7 '1.,8 3 36 
18 1 3 3 3 1 3 3,6 3,1 2,8 2,9 2,8 3,3 2,5 3,5 38,5 
19 1 5 3 1 1 3,5 3 3,1 2,8 3 3,1 3,4 3 3,4 39,3 
20 1 6 4 3 1 2,4 3,1 2,2 2,8 2,6 3,4 3,4 3,1 3,4 41,3 
21 1 3 2 1 2 3,4 3 3,2 3,1 3 3,2 3,6 3,1 3,4 38 
22 1 3 1 2 1 3,2 4 3 3 3 3 3 2,9 3,3 38,4 
23 1 5 3 2 1 3,1 3,2 2,9 3,1 2,8 2,9 3,1 '1.,8 3,4 39,3 
24 1 4 4 1 3 3,5 3 3,1 2,8 3 3,1 3,4 3 3,4 41,3 
25 2 5 3 3 1 3,4 3,3 3 3 3 3 3 3 3,3 42 
26 2 5 1 2 1 '1.,6 2,7 2,7 '1.,5 2,5 3,3 2,9 3,4 3,3 36,9 
27 1 5 3 2 2 3 3,8 3 '1.,9 2,7 3 2,8 3 3,6 40,8 
28 2 5 3 2 1 3 3 2,7 3 2,4 3 3,1 '1.,2 3,4 38,8 
29 2 3 3 2 1 3,5 3 2,9 3 2,6 3,2 3 2,3 3,5 38 
30 1 5 3 1 1 4 3,5 3,4 3 2,7 2,7 2,3 '1.,5 3,5 38,7 

Total Skor 99,5 99,8 91,7 88,1 85,8 91,6 93,2 94,5 99,8 1193,5 
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